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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas bantuan keahlian dalam bidang informasi,
kepada DPR RI, maka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana informasi yang dibutuhkan untuk menunjang fungsi dan tugas DPR RI
peranan  infrastrukiur  teknologi  informasi yeng  handal  dan mampu
mengintegrasikan seluruh unit kerja yang saling berhubungan dengan kelancaran
tugas DPR RI dirasa sangat diperlukan. Sistem Informasi dan jaringan kemputer
di DPR telah dibangun termasuk sistem jaringan komputer, yeng diatur den
dioperasikan oleh Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI),
tetapi belum dapat berfungsi sepenuhnya untuk melayani semua anggola DPR
dan seluruh Biro/Bagian dalam Sekretariat Jenderal DPR RL Oleh karena itu,
dilaksanakan pekenaan “Strengthening Information Network System of DPR” yang
bagian dari Government Fmancial Management and Revenue Administration
Project (GFMRAP) dengan ioan dari Bank Dunia.

Agar dapat tercapai tujuan pengembangan sistem informasi yang handal d
lingkungan Sekretartat Jenderal DPR, maka dalam pekerjaan ini akan ditakukan
kajian yang mendalam dan komprehensif untuk merumuskan suatu Master Plan
pengembangan Teknalogi Informas: Sekretariat Jenderai DPR RI. Master Plan
yang dimaksudkan dapat mengakomodasi berbagai aspek pengembangan
teknologi informasi, termasuk kebutuhan sistem pada masing-masing Biro atau
Bagian, kebutuhan sistem bagi Setjen DPR secara terintegrasi, pilihan teknologi,
pentahapan pengembangan sistem, penyiapan sumber daya (SDM, biaya dan
infrastruktur), /nferoperabifity terhadap existing systen, strategi implementast
sistem, penyesuaian terhadap struktur organisasi secara efektif dan efisien,
hingga manajemen pemakaian sistem.

Berdasarkan Kontrak Nomor Con-02/GFMRAP/2006 tanggal 4 September 2006
sebagal laporan hasi! pekerjaan maka kami menyampaikan Laporan Interim
Pekerjaan Strengthenng Information Network System or DPR.

Shienglhening Information Network System of DPR
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1.2 Tujuan Pekerjaan

Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memodernisasi dan memperkuat sistem
jaringan informasi DPR yang terpasang di DPR dan bangunan perkantoran
Sekretariat Jenderal DPR.

Sedangkan Sasaran perumusan Master Plan Teknologi Informasi ini adalah

1 Diperolehnya kajian terhadap sistem informasi serta infrastruktur
penunjang yang sudah ada dan berjalan pada saat ini (existing), apa saja
kelemahan dan Keunggulannya.

2. Diperolehnya kajian mengenai strategi pengembangan sistem informasi
teknologi informasi yang handal, yang mampu mengakomodasi existing
system secara optimum agar biaya investasi pengembangan dapat
ditekan.

c Diperolehnya kajian mengenai rancang bangun sistem  yang
mempertimbangkan pilihan teknologi, kesiapan infrastruktur pendukung
dan biaya, serta fleksibilitasnya dalam pengembangannya d masa vang
akan datang.

4, Diperolehnya Kkajian aplikasi sistem yang terintegrasi dimana sistem
informasi pada masing-masing unit kerja yang dapat saling berkolaborasi
dan berinteroperasi (interoperate) secara sinergi.

5. Diperolehnya kajian mengenai implikasi terhadap organisasi SETJEN atas
persoalan kewenangan (authority), keamanan {system security), dan
alokasi SDM yang dibutuhkan,

6. Diperolehnya kajian mengenai pola persiapan, pelaksanaan, pengawasan
hingga evaluasi untuk sumber daya (SDM, biaya dan peratatan) dalam
pembangunan maupun implementas; sesuai dengan rancang bangun pada
Master Plan.

7. Diperolebhnya kajian mengenai pengoperasian, pemeliharaan, dan
pengembangan sistem sesuai dengan rancang bangun pada Master Plan.

Strengthening Information Nefwork Systern of DPR b-2
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1.3 Ruang Lingkup Pekerjaan

Lingkup substansi pekerjaan “Strengthening Information Networks System

of DPR” ini yang selanjutnya disebut penyusunan Master Plan Teknologi
Informasi Sekretariat Jenderai DPR RI adalah :

III

Persiapan Perencanaan Strategis Sistem Informasi

Mencakup pemahaman lingkungan kerja organisasi, analisis lingkungan
organisasi internal dan eksternal, analisis kebutuhan informasi dalam
organisasi DPR, serta analisis kondisi lingkungan texonologi informasi saat

ini.

Information Requirement Analysis
Terdiri dari analisis gap teknologi wnformasi dan pendefinisian sistemn yang
dibutuhkan.

Resource Allocation

Adalah mendefinisikan Ingkungan IS-IT vyang diinginkan, serta
penyusunan prioritas pengémbangan sistem informasi yang sesuai
dengan kebutuhan DPR RL

Development Project Plan / IT Master Plan

Akhirnya dilakukan penyusunan rencana proyek pengembangan slstem
informasi berdasarkan perencanaan dan pentahapan yang telah dilakukan
sebelumnya, yang kemudian dirangkum dalam suatu dokumentasi Master
Plan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RL

1.1 Metodologi Perencanaan Strategis Sistem informasi

Proses Perencanaan Strategis sistem informasi secara umum dapat dibagi dalam

beberapa tahap, yaitu:

*» Tahap 1. Strategic information planring

SirengtheningInformation Network Systern of DPR -3
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Pada tahap ini dilakukan overview secara menyeluruh terhadap
organisasi. Overview meliputi analisis kondisi intenal dan eksternal
organisasi, faktor-faktor penentu keberhasilan, analisa kebutuhan
informasi organisasi dan analisa kondisi teknologi yang dimiliki organisasi
saat ini.

Analisa kondisi intemal orgamisasi meliputi analisa Visi dan misi
organisasi, tujuan, activity chain organisas, serta kekuatan dan

kelemahan organisasi

Analisa kondist eksternal organisasi meliputi kondisi politik, ekonomi,
sosial dan teknologi, model bisnis. Analisa kondisi eksternal ini akan

menentukan peluang dan tantangan organisasi.

Analisa faktor penentu keberhasian dilakukan untuk mendapatkan faktor-
faktor yang bisa menjadikan organisasi sukses

Anaiisa kebutuhan informasi dilakukan dengan menggabungkan faktor
penentu  keberhasilan dan ukuran keberhasilan organisasi  untuk
mendapatkan  kebutuhan informasi daiam rangka menunjang
keberhasilan organisasi

Anafisa kondisi teknologi informasi saat o dilakukan untuk mendapatkan
gambaran atas kemampuan teknologi daiam mendukung pencapaian
tujuan organisasi termasuk di dalamnya kemampuan manajemen
teknologi informasi.

Tahap 2. Information requirement anatysis

Pada tahap ini dilakukan analisa gap yang ada antara kebutuhan
informasi organisasi dengan kemampuan teknologi informasi datam
memenuhi Kebutuhan tersebut.

Pada tahap ini juga ditakukan pendefinisian sistem yang dibutuhkan
dalam rangka menutup gap yang teridentifikasi antara kebutuhan
informasi  dengan  kemampuan dukungan teknolegi  informasi.
Pendefinisian sistem disini meliputi aplikasi, data dan infrastruktur
pendukungnya.

Tahap 3. Resource altocation

Strengthening Information Network System of DPR
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Pada tahap ini aktivitas yang dilakukan yaitu pendefinisian lingkungan
sistem informasi yang diperiukan dalam rangka mengadopsi sistem yang
baru, yang telah direncancakan.

Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan prioritas pengembangan
sistem informasi yang telah dilakukan, dengan memperhatikan
kemampuan dan kesiapan organisasi dari segi non finansial. Kesiapan
organisasi  disini  diantaranya kesiapan sumber daya manusia

pengelolanya.

« Tahap 4. Penyusunan rencana proyek/master plan

Pada tahap Ini dilakukan penyusunan rencana proyek pengembangan
sistem informasi berdasarkan perencanaan dan pentah2pan yang telah
dilakukan sebelumnya.

Perencanaan proyek ini didasari beberapa pertimbangan, yaitu: resiko

proyek, pertimbangan kemampuan dan kesiapan organisasi dari sisi
finansial.

Tahap selanjutnya setelah tersusun rencana proyek yatu penyusunan
laporan akhir. Laporan akhir ini akan memuat rencana operasional dan
strategls pengembangan teknologi informasi.

Laporan akhir juga memuat:

o Strategi bisnis dan teknologi informasi pendukungnya
o Visi dan misi teknologi informasi

o Strategi arsitektur aplikasi

Sosialisasi hasil perencanaan menjadi bagian yang harus dilaksanakan dalam
rangka kesuksesan implementasi peréncanaan yang telah disusun. Sosialisas
dapat dilakukan dengan melaksanakan melalui kegiatan-kegiatan workshop,
seminar dan sejenisnya.

Strengthenin?!nfonnanon Network System of DPR -
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Gambar L 1. Metodologi perencanaan sistem informasi

Keluaran yang dihasilkan (Deliverables)

Hasil akhir yang diharapkan dari pekerjaan ini adalah :

a.

Merumuskan sistem jaringan yang baru yang dibutuhkan seperti sasaran
hasil dan fungsi nya untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan DPR
yang disusun ke dalam dokumen IT Master Plan (Rencana Induk Teknologi
Informasi) DPR dengan fokus priontas pada Sistem Jaringan teknologi
Informasi DPR.

Menyerahkan hasil survey dan pengkajian serta menentukan jerus sistemn dan
jaringan dan perangkat lunak vyeng diperlukan untuk  modifikasi,
pengembangan dan peningkatan infrastruktur sistern dan jaringan komputer
DPR

Menetapkan target untuk pembangunan fasilitas sistem jaringan komputer
untuk periode perencanaan 1 tahun.

Menvyajikan laporan berkala dari progress kegiatan konsultan.

Membantu di implementasi terhadap rekomendasl konsultan dan
kareksi/perbaikan jaringan DPR agar tercapal sistem yang optimal,

Menyusun dan merencanakan manajemen pemeliharaan yang dapat
digunakan Staf P3DI agar senantiasa mengikuti perkembangan baru jaringan
komputer.

Strengthening Information Network Systemn of DPR I- 6
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a. Memberikan On the Job Training dan mentoring kepada staff teknis P3DI
untuk mengelola sarana dan prasarana komputer DPR agar tetap dapat
berfungsi secara efektif.

1.1 Sistematika Pembahasan

Gambaran pembahasan dalam usulan teknis secara garis besarnya adalah
sebagai berikut :

BabI : PENDAHULUAN
Menguraikan tentang latar beiakang pekerjaan, menjeiaskan tentang
penyusunan master pian teknologi informasi Setjen DPR, berikut tujuan, sasaran,

ruang lingkup, metodologi hingga produk yang akan dihasilkan.

Bab I : VISI, MIST TEKNOLOGI INFORMASI

Bab ini berisi pernyataan Visi dan Misi Setjen DPR RI yang kemudian diuraikan
menjadr Visi Misi Teknologi Informasi yang menjadi acuan daiam penyusunan
hingga penerapan Master Plan Teknologi Informasi Setjen DPR RL

Bab III : KONDISI SAAT INI

Bab ini menjelaskan kondisi dan permasaiah yang dihadapi Sekretariat Jenderal
DPR RI dalam bidang teknologi informasi, yaitu existing system baik manajemen
informasi, sistem informasi dan teknologi informasi itu sendiri.

Bab IV : KONDISI YANG DIHARAPKAN

Bab ini menjelaskan kondisi yang diharapkan jka Master Plan Teknologi
Informast telah dilaksanakan yang mencakup tren perkembangan teknoigi
formasi  tren manajemen informasi, tren sistem informast dan tren

perkembangan teknologi informasi itu sendiri.

Bab V: USULAN UNTUK IT MASTER PLAN

Bab i menguraikan usulan Konsuitan tentang perangkat keras dan perangkat
lunak, manajemen informasi, sistem informasl dan keseiuruhan teknologi
informasi setelah Master Plan Teknologi Informasi diterapkan.

-S-lrenglhening Information Network System of DPR . I-7
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Bab VI: STRATEGI PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Bab Il menguralkkan sbategl perencanaan dan pengembangan teknnologl
informas] sesual untuk mencapal target kondisi teknologt iafiormiasl sepertl yang
diharapkan pada Master Plan Teknologt Informasi Setjen DPR RL

Bab VII : KESIMPULAN

Berisi kesimpulan sementara Konsultan terhadap sishem yang ada di DPR saat inl
dan kemingkinan pengembangannya.

hengicring information Network Sysiem of DPR . 5



BAB II
VISI DAN MISI

Untuk mendapatkan Visi dan Misi Teknologi Informasi pada Sekretariat Jenderal DPR R],
harus dimulai dengan mempelajari Visi dan Misi Sekretariat Jenderat DPR RI berikut
jajaran prganisasi dibawahnya, serta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tercantum
dalam Renstra Sekretariat Jenderal OPR RI tahun 2006 — 2009.

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan lembaga pemerintah yang memberikan
dukungan kepada OPR dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan semakin
besarnya tuntutan terhadap peningkatan peran dan fungsi OPR, maka juga diperlukan
sistem pendukung yang dapat mengiringi setiap gerak, langkab dan irama keria DPR,
karena berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang diemban oleh Dewan akan ditentukan

pula oleh kinerja unsur pendukung yaitu setiap Biro, Bagian dan Bidang dalam jajaran
Sekretariat Jenderal.

3.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal DPR RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI. Sekretaris
Jenderal DPR RI dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa
Deputi Sekretaris Jenderal,

Tugas pokok yang harus dillaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI adalah
memberikan bantuan tekmis, administratif dan keahfian kepada DPR agar fapa
menjalankan tugas dan fungsi yang dimilikinya. Tugas yang dimiliki oleh Sekretariat
Jenderal DPR RI erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI.
Oieh sebab itu Sekretariat Jenderal DPR RI senantiasa melekukan evaluasi kinerja
yag telah dijalankan agar dapat meningikuti perkembangan yang terjadi dalam
masyarakat.

S-lrenélhening Informaticn Nelwork Syslemn of DPR . n1
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Untuk mendapatkan Visi dan Misi Teknologi Informasi pada Sekretariat Jenderal DPR RI,
harus dimulai dengan mempelajani Visi dan Misi Sekretariat Jenderal DPR RI berikut
jajaran organisast dibawahnya, serta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tercantum
dalam Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2006 — 2009.

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan lembaga pemerintah yang memberikan
dukungan kepada DPR dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan semakin
besarnya tuntutan terhadap peningkatan peran dan fungsi DPR, maka juga diperlukan
sistem pendukung yang dapat mengiringi setiap gerak, langkah dan irama keria DPR,
karena berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang diemban oleh Dewan akan ditentukan
pula oleh kinerja unsur pendukung yaitu setiap Biro, Bagian dan Bidang dalam jajaran
Sekretariat Jenderal.

3.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal DPR RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RL Sekretaris
Jenderal DPR RI dbantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa
Deputt Sekretaris Jenderal.

Tugas pokok yang harus dillaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI adalah
memberikan bantuan teknis, administratif den keahlian kepada DPR agar fapa
menjalankan tugas dan fungsi yang dimilikinya. Tugas yang dimifiki oleh Sekretariat
Jenderal DPR RI erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RL
Oleh sebab itu Sekretariat Jenderal DPR RI senantiasa melakukan evaluasi kinerja
yag telah dijalankan agar dapat meningikuti perkembangan yang terjadi dalam
masyarakat.
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Sekretariat Jenderat DPR RI menyelenggarakan fungsi :
L Koordinasi

dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas wunit organisasi
dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;

2. Pemberian dukungan teknis, administratif dan keahlian d bidang perundang-
undangan, anggaran dan pengawasan kepada DPR RI;

3. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian, kepegawaian,
keuangan, periengkapan dan kerumahtanggaan dilingkugan DPR RL

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI terdini dari Sekretaris Jenderal,
Wakil Sekretaris Jenderal, Deputi Bidang Perundang-undangan, Deputi Bidang
Anggaran dan Pengawasan, Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar
Parlemen, Deputi Bidang Administrasi serta didukung oleh 15 Biro, 61 Kabag dan
128 Kasubag pada masing-masing bidang sebagaimana digambarkan daiam
Gambar 3.1 dibawah ini.
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3.2 Visi dan Misi Sekretariat Jenderal DPR Ri

Dalam Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2006 - 2009 tercantum Visi
sebagai berikut : Memberikan bantuan optimal kepada DPR RI sesuai
dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan strategis.

Misi Sekretariat Jenderal DPR RI adalah :

1. MMeningkatian kuafitas bantuan teknis dan administrasi kepada DPR RL

2. Meningkatkan kualitas bantuan keahlian dalam bidang informasikajian dan
analisis kepada DPR RI.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan

untuk menunjang fungsi dan tugas DPR RI

Terlihat dari Misi Sekretariat Jenderal DPR RI diatas bahwa yang berhubungan
dengan Teknologi Informasi adalah berupa dukungan atau bantuan keahlian
terhadap pelaksanaan fungsi Dewan, yaitu berupa legislasi, fungsi anggaran dan
fungsi pengawasan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan
dukungan secara langsung kepada Dewan dalam melaksanakan ketiga fungsi
tersebut. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan harus didukung dengan akses
informasi yang memadai, cepat dan akurat, penelitian dan pengkajian yang
mandiri dan kuat, sumber data, serta kajian dan analisis terhadap permasalahan-

permasalahan yang terkait dengan masing-masing fungsinya.

3.3 Visi dan Misi Teknologi Informasi

Berdasarkan kajian terhadap Rencana Stragegis Sekretarist DPR RI dan
mempelajari Vis, Misi dan Tugas Pokok Sekretariat Jenderal DPR RI, pada Inception
Report ini Konsultan mengusulkan Visi Teknologl Informasi DPR sebagai berkut:

Strengthening Information Network System of DPR h-3
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Terwujudnya suatu Sistem Informasi DPR RI yang terpadu, yang dapat
memberikan bantuan secara optimal kepada DPR RI sesuai dengan
tuntutan dan perkembangan lingkungan strategis.

Untuk dapat menjamin tercapainya Visi Setjen DPR, diperlukan
« Master Plan Teknologi Informasi yang cukup komprehensif
» Penyasuaian Bisnis Proses Setjen DPR sesuai dengan Visi Setjen DPR.

Sedangkan Misi Teknologi Informasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Gantuan keahlian teknologi informasi dalam bidang
informasi, kajian dan analisis kepada DPR RIL

2. Meningkatkan kuaiitas dan kuantitas sarana dan prasarana teknologi informasi
yang dibutuhkan untuk menunjang fungsi dan tugas DPR RI

3. Meningkatkan kualitas bantuan teknis khususnya teknologi informasi kepads
DPR RL

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang teknologi informasi untuk

menghadapi cepatnya perkembangan teknologi tinggi.

3.4 Kedudukan Pengelola Teknologi Informasi

Dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI, terfhat bahwa Pusat
Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) sebagai pengelola teknoiogi
informasi yang berada dibawah Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan
bersama-sama dengan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran
Pembangunan dan Belanja Negara serta Biro Pengawasan Legisiatif. Secara

lengkap struktur orgamsasi Deputi Anggaran dan Pengawasan adalah sebagai
berkut :

Strengthening Information Nelwork Syslem of DPR n-4
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Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas
menyelenggarakan pengkajian, pengolahan data dan informasi perkembangan DPR
RI

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan

Informasi (P3DI) mempunyai fungsi Sebagai berikut :

a penyelenggaraan pengkajian dan analisis situasi dan perkembangan
kedewanan.

b. penyelenggaraan pengolahan data dan sarana informasi.

C. peéenyelenggaraan kearsipan dan dokumentasi.

d penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.

p3DI terdiri dari Bidang Pengkajian, Bidang Data dan Sarana Informasi, Bidang
Arsip dan Dokumentasi, Bidang Perpustakaan, serta didukung oleh Subbagian Tata
Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana digambarkan dibawah ini :
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3.5 Rencana Strategis 2006-2009

Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah

berkewajiban menyusun réencana strategis sebagaimana tertuang dalam Undang-

Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

yang mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis

sebagai penjabaran dan Rencan Pembangunan Jangka Menengah (RPIM) Nasional.

Untuk melaksanakan Visi dan Misinya, telah dirumuskan tujuan Sekretariat Jenderal
DPR RI sebagal berikut :

1.

Meningkatnya Kualitas dukungan teknis dan administratif kepada DPR RI dalam
rangka optimalisasi pelaksanaan tugas konstitusional Dewan dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya

Meningkatkan kualitas dukungan keahlian dalam menyediakan informasi yang
akurat sebagat bahan masukan kepada DPR RI

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas dan
wewenang DPR RI

Sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Jenderal DPR RI adalah :

a.

Tersusunnya naskah akademik RuU

b. Tersusunnya draft awal RUU yang dapat djadikan sebagai bahan usulan

kepada anggota Dewan

Strengthening Information Nelwork System of DPR -6
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Tersusunnya analisis/kajian RAPBN yang dapat dijadikan sebagai bahan usulan
kepada anggota Dewan

Meningkatnya kualitas analisis di bidang peNgawasan

Meningkatnya kualitas analisis dan kajian menNgenai perkembangan kedewanan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas bantuan Keahlian kepada Dewan
Meningkatnya kuafitas pelayanan informasi kepada anggota Dewan
Meningkatnya kualitas analisis dan kajian mengenai hasil pemantauan
pelaksanaan perundang-undangan

Meningkatnya kualitas pelayanan persidangan

Meningkatnya kualitas dukungan terhadap penyelenggaraan hubungan antar
parlemen

Meningkatnya kualitas dan kuantitas alih bahasa/translator

Meningkatnya kualitas pelayanan pengaduan masyarakat

. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

Meningkatnya kesejahteraan anggota dan pegawai

Meningkatnya disiplin kerja pegawai

Meningkatnya kualitas pengawasan internal

Meningkatnya kuaiitas peiaporan hasil kerja/kinerja

Meningkatnya pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas dalam penyediaan sarana dan prasana
kerja

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengamanan terhadap tugas-tugas Dewan

e —  m—
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3.1 Analisis Lingkungan Eksternal
Dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan teknologi
informasi saat ini, mencakup perkembangan dan iter jaringan komputer, dan
perkembangan aplikas. Dari penggambaran tersebut akan ditentukan tren terkini

yang berpeluang untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan strategi
organisasi.

3.1.1 Trend Jaringan komputer

Teknologi jaringan komputer terus mengalami perkembangan. Salah satu yang
mengalami perkembangan yang sangat pesat adalah internet. Internet telah
menjadi sarana komunikasi, pencarian tnfortnasi dan koiaborasi. Perkembangan
ini ditunjang dengan kemunculan konsep Web 2.0, yang memudahkan publik
berinteraksi dengan pengelola web menjad: lebih baik.

Dan sisi metode akses, maobilitas manusia yang semakin tinggi menjadikan akses
nirkabel semakin populer, karena dengan akses nirkabel memungkinkan koneksi

ke jaringan untuk akses data dan layanan jaringan tanpa harus menggunakan
instalasi kabel.

Sementara dari sisi media akses, untuk memenuhi tuntutan akan kecepatan
akses, penggunaan media yang mendukung akses pita lebar semakin

memasyarakat, diantaranya penggunaan fiber optik sebagai backbone jaringan.

3.1.2 Apiikasi dan database

Perkembangan bidang jaringan juga mempengaruhi perkembangan aplikasi
sistem informasi dan database. Dengan semakin berkembangnya jaringan dan

Et?englhening information Network System of DPR
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semakin populernya internet, Mengarahkan perkembangan aplikasi  sistem
informasi dan database menjadi berbasis web. Dengan memanfaatkan World
wide web sebagai antarmuka, aplikasi tidak harus diinstalasi d tiap dient, akan
tetapi cukup menggunakan web browser untuk menjalankan aplikasi.

3.1.3 Manajemen/Organisasi Pengelola Teknologi informasi

Meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi dalam organisasi m eningkatkan
kesadaran pentingnya peranan Teknologi Informasi dalam organisasi.
Peningkatan penggunaan dan peranan ini menuntut layanan pengelolaan yang
makin baik. Untuk itu diperlukan unit pengelofa teknologi informasi, yang tidak
saja memiliki kewenangan dalam palayanan teknologi informasi tapi juga daiam
hal perencanaan dan Manajemen vyang bersifat strategis terhadap sukses

organtsasl.

3.2 Analisa Lingkungan Internal

3.2.1 Perangkat keras komputer

Unit-unit kerja di lingkungan sekretariat jendral DPR RI saat ini telah didukung
dengan perangkat komputer yang difengkapi dengan printer. Selain itu di
beberapa bagian juga dilengkapi dengan scanner.

Proses pengadaan komputer dilakukan secara bertahap, inenjadikan beragamnya
spesifikasi komputer yang ada saat ini. Ada PC yang sudah obso/ete, ada PC
yang sering /ang. dan ada PC yang berjalan tanpa gangguan yang signifikan.
Beragamnya spesifikasi ini menimbulkan masalgh tersendiri mengingat kinerja
yang tidak sama, sehingga diperlukan adanya perbaikan kualitas perangkat
komputer. Sementara itu dari segi kuantitas, secara umum jumlah komputer di
setiap satuan kerja belum memadai jike dihadapkan dengan beban kerja dan
diperlukan penambahan perangkat komputer yang sesuai dengan kebutuhan

Strengthening Information Network Syslem of DPR -2
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3.2,.2 Perangkat lunak

Operating system yang digunakan d lingkungan Sekretariat Jendral DPR RI
mayoritas adalah MS Windows, mulai dari Windows 95, 98, dan XP untuk client,
sementara untuk Server digunakan Windows 2000, disamping digunakannya
Linux Red Hat Enterprise

Dari sis aplikasi, mayoritas menggunakan MS Office untuk pengolahan data dan
kegiatan fainnya {pengolah kata, spreadsheet, presentasi) dan akses
internet/internet, serta berkomunikasi melalui e-mail. Disamping fu ada aplikasi
penggajian (payrol), dan sistem absensi berbasis fingerprint, dan Sistem
administrasi barang milik negara (SABMN) vyang digunakan Bagian
Perbendaharaan untuk pelaporan.

Untuk mendapatkan gambaran tentang kontribusi dari setiap aplikasi SI yang
ada d Sekretariat Jendral DPR RI terhadap pelaksanaan tugas organisasi, maka

seluruh aplikasi SI dipetakan dengan menggunakan model Mc Farlan strategic
grid, sbb:

:. Strategic High potential

| Sistem absensi berbasis fingerprint
e-mail system
MS Office
Web Browser
SABMN

Key operational

Support_

Gambar 3. L. Portlolic aplikasi Sekretarial jendral DPR RI saat ini
Oleh karena belum adanya kebijakan mengenar pemanfaatan SI/TI, maka
masing-masing bagian mengembangkan sistemnya sendiri-sendiri.

3.2.3 Database

Strengthgning Information Network System of DPR g -
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Penggunaan dukungan database d lingkuNgan Sekretariat Jendral DPR RI masih
sangat minim. Beberapa database yang ada yaitu database untuk aplikasi
penggajian, database untuk aplikasi perbendaharaan, dan database untuk sistern
dbsensi berbasi fingerprint. Database yalg ada masih bersifat stand alone,
dimana database tersebut hanya diakses Melelui satu terminal saja,sehingga
penggunaan database masih sangat terbatas.

Data yang dikelola uNit-unit kerja yalg umuMdya hanya menggunakan aplikasi
MS office, data yang dikelola belum terogafisic dalaMm format database. Kondisi
ini potensial mengakibatkan terjadinya inkonsistensi dan duplikasi data

Saat inj sedang dilakukan pembangunad database untuk perundang-undangan,
dimana database inj akad MeNyimpaP inforMasi produk perundang-undangan
yang telah dihasilkad maupu? yang sedang dibahas & DPR RI, sehingga
database ini akan dapat dipakai sebagai sumber acuan pencarian informasi
peruNdang-undangan.

3.2.4 Fasilitas jaringan
Sekretariat jendral DPR RI saat iNi telah memiliki jaringan komputer yang
menghubungkan beberapa gedung d lingkungan Sekretariat jendral DPR RI, yaitu:
* Gedung Nusantara 1
* GeduNg NusaMtara 2 (ganagraha dan paripurna)
«  GeduNg Nusantara 3
* Gedung Sekretariat jendral DPR RI
*  Gedung Mekanik

Jaringan komputer Sekretariat jendrai DPR RI telah Menggunakan Serat optik
sebagai backbone. SedangkaP terminasi ke tiap terminal menggunakan kabel
UTP. Selain itu juga disediakan akses nirkabel dengaP penyediaan access point d
beberapa bagian d Gedung Nusantara II (paripurna), dan ruang-ruang sidang.

Hampir keseluruhan bagian/bidang telah terhubufg deNgan jaringan kamputer,
akan tetapi belum keseluruhan termiNal komputer terjangkau oleh jaringan.

Keterbatasan jangkauan jaringan komputer iNi mengakibatkan belum meratanya

Strengthening Information Network System of DPR 111 -4
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akses internetfinbaset. Selaln tu keterbatasian jangkauan jaringan juge
mengakibatian tidak bisa dilalakannya sharing print2r yang mengaidietian
banyaknya jumiah printer yang dimiiki masing-masing unit kerja (hamplr Hap
satu komputer satu pinte). Konflgurasi jaringsn kompuber sekretariat jendral
DPR RI yang ada saat inl ditunjukkan dalam gambar 3.2

Sirengthering Informatll_:ln r_datwork System of DPR o -5
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Gambar 3. 2 Konfigurasi jaringan kemputer antar gedung Sekretariat jendral DPR RI

Gedung Nusantara 1 merupakan gedung yang memilki terminal yang terhubung
dalam jaringan komputer terbanyak diantara gedung-gedung yang lain. Di
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gedung ini pula ditempatkan data center/ruang server yang merupakan pusat
pengendalian dan manajemen jaringan komputer Sekretariat jendral DPR RIL Di
dalam data centre ini ditempatkan server-server yang dimiliki oleh sekretariat
jendral DPR RL Rincian server yang ditempatkan di dalam ruang server beserta
spesifikasi dan penggunaannya adalah sebagai berikut;

Tabel 3. 1. Inventory server Selretariat jendral DPR RI
= i — o

Spesifikasi
No | Merk Penggunaan

| Prosesor | Storage | Memory |

| Intel Xeon 28 GHz | 4x36 GB | 1 GHz

1 HP Proliant ML 370 | Web server

|2 | HP Profiant ML 370 | Antivirus Intel Xeon 2,8 GHz | 4x 36 GB | 1 GHz
1 —
| 3 | HP Proliant ML 370 | Mail server Intel Xeon 2,8 GHz | 4 x 36 GB 1 GHz
| |
|—— r ————— e ———— _— . S i -
| 4 | HP Proflant ML 370 | DNS server Intel Xeon 28 GHz | 2x36 GB | 2 GHz
5 | HP Proliant ML 370 Intel Xeon 2,8 GHz 4 x 35 GB 1 GHz
6 | HP Né?server E4aD Print server .Pentium Pro _3_2 MHz =
7 | HP Proliant ML 150 Intel Xeon 36 B 512 MHz
‘ " Dell PowerEdge = ==l N |
8 Intranet server | Intel Xeon 3 GHz 2 GHz
2850
‘_ - ‘ Backup
| Mailserver
i WINS-Domain [ :
9 Custom Intel Xeon 30 GB 256 MHz
control lier

10 | .Custom File Server

Selain #u d gedung Nusantara 1 juga ditempatkan perangkat vyang
menghubungkan jaringan komputer Sekretariat jendral DPR RI dengan dunia
luar (internet), berupa antenna VSAT yang digunakan untuk hubungan ke Ler
melalui satelit dan antenna radiolink yang menghubungkan jaringan komputer

Sekretariat jendral DPR RI dengan Indonesia Internet Exchange (IIX) untuk

Strengthening Information Network System of DPR (-7
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hubungan dengan penyedia-penyedia jasa internet (intermet  service
provider/ISP) dalam negeri.

Untuk memberikan layanan berbasis jaringan komputer, Sekretariat jendral DPR
RI telah dilengkapi dengan berbagai perangkat sebagaimana dalam tabel sebagai
berikut:

Tabel 3. 2. Perangkat layanan jaringan Sekretariat jendral DPR RI

No Perangkat Merk/Type
1| Modem satelit | CDM 5700
2 | Router | Csco 2811 3
3 Bandwidth manager | Allot NetEnforcer AC202 |
4 | Firewal | Fortigate 400A '
5 Content engine | Cisco500 i

Sehubungan dengan adanya rencana pembenahan gedung Nusantara 1,
direncanakan pemindahan ruang server yang selama i digunakan untuk
manajemen jaringan Sekretariat jendral DPR RL

Gambar 3.3 menunjukkan konfigurasi jaringan komputer d gedung Nusantara 1.
Hingga saat ini, jaringan komputer lokal (local area network/LAN) d gedung
Nusantara 1 telah menjangkau keseluruhan 23 lantai d gedung ini. Selain
koneksi melalui kabel, di gedung ini juga disediakaan koneksi nirkabel (wireless)
di lantai 2, dimana telah terpasang access point yang terletak d Bidang Data dan
Sarana informasi, Pusat Pengkajian pengolahan data dan informasi.

Gedung Nusantara 2 terhubung ke jaringan komputer Sekretariat jendral DPR RI
melalui koneksi serat optik ke Data center di gedung nusantara 1. Dari Main
switch yang terhubung dengan Data center, koneksi dibagi melalui switch-switch
dan acces point-acces point.

Strengthening Information Network System of DPR -8
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Gambar 3. 3. Konfigurasi jaringan Gedung Nusantara 1

Gedung Nusantara 2 ({paripurna) merupakan gedung vyang menyediakan
mayoritas koneksi jaringan nirkabel (wireless). Hingga saat ini telah terpasang

sebanyak 18 access point yang tersebar di beberapa ruangan. Daftar

_—
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selengkapnya access point yang telah terpasang beserta lokasi penempatannya

adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3. Daftar access point terpasang

e

| Persipar

Badan Kehormatan

Risalah

Access point Ruang
' P3DI P3DI
Stah ahii 1 Staf ahii
 Staf ahii 2 | staf ahi
' Staf ahii 3 Staf ahii
Stah ahii 4 Staf ahli
PDIP Staf ahli
Tata usaha |Tata_usaha
Perpustakaan 1 Perpustakaan
' Perpustakaan 2 Perpustakaan T
' Perpustakaan 3 | Perpustakaan
' Polildinik " Poliklinik =
Komisi 1 | Sekretariat komisi 1 =
" Komisi 2 | Sekretariat komisi 2 -
Komisi 3 Sekretariat komisi 3
Komisi 8 Sekretariat komisi 8

| Sekretariat Badah kehormatan
| Bagian Risalah
| Bagian Persidangan Paripurna

Strengthening Information Network System of DPR
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Gambar J. 4. Konfigurasi jaringan Gedung Nusantara 2

Beragamnya kondisi dan spesifikasi perangkat komputer yang ada saat ini
mengakibatkan keterbatasan jumlah klien yang dapat digunakan untuk
mengakses iayanan nirkabel ini, sehingga menghambat peningkatan jangkauan
jaringan komputer.

Hingga saat ini banyak access point yang hanya diakses oich beberapa terminai
sehingga pemanfaatannya kurang maksimal. Gedung Sekretariat jendral DPR
terhubung ke daiam jaringan komputer menggunakan koneksi serat optik
Jaringan komputer di gedung sekretariat jendrai ini tidak terhubung secara
iangsung ke Data center, akan tetapi meiaiui switch yang terdapat d gedung
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Nusantara 3. Koneksi yang tidak langsung ini seringkali menimbulkan kesulitan,
dimana apabila terjadi permasalahan pada jaringan komputer di gedung
nusantara 3, imbasnya akan dirasakan di gedung sekretariat jendral.

LAN pada gedung sekretariat jendral, telash menjangkau seluruh 7 lantai pada
gedung tersebut, dengan masing-masing lantai memiliki switch tersendiri.
Masing-masing switch tersebut terhubung ke switch utama yang terhubung
dengan backbone serat optik.

T [ b
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%
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Gambar X 1 Konfigrasi jaringan Gedung Sekretariat jendral
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3.2.5 Personil Manajemen Informasi
Manajemen Teknologi informasi d lingkungan Sekretariat Jendral DPR RI
dilaksanakan oleh P3DI, khususnya Bidang Data dan sarana informasi, Sumber
daya manusia yang dimilki oleh P3DI khususnya pengelola teknologi informasi
adalah pranata komputer yang berjumiah 9 orang. Tabel 4.3 menunijukkan profi
pranata komputer pengelola teknologt informasi di lingkungan sekretariat jendrat
DPR RI

. Selain Bidang data dan sarana informasi, pemeliharaan komputer d Sekretariat
Jendral DPR RI juga dilakukan oleh Biro Pemeliharaan bangunan dan instalasi.
Selain itu, Bidang Data dan sarana informasi juga bekerjasama dengan pihak
ketiga dalam hal penanganan virus untuk komputer yang digunakan oleh
anggota DPR RI
Keterbatasan sumber daya manusia pengelola layanan IT menjadikan kurang
maksimainya layanan yang diberikan. Selain itu, kurangnya pemahaman akan
SI/T1 dari mayoritas pengguna menjadikan beban pengelola IT semakin berat
karena jikka ada masalah dalam pengoperasian PC, operatornya akan Meminta
bantuan ke pengelola IT yang jumlahnya terbatas.
Belum adanya kebijakan pengefolaan IT yang terpadu menyebabkan rancunya
pengelolaan IT yang ada sekarang Sebagai contoh apabila ada permasalahan
menyangkut perangkat komputer, selain meminta bantuan ke P3DI, operator
juga meminta bantuan support ke bagian periengkapan, sehingga Menyebabkan
kerancuan tanggung jawab pemeliharaan sarana/prasarana teknologi informasi.

Strenglhening Information Network Sysiem of DPR - 13
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Tabel 3. 4. Profil pranata komputer P31
Tempat/ Pendidikan Kursus Keahlian | Keahllan |
tangaal lahir | Jenjang | Sekolah /PT | nama kursus Hardware | Software
Jakarta/ 4
| Febuari 1974 Diploma | Univ.Gunadarma | Teknik Komputer LAN Office
Pemrograman CPU/Perbaikan | Windows
Visud Basic Kom buter b
Sistern Jaringan E T
| LaN E
' Design T
Website/Hompage
Jakarta/ 26 Microsoft
Februari 1967 | S1 | Univ.Gunadarma | Local Area Network | Installing Office
Design
= | Website/Hompaae | LAN IE
' Pemrograman ;
] | Visud Basic
Jakarta/ 16 Juli STMIK Budi Diklat Teknisi pengkabelan | Adobe
Diploma  Luhur _komouter UTpP Photoshop
| Pemrograman
' DataBase dengan MS.Office
VB 5.0 Deteksi CPU Standard
= Diklat Slstem LAN
‘ Diklat Database
interaktif
Diklat MIS dan
— | dokumentasi
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Diklat Desain web
dan pengolahan
informasi online

&0 Hidayat

-
|

2100E171I1 | Brebes/ 4

d

| Oktober 197B

OI1I

Univ.Gunadarma

Pemograman
DataBase dengan
VB.5

LR

Micmsedt

Slstern Jaringan
LAN

Kabol LUITP

Fhotoshoo

A

[]

Seno Wibisukmana
SKom

26000563 1111

£

Jakarta/ 10
November
| 1971

51

Pengelolaan Media
Internet

STMIX
Guratdarma

IBM AS/400
Computer operation
& Programming in
RPG 400

PC

| Microsst
CHTice

Novel Netwarelan

Switch/Hub

Mcrasadt
Windows

Teknkl kKoenputer

Cabiing

Erestgr

Website Haompage

Tekrisn Komputer
Tiokat Lamput

FEMroy raiman
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4.1. Analisis activity chain

Analisis activity chain diiakukan untuk memetakan seiuruh proses kerja yang terjadi
dalam organisasi menjadi dua kategori aktifitas, vyaitu aklifites utama dan aktifitas
pendukung. Mengacu kepada dokumen organisasi yang menyebutkan tugas dan fungsi
setiap unit kerja Sekretariat Jendral DPR RI dan berdasarkan pengamatan yang

dilakukan terhadap proses kerja vang terjadi d masing-masing unit kerja, maka
pemetaan activity chain organisasi Sekretariat Jendral DPR RI dapat dilihat pada Gambar

.1,
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Gambar 4. 1. Value chain Sekretariar jendral DPR RI
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4.1.1. Aktifitas utama

Aktifitas-aktifitas yang termasuk dalam akiifitas utama pada activity chain
Sekretariat Jendral DPR RI adalah sebagai berikut:

4.1.1.1. Penerimaan dan analisis pengaduan/aspirasi masyarakat

Salah satu tugas dan wewenang DPR RI adalah menyerap, menghimpun,
menhampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Penyerapan aspirasi ini
dapat dilakukan melalui kunjungan kerja anggota DPR, surat/surat eiektronik
maupun penyampaian aspirasi masyarakat secara langsung. Unit kerja yang
terlibat dalam aktivtas Int adalah: anggota DPR, Fraksi-fraksi, Komisi/gabungan
komisi, Badan legislasi, Bag. HuUmas.

Aspirasi/pengaduan masyarakat selanjutnya akan dianalisis oleh Bagian Humas
untuk diteruskan kepada Bagian yahg berwenang untuk menanggapi asplrasi
masyarakat tersebut.

4.1.1.2. Perancangan Undang-undang

Terdiri atas penyiapan draft awal RUU inisiatif DPR dan analisis RUU dari
pemerintah. Sebagai lembaga legisiatif, DPR RI bertugas untuk membentuk
Undang-undang bersama Pemerintah (Presiden). Usulan WU bisa diberikan oleh
DPR maupun Presiden.

Sebelum sampai pada usul inisiatif DPR, ada beberapa badan yang biasanya
melakukan proses penyiapan suatu RUU. Badan-badan ini adalah Pusat
Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi (P3DI), yahg bertugas melakukan
penelitian atas substansi RUU, dan tim perancang sekretariat DPR yang
menuangkan hasil penelitian tersebut menjadi sebuah rancangan undang-
undang. P30I lebih banyak berfungsi membantu pihak Baleg maupun
sekretariat guna mempersiapkan sebuah rancangan peraturan perundang-

undangan maupun dalam memberikan pandangan atas RUJ yang sedang
dibahas.

Strengthening Information Network System of DPR V-2
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Sementara Baleg dan tim ahii fraksi menjalankan fungsi sebagal penggodok

RUU. Dalam menjalankan fungsinya, baik Baleg maupun tim ahli dan fraksi

memifiki mekanisme sendiri-sendin. Baleg misainya, d samping melakukan

sendiri penelltian atas beberapa rancangan undang-undang, juga bekerja sama

- dengan berbagai universitas di beberapa daerah d Indonesia. Baleg juga
banyak mendapatkan naskah RUU dari masyarakat sipil,

Pada tingkat fraksi, penyusunan sebuah RUU dimulai dari adanya amanat dari

= muktamar-partai. Kemudian fraksi tersebut membentuk tim pakar yang
merancang RUU tersebut berdasarkan masukan masyarakat melalui DPP
maupun DPD partai.

Usul inisiatif RUV juga dapat berasal dari DPD. DPD dapat mengajukan kepada

DPR, RUU vyang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan

daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan
- sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuwangan pusat dan daerah, RUU beserta
penjelasan/Keterangan, dan atau naskah akademis yang berasal dari DPD
disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR.

Kemudian dalam Rapat Paripurna benkutnya, setelah RUU diterima oleh DPR,

Pimpinan DPR membentahukan kepada Anggota masuknya RUU tersebut,

kemudian membagikannya kepada seluruh Anggota. Selanjutnya Pimpinan DPR

= menyampaikan surat pembentahuan kepada Pimpinan DPD mengenai tanggal
pengumuman RUU yang berasali dari DPD tersebut kepada Anggota dalam

-~ Rapat Paripurna.
Bamus selanjutnya menunjuk Komisi atau Baleg untuk membahas RUU

c tersebut, dan mengagendakan pembahasannya. Tm perancang menyiapkan
dukungan analisis untuk keperluan pembahasan tersebut.

Sementara untuk RUU dari Pemerintah, prosesnya dimulai penyampaian RUU

beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasal dari

Presiden secara tertuls kepada Pimpinan DPR dengan Surat Pengantar

- Presiden yang menyebut juga Menteri yang mewakili Presiden dalam
melakukan pembahasan RUU tersebut.

Strengthening Information Network System of DPR V- 3
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Dalam Rapat Paripuma berikutnya, setelah RUU diterima oleh Pimpinan DPR,
kemudian Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota masuknya RUL
tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh Anggota. Terhadap RUU
yang terkait dengan DPD disampaikan kepada Pimpinan DPD. Kemudian RUU
dibahas dalam dua tingkat pembicaraan d DPR bersama dengan Menteri yang
mewakili Presiden.

Sebelum RUU dibahas bersama perwakilan Pemerintah, tim perancang
uUndang-undang terlebih dahulu disiapkan analisis untuk  keperluan
pembahasan tersebut.

4.1,1,3. Anaiisis penyusunan APBN

Pembahasan RAPBN terbagi menjadi dua, yaitu pembicaraan tingkat I dan

pembicaraan tingkat II.

Pembicaraan tingkat I dimulai dengan Penyampaian pidato pengantar pidato
pengantar RUU APBN beserta Nota keuangannya oleh Presiden dalam Rapat
Paripurna DPR. Fraksi-Fraksi kemudian memberikan Pemandangan Umum atas
RUU APBN beserta Nota keuangannya, dilanjutkan dengan jawaban
Pemerintah atas PU Fraksi-Fraksi atas RUU APBN beserta Nota keuangannya.
Pembahasan dilanjutkan dengan pembabasan RUU APBN beserta Nota

Keuangannya antara Pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR-RI

Pembicaraan Tingkat 11 merupakan pengambilan keputusan atas RUU APBN
beserta Nota keuangannya, Dimuiai dengan laporan Panitia Anggaran atas
Pembicaraan Tingkat I, dilanjutkan dengan Pendapat akhir Fraksi-Fraksi atas
RUU APBN, dan Pendapat akhir Pemerintah atas RUU APBN, dan ditutup
dengan Pengambilan Keputusan atas RUU APBN

Tim anaiisa anggaran bertugas mendampingi panitia anggaran daiam
pembahasan APBN ini. Tugas dari tim pendamping ini meliputi penelitian,

pengkajian dan analisis independen, data dan informasi daiam bentuk
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database. Dukungan ini diarahkan untuk memberkan dan membuka akses

informasi seluas-luasnya bagi DPR dan anggota Dewan.

Analisis dan telaahan mencakup materi substansi RAPBN dari pemerintah, hasil
pembahasan RAPBN d Panitia anggaran, hasii pemeriksaan BPK terhadap
pelaksanaan APBN, dan bahan pertimbangan dart DPD untuk menjadi bahan
masukan RAPBN

4.1.1.4. Analisis dan evaluasi pengawasan

Salah satu fungsi DPR yaitu fungsi Pengawasan. Fungsi Pengawasan yang
diakukan oleh Dewan bersifat politis, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan
undang-undang, peraturan perundang-undangan lainnya, APBN, kebijakan
pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Untuk menganalisis
Permasalahan-permasalahan tersebut, Sekretariat Jenderal memfasilitasinya
dengan menyajikan data dan informasi, disamping juga menyusun konsep
pertanyaan atau permasalahan yang periu disampaikan kepada Pemerintah
dalam setiap Rapat Kerja/ Rapat Dengar Pendapat. PeMberian dukungan
keahlian untuk pengawasan pelaksanaan perundang-undangan dilakukan oleh
Deputi Bidang Perundang-undangan.

4.1.1.5. Penyelenggaraan Persidangan/konferensi

Persidangan/konferensi yang dilakukan meliputi:
= Sidang Komisi
« Sidang Pansus
« Sidang Badan kelengkapan

« Konferensi organisasi parleMen internasional/regional/bilateral

Proses penyelenggaraan persidangan terdiri dari beberapa kegiatan dari mulai
penjadwalan, pelaksanaan persidangan, saMpai kepada penyusunan Risalah
rapat.

Strengthening Information Network System of DPR V- 3
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Selain persidangan lingkup DPR RI, Sekretariat jendral (BKSAP) juga
menyelenggarakan konferensi internasionai/regional/bilateral dalam kerangka
kerjasama antar organisasi parlemen,

4.1.1.6. Penelitian
Kegiatan penelitian dilakukan untuk memberikan dukungan data dan informasi
terkait dengan materi bahasan Dewah dan permasalahan-permasalahan

nasional dan internasional

Untuk maksud tersebut, para peneliti d Pusat Pengkajian, PeNgolahan Data
dan Informasi ditugaskan mengkkuti perkembangan dan permasalahan
sekaligus memberikan dukungan pada komisi—komisi yang ada. Pemberian
dukungan keahlian dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Anggaran dan
Pengawasan.

4.1.1.7. Sosialisasi

Sesuai dengan tuntutan transparansi dari masyaFakat, kegiatan DPR RI harus
disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai
media, baik itu cetak Maupun elektronik

Aktivitas yang termasuk dalam sosialisasi ini yaitu mulai dari peperimaan dan
pengaturan tamu di lingkungan Sekretariat Jendral DPR RI, penyiapan bahan
Materi penerangan kepada masyarakat, KkonfefeNsi pers, penerbitan

majalah/bulletin/leaflet, sampai pemberitaan melalui irnternet

4.1.2. Aktfitas pendukung

4,1.2.1. Perencanaan

Aktifitas dan proses perencanaan program Kegiatal mencakup perencanaan
program rutin dan program pembangunan, Proses pereNcaMaan program
dilakukan oleh setiap unit kerja. Prosesnya dimuiai ketika setiap unit kerja

menyusun rencana prograMm Kerja tahunan yaNg didasarkan pada rencana

Strengthening Infermation Network Syslem of DPR V- 6
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program strategis/jangka panjang dan hasii evaluasl program kerja tahun iaiu,
Selanjutnya rencana program kerja seluruh unit kerja dievaiuasi deh Bagian
perencandan dan dirumuskan daiam format daftar usulan proyek/kegiatan
(DUP/DUK). DUP/DUK ini kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dan
Depkeu (DJA). Koordinasi ini bertujuan untuk pembahasan dan meminta
persetujuan Bappenas dan DJA. Keluaran dari proses perencanaan program ini
adalah disahkannya DIP/DIK, sebagai dasar peiaksanaan kegiatan tahunan

4.1.2.2. Keuangan

Aktifitas keuangan yang dilakukan meliputi pembayaran gaj pegawai dan
pembayaran lainnya, perhitungan pajak-pajak, serta pembekuan trasaksi
keuangan. Proses pembayaran gaji pegawal dimulai ketka Bagian Keuangan
menyusun daftar gaji berdasarkan data pegawai dari Bagian Kepegawaian.
Kemudian Bagian Keuangan membayar gaji kepada seiuruh pegawal. Untuk
pembayaran lainnya dilakukan Bagian Keuangan berdasarkan permintaan
pembayaran yang diiakukan setiap unit kerja.

Proses perhitungan pajek dilakukan untuk melakukan pemotongan pajak untuk
setiap transaksi keuangan berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku.

4,1.2.3. Taa persuratan

Aktifitas komurikasi dilakukan oleh Bagian Tata persuratan, meliputi kegiatan
pengurusan surat keluar dan masuk. Surat masuk diterima dan dicatat dalam
agenda surat masuk, selanjutnya didistribuslkan kepada unit kerja yang dituju.
Surat keluar dicatat dalam agenda surat keiuar sebelum didistribusikan.

4.1.2.4. Kearsipan

Aktifitas kearsipan dilakukan oleh Bidang Arsip dan dokumentasl, dengan cara
mengarsipkan seluruh dokumen peraturan perundangan yang pernah dibahas
d DPR RI. Dokumen-dokumen yang diarsipkan diperoleh dari Sekretariat-
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sekretariat Komisi/Pansus/Badan yang ada di lingkungan Sekretariat Jendral

DPR RI yang menyelenggarakan pembahasan peraturan-peraturan perundang-
undangan.

Dokumen-dokumen tersebut mulai dari Rancangan perundang-undangan,
transkrip sidang-sidang Sampal peraturan perundangan vyang dihasilkan.
Dokumen arsip terdiri atas dua macam, yaitu dokumen tertulis dalam bentuk
kertas maupun soft copy, dan dokumen rekaman dalam bentuk kaset

4.1.2.5. Pengelolaan Perpustakaan

Pengelolaan Perpustakaan jendrat DPR RI dilakukan oleh Bidang perpustakaan.
Selain melayani anggota dan Staf Sekretariat jendral DPR RI, Perpustakaan
DPR R] juga terbuka untuk publik. Kegiatan yang termasuk dalam pengelolaan
Perpustakaan ini yaitu mulai dari pengadaan koleksi, sampai kKepada sirkulasi
koleksi.

4.1.2.6. Pengadaan, Perbendaharaan, dan Pemeliharaan

Proses pengadaan dilakukan oleh bagian perlengkapan. Pengadaan dilakukan
berdasarkan perencanaan yang telah disusun oleh Bagian perencanaan.
Umumnya dbentuk kepanitiaan untuk melakukan tender pengadaan
barang/jasa atau penunjukan penyedia barang/jasa. Setelah barang/jasa
dipasok oleh rekanan dan diterima oleh bagian perlengkapan, teflebih dulu
dicatat dalam daftar inventaris sebelum didistribusikan ke masing-masing unit

kerja sesual dengan rencana alokasinya.

Daftar inventaris selanjutnya akan diserahkan ke bagian Perbendaharaan untuk
keperluan pelaporan.

Sementara kegiatan pemeliharaan dilaksanakan oleh Bro Pemelfiharaan
Bangunandan instalasi

Pengelolaan barang inventaris kantor ini secara berkala dilaporkan kepada
pimpinan Sekretarat jendral DPR RI dan BAKN
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4,1,2,7. Hukum

Akitivitas yang berhubungan dengan pemberian pertimbangan Hukum bagi
DPR Rl dan Sekretariat jendral DPR RI dilakukan oleh Bagian Hukum.
Pertimbangan hukum diberikan jika Bagian Hukum menerima pemmintaan
pertimbangun hukum dari anggota DPR RI atau pihak lain d dalam lingkungan
Sekretariat Jendral DPR RI yang membutuhkannya,

Bagian Hukum juga berkewajiban mendata produk-produk hukum OPR RI
dalam rangka kerjasama SIDIH.

Aktifitas sosialisasi produk hukum dilakukan ketika pemerintah menetapkan

suatu produk hukum dan perlu disosialisasi ke seluruh pihak dalam organisasi.

4.1.2.8. Kepegawaian dan keanggotaan

Dilaksanakan oleh Biro Keanggotaan dan kepegawaian, berkoordinasi dengan
seluruh satuan kerja lemsaneg. Aktifitas kepegawalan ini meliprui pengelolaan
data pegawai, melaksanakan administrasi kepegawaian serta kegiatan layanan
kesejahteraan pegawai

Pengelolaan data pegawai meliputi pencatatan data pegawal baru, updating
Jka tedadi perubahan data, dan pembuatan daftar urut kepangkatan (DUK),
yang menjadi bahan pertimbangan pimpinan lemsaneg untuk melakukan
pembinaan kepegawaian. Sedangkan pelaksanaan administrasi kepegawaian
dilakukan dalam rangka pembinaan pegawal yang mencakup administrasi
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, diklat, promosi jabatan dan
pensiun pegawal

Sedangkan aktivitas administrasi keanggotaan meliputi pencatatan anggota
DPR RI, updating jlka terjadi pergantian anggota.

4.1.2,9 Pendidkan dan pelatihan
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4.1.2.10.

4.1.2.11.

Proses penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Sekretariat
jendral DPR RI dimulai dari perencanaan yang dibuat oleh Bagian Diklat.
Perencanaan ini dibuat dengan koordinasi dari unit kerja lain mengenai
spesifikasi kebutuhan sumber daya manusia d tiap-tiap unit kerja, dan
masukan dari staf sekretariat jendral DPR RI mengenai kebutuhan training staf.
Masukan ini kemudian akan dianalisa oleh Bagian Diklat hingga menjadi
rencana Diklat. Diklat kemudian dilaksanakan dengan belpedoman pada
rencana tersebut.

Pada akhir penyelenggaraan Diklat, Bagian Diklat membuat evaluasi dan
ditaporkan kepada pimpinan

Teknologi informasi

Aktifitas Teknologi Informasi meliputi kegiatan perencanaan dan pemanfaatan
Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi, termasuk
di dalamnya pengembangan jaringan komputer dan pelayanan pemeliharaan
(troubleshooting) perangkat teknologi informasi. Aktifitas ini  utamanya
dilakukan oleh Bagian Data dan Sarana informasi dibantu oleh Biro
Pemeliharaan dan instalas: bangunan.

Monitoring kinerja Sekretariat jendral DPR RI

Monitoring dilakukan untuk memastikan proses pekerjaan yang dilaksanakan
Sekretariat jendrat DPR RI berjalan sesuai yang diprogramkan. Monitoring juga
bisa digunakan sebagai usaha identifikasi kekurangan yang mungkin ada,
dalam rangka perbaikan proses bisnis menuju perbaikan kinerja Sekretariat
jendral.

4.2. Kebutuhan informasi

Strengthening Information Network System of DPR V- 1D
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Dari uraian aktifitas tersebut, dapat diidentifikasi kebutuhan informasl untuk
setiap aktifitas pelaksanaan tugas dan kewajiban Sekretariat jendral DPR RI.
Tabel berikut menunjukkan kebutuhan informasi untuk tiap aktifitas.

Tabel 4. 1. Kebutuhan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI
- Satuan Kerja yang |
Aktifitas Kebutuhan Informasi PR
Terlibat

Penerimaan + Aspirasi Masyarakat ‘= Biro Humas dan

pengaduan/aspirasi Pemberitaan

masyarakat * Biro Pengawasan

|
| Perancangan W

' Anglisis penyusunan APEN

Perundang-undangan
Informasi terkait materi
bahasan RUU

Naskah akadernik

Hasil pemeriksaan BPK
Hasil pengawasan DPD
Aspirasi masyarakat

Data pelaksanaan APBN

tahun sebelumnya
RAPBEN

Hasil pemeriksaan BPK
Hasil pengawasan DPD

Aspirasi masyarakat

Analisis dan evaluasi

pengawasan

Penyelenggaraan
persidangan, konsultasi,

Aspirasi Mmasyarakat
Hasil pemeriksaaan BPK

Hasil pengawasan DPD

Jadwal
persidangan/konferensi

legislatif
Brro Perancangan UJ |
P3DI

Bro Analisa anggaran
dan pelaksanaan APBN
P3DI

Deputi Anggaran dan |
pengawasan

Deputi Perundang-
undangan

P3DI

Biro Persidangan

Biro Kesekretariatan

Strengthening Information Network System of DPR
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Aktifitas

dan Korferensi

Penelitian

Kebutuhan Informasi

~ Satuan Kerja yang
Terlibat

Jadwal kegiatan anggota
Dewan

Sumber daya pelaksanaan
persidangan

Informasi umum
{poleksosbudhankamkessos)
Perundang-undangan

APBN

« Hasil pemeriksaan BPK

= Hasil pengawasan DPD

Data kajian/penelitian
sebelumnya

| Pengelolaan dan

pelayanan Perpustakaan

Sosialisasi informasi

"« P3DI

Pimpinan‘
» Biro Kerjasama antar
parlemen

s Biro Perancangan UU

Keanggotaan/kepegawaian
Data koleksi perpustakaan

« Bidang Perpustakaan

Produk DPR RI

| Perencanaan

Keuangan

Tata persuratan

Kearsipan

Usulan proyek/kegiatan
masing-masing unit kerja
Alokasi anggaran
Keanggotaan dan
kepegawaian

Daftar urut kepangkatan
Kinerja pegawai

Surat masuk/keluar

Surat masuk/keluar
Hasil persidangan
Risalah rapat
Produk perundang-

undangan

= )

» Biro Humas dan
Pemberitaan
= P3DI

» Biro Perencanaan dan
pengawasan

e —

= Biro Keuangan

| « Bagian Tata persuratan

|+ Bidang Arsip dan

dokumentasi

Strengthening Infermation Network Systerm o DPR
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Aktifitas

" Hukum

‘ Kebutuhan Informasi

INTERIN REPORT

IDENTIFIRALT EENTFIELE
EFONMLT

Kepegawaian dan

keanggotaan

' Pendidikan dan pelatihan

e Perundang-undangan
= Perkembangan

kesekretariatan

* Perkembangan Hukum

* Kepegawaian dan

keanggotaan

« Kepegawaian dan

keanggotaan
Kinerna pegawai

Kepegawaian dan
keanggotaan
Kebutuhan sumberdaya
manusia

Kebutuhan pelatihan

Teknolog informasi

' Pengadaan barang

Perbendaharaan dan

pemeliharaan barang

L J

Inventori sumber daya
teknologi informasi
Kepegawaian dan
keanggotaan
Kebutuhan pengadaan

barang

Rencana proyek/kegiatan
Daftar penyedia barang/jasa

Peraturan perundangan
terkait pengadaan
barang/jasa

Inventaris barang milik

negara

Kondisi barang milik negara

Satuan Kerja yang
Terlibat

Biro Hukum dan

pemantauan
pelaksanaan Undang-
undang

Biro Kepegawaian dan
keanggotaan

Bagian Pendidikan dan |

pelatihan

Bidang Data dan sarana
informasi

Biro pemeliharaan dan
instalasi

Biro Perencanaan dan
pengawasan

Bagian Perlengkapan

Bagian Perbendaharaan
Biro Pemeliharaan
bangunan dan instalasi

Monitoring kinena

Sekretariat jendral DPR RI

Kepegawaian dan
keanggotaan

Biro kepegawaian dan
keanggotaan

Strengthenfng_lnfdrmation Network System of DPR
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Aktifitas Keburtuhan Informasi i i
Terfibat
- I« Kinerja pegawel = Biro Perencanaan dan
* Perkembangan kedewanan | Pengawasan
* Proses pelaksanaan | = Eksekutif
pekerjaan

= — = - =
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5.1. ldentifikasi solusi Sistem informasi:
Identifikasi solusi Sistem informasi dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan
informasi dari analisa value chain Sekretanat jendral DPR RL

Tabel] 5. 1. Identifikasi solusi sistem informasi

—_ —

' Satuan Kerja van
| Aktifitas il Solus) ST

Terlibat
Wenerma |- Bro Humas dan - |« Sl Humas
pengaduan/aspirasi Pemberitaan | » Web porta
masyarakat * Biro pengawasan legslatif

« Biro Perancangan W
« P3DQ

| Perancangan UU SI Perundang-undangan

Colllaborative/workfiow

system
Knowledge management

Intranet
Analisis penyusunan APBN | = Biro Analisa anggaran dan | = SI APBN

pelaksanaan APBN Knowledge management

» P3DI » Intranet
' Analisis dan evaluasi * Deputi Anggaran dan | * SI Monitoring UU/APBN
| peéngawasan pengawasan

» Deputi Perundang-

undangan
» P301 |
| Penyelenggaraan |« Biro Persidangan | = SI Persidangan
persidangan/Konferensi = Biro Kesekretariatan v Intranet

Strengthening Information Network System of DPR ¥y
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Aktifitas e g Solusi St
Terlibat
Pimpinan =
« Biro Kerjasama antar
parlemen
penelitian |« P3DI Knowledge management
* Biro perancangan WU Intranet

Pengelolaan dan pelayanan .

Bidang Perpustakaan

SI Perpustakaan

Perpustakaan Intranet
Web portal
| Sosialisasi informasi « Biro Humas dan SI Humas ) =
kegiatan DPR RI Pemberitaan Intranet
e P3DI Web portal
‘maan —T- Biro Perencanaan dan SI Perencanaan
pengawasan
| Keuangan " | « Bro Keuangan Sl Keuangan
' Tata persuratan |« Bagian Tata persuratan SI Persuratan ]
| Kearsipan | '» Bidang Arsip dan Sl Arsip =
dokumentasi
Hukum '« Bro Hukum dan [« ST Hukem
pemantauan pelaksanaan
Undang-undang
Kepegawaian dan = Bro Kepegawaian dan ‘e SISDM N
‘ keanggotaan keanggotaan
| Pendidikan dan pelatihan | = Bagian Pendidikan dan | = Sl Diklat
| pelatihan
Teknologi informasi | = Bidang Data dan sarana | = Heip Desk system
informas = Knowledge management

| Pengadaan barang

Biro pemeliharaan dan

instalasi

Biro Perencanaan dan

« SI Pengadaan barang

Slrengthening Information Network System of DPR
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Aktifitas

Satuan Kerja yang
Terlibat

I IDENTIFIFKASI SOLUSI TI

Solusi SI

pengawasan
Bagian Perlengkapan

Perbendaharaan dan

pemeliharaan barang

Web portal

Bagian Perbendaharaan
Biro Pemeliharaan

bangunan dan instalasi

i?onitoring Sekretariat
' jendral DPR RI

5.2. Deskripsi Aplikasi
5.2.1. Web portal

Biro kepegawaian dan
keanggotaan

Biro perencanaan dan
pengawasan
Eksekutif

SI Perbendaharaan
Help Desk system

SI Monitoring APBN
SI Monitoring kinerja
SI SDM

Web portal akan menjadi media penyampaian informasi dan akses aplikasi kepada

berbagai pihak yang memerlukannya baik internal Sekretariat jendral DPR RI

maupun kepada publik.

Web portal juga memungkinkan dilaksanakannya aplikasi-apiikasi e-government.

sepertt proses pengadaan barang secara online (e-procurement), sehingga Web

portal dapat menjadi ujung tombak hubungan dengan publik sebagai jawaban atas

tuntutan tranparansi Sekretariat jendral DPR RI

5.2.2. Coliaborative work

Collaborative work mendukung dilakukannya kolaborasi, antara lain dengan

penggunaan e-mail, forum, news, mailing list, pengumuman dan memo untuk

komunikasi internal Sekretariat jendrat DPR RI.

5.2.3. Knowledge management

Knowledge management ditujukan untuk membuat perpustakaan data internal

Sekretariat jendral DPR RI yang bisa digunakan oleh staf Sekretariat jendral DPR RI

untuk mencari referensi dalam pekenaan mereka sehari-hari.

Strengthening information Network System of DPR
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5.2.4. Help Desk system

Help Desk ditujukan menjadi pusat [ayanan permasalahan yang dihadapi user terkait
dengan pemanfaatan layanan TI

5.2.5. Office application

Merupakan aplikasi-aplikasi yang mendukung tugas-tugas perkantoran sehari-hari,
seperti pengolah Kata, spreadsheet, dil

5.2.6. Sistem informasi Humas
Aplikasi in ditujukan untuk dapat menampung aspirasi masyarakat, balk yang
didampaikan secara langsung, surat/email, ataupun melalui situs DPR RI, dan

menyimpan serta menyalurkan aspirasi tersebut ke bagian vang berwenang untuk
mermprosesnya.

5.2.7. Sistem informasi Perundang-undangan
Sistem ini ditujukan untuk menunjang proses perancangan undang-undang yang
disusun DPR Rl, mulai dari penyusunan program legislasi nasional sampai kepada
penyusunan RUU inisiatif DPR. Sistem terintegrasi dengan sumber-sumber data

untuk  mempermudah pengumpulan data yang diperlukan dalam proses
perancangan.

5.2.8. Sistem informasi APBN
Sistem ini ditujukan untuk menunjang proses pembahasan dan analisa RAPBN dari
Pemerintah. Dengan integrast data-data pelaksanaan APBN tahun-tahun
sebelumnya, analisa akan memberikan hasil yang lebih akurat.

5.2.9. Sistem informasi Persidangan
Aplikasi persidangan digunakan untuk mempermudah pelaksanaan persidangan, dari

mulai penjadwalan, penginman undangan, sampai kepada penyusunan risalah
persidangan.

Strengthening Information Network System of DPR V-4
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5.2.10, Sistem informasi Perpustakaan
Sistem Informasi Perpustakaan ditujukan untuk pengelolaan Perpustakaan DPR RL
Sistem menangani sirkulasi koleksi perpustakaan termasulc d dalamnya peminjaman
koleksi perpustakaan oleh anggota atau staf Sekretariat jendral DPR RI.

5.2.11. Sistem informasi Perencanaan
Sistem ini ditujukan untuk menunjang penyusunan rencana program dan anggaran
DPR RI dan Sekretariat jendral. Sistem menangani mulai dari proses pengisian

rencana oleh masing-masing unit kerja, sampai kepada proses penyusunan DIP/DIK

5.2.12. Sistem informasi Keuangan
Apllkasi Keuangan digunakan untuk menunjang pengelolaan administrasi keuangan
Sekretariat jendral DPR RI, seperti pembayaran gaji, penghitungan pajak, sampai
kepada pelaporan dan general ledger.

5.2.13. Sistem informasi Hukum
Sistem ini mencatat segala peraturan perundangan yang berhubungan dengan DPR
Rl dan Sekretariat jendral DPR RI. Informasi dari sistem ini dapat digunakan untuk
kegiatan-kegiatan perancangan perundang-undangan dan penelitlan. Sistem ini juga
dapat menjadi sumber data bagi SIDIH Sekretariat jendral DPR RI dan dapat
menjadi rujukan bagi publik dalam mencari informasi peraturan perundangan
terutama peraturan perundangan produk DPR RIL

5.2.14. Sistem informasi Arsip
Menyimpan segala jenis arsip seperti dokumen-dokumen pembahasan UU dan hasll
rapat/persidangan, termasuk surat-surat.

5,2.15, Sistem informasi Persuratan

Mendukung kegiatan penanganan Surat masuk dan surat keluar, pencarian surat.

P o
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5.2.16. Sistem informasi SDM
Merupakan aplikasi untuk manajemen kepegawaian dan keanggotaan, mulai dari

pelaporan kehadiranfiinerja, lembur, layanan kesehatan, mutasi/kenaikan pangkat,
pembuatan daftar urut kepangkatan.

5.2.17. Sistem informasi Diklat
Aplikasi Diklat digunakan untuk menajemen perencanaan dan pelaksanaan Diklat
bagi staff Sekretariat jendral DPR RL

5.2.18. Sistem informasi Pengadaan barang
Ditujukan untuk mempermudah proses pengadaan barang, termasuk memperbaiki

transparansi proses pengadaan barang, pembuatan laporan dan pemantauannya
oleh pimpinan.

5.2.19. Sistem informasi Perbendaharaan
Aplikasi perbendaharaan digunakan dalam manajemen aset yang dimiliki Sekretariat
jendral DPR RI. Aplikasi ini ditujukan untuk bisa digunakan menghitung nilai aset,
menghitung penyusutan aset, dan pelaporan aset yang dikelola Sekretariat jendral
DPR RI kepada instansi yang berwenang.

5.2.20. Sistem informasi Monitoring W

Sistem ini gkan digunakan untuk monitoring proses penyusunan dan pengawasan
pelaksanaan perundang-undangan

5.2.21. Sistem informasi Monitoring APBN

Sistem ini akan digunakan untuk monitoring proses penyusunan APBN dan
pengawasan pelaksanaan APBN

5.2.22. Sistem informasi Monitoring kinerja
Sistem ini akan berfungsi sebagar executive information system yang berfungsi
untuk mengontrol kineria Sekretariat jendrai DPR RI secara umum

—
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X3 Analisa data
Database merupakan komponen penting dari suatu sistem informasi, sebagal sumber
data yang akan digunakan apikasi daiam meiakukan fungsinya. Kebutuhan data bagi
aplikasi-aplikasi di iingkungan Sekretariat jendrai DPR RI meliputi dua bagian, yatu data
untuk kegiatan administratif dan data untuk aktivitas operasionai pemberian dukungan
kepada Dewan.

IOENTIFIELNT

UL BT

Keperluan database untuk mendukung aplikasi-aplikasi di lingkungan Sekretariat jendral
DPR RI adaiah sebagai berikut:

Database Pengawasan/pengaduan masyarakat
Database Hukum dan Perundang-undangan
Database APBN

Database Perpustakaan

Database Kajian peneiitian

Database Persidangan

Database Keuangan

Database Kepegawaian dan keanggotaan
Database Perbendaharaan

Database Kearsipan

Database Persuratan

5.4. Pemetaan Apllkasi terhadap Data
Tabel berikut menunjukkan hubungan antara aplikasi dengan data. B menunjukkan

bahwa apiikasi hanya dapat membaca data dani database, sedangkan U berarti bahwa

apiikasi dapat membaca sekaligus mengubah data.
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Gambar 5. 1. Pemetaan aplikasi dan database pendukungnya

5.5. Infrastruktur TI

Untuk mendukung implementasi aplikasi-aplikasi beserta databasenya diperiukan sarana
dan prasarana penunjang Teknologi informasi. Sarana dan prasarana penunjang
Teknologi informasi dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu Workstation dan
peripheral, Data center, jaringan komputer, koneksi internet, information kiosks, security
dan Disaster recovery.

Workstation dan peripheral menjadi antarmuka pengguna dengan sistem Teknolog
informasi. Jaringan komunikasi internal (jaringan komputer) menjadi penghubung
workstation dan penyedia layanan (server). Data center merupakan pusat menajemen
ham  berbasis Teknologi informasi sedangkan akses ka jaringan nternet merupakan
media untuk berhubungan dengan dunia juar.

— — =
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5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.
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Workstation dan peripherainya

Ketersediaan Workstation dan peripheralnya diperiukan dalam pelaksanaan
pekerjaan sehari-hari. Penyediaan workstation dan peripheral ini barus dilakukan
dengan memperhatikan kebutuhan dari jenis pekerjaan yang dilakukan, sehingga
dapat ditentukan spesifikasi perangkat yang tepat, yang dapat mendukung
pekerjsan yang diakukan. Seiring dengan perkembangan aplikasi yang
memerlukan sumberdaya komputasi yang semakin besar, peremajaan dan

perbaikan spesifikasi yang mengikuti perkembangan mutiak diperlukan.

Dengan adanya sistem Teknologi informasi yang menggunakan jaringan
komputer, diperlukan perangkat komputer yang mempunyai kemampuan untuk
mengakses layanan dan aplikasi berbasis jaringan.

Data center

Data center berfungsi sebagai pusat pengendalian dan manajemen jaringan
komputer Sekretariat jendral DPR RI Pada Data center ini ditempatkan
perangkat-perangkat yang berhubungan dengan layanan jaringan komputer
sepetts Modem, bandwidth manager, Firewali, Content engine dan Server-server.

Agar perangkat-perangkat tersebut dapat berfungsi dengan semestinya,
diperiukan perlakuan khusus. Oleb karena itu Dats center harus dikondisikan
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kondisi yang harus dipersiapkan untuk
Data center meliputi:

= Pengkabelan

» Sirkulasi udara

* Pengaturan suhu ruangan

= Keamanan yang terjaga

*»  Grounding/perlindungan kelistrikan

» Penerangan yang memadai

Jaringan komputer

Jaringan komputer merupakan tulang punggung lalu lintas data antar komputer
Sekretariat jendral DPR RI. Agar layanan dapat digunakan oleh keseluruhan unit

Strengthening Information Network Systemn of DPR V-9
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kerja, jaringan komputer harus dapat menjangkau keseluruhan unit kerja
tersebut.

Selain itu, Untuk mendapatkan Jalu Jintas yang cepat, diperiukan jaringan
komputer yang memiliki lebar pita yang lebar.

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi, dimana mobilitas
menjadi tuntutan, layanan akses jaringan nirkabei perlu diberikan.

5.5.4. Koneksi intemet

Koneksi internet merupakan salah satu gerbang bagi Sekretariat jendral DPR RI
untuk berhubungan dengan dunia Juar. Kebutuhan untuk selalu terhubung
dengan dunia Juar mengharuskan ketersediaan akses internet yang selaiu
tersedia, dapat diandalkan, cepat, dan terjangkau.

5.5.5. Information kiosks

untuk mempermudah akses Informasi kepada seluruh pihak  yang
berkepentingan, perlu disediakan terminal-terminal yang berfungsi sebagai
tempat akses informasi yang bisa digunakan untuk umum. Sebagai media akses
informasi yang digunakan untuk umum, materi yang dapat tersedia harus diatur
sedemikian rupa sehingga keamanan data yang sensistif dan bukan untuk
konsumsi publik dapat tenaga.

5.5.6. Security

Seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana Teknologi informasi di Sekretariat

jendral DPR RI, keamanan jaringan harus diperhatikan, fungsi keamanan jaringan

yang harus disediakan meliput:

o Network secunty: fokus kepada media pembawa informasi/data, seperti
jaringan komputer;

o Computer security: fokus kepada komputer (server, workstation, terminai),
termasuk d dalamnya masalah yang berhubungan dengan operating system;
dan

o Appiication secunty: fokus kepada program aplikast (software} dan database.

Strengthening Information Network Systern of DPR v-10
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5.9.7-

Disaster recovery

Meningkatnya ketergantungan organisasi akan Informasi, memunculkan
kebutuhan akan jaminan kelangsungan layanan Teknologi informasi. Antisipasi
harus disiapkan untuk menghadapi kondisi terburuk termasuk bencana, atau
yvang dkenal dengan istilah ODrisaster recovery plan (DRP) untuk menjamin

ketersediaan layanan Teknalogi informasi.

DPR mencakup standar kebuluhan sarana dan prasarana dalam menghadapi
segala kemungkinan kondisi dan prosedur standar operasi yang harus dijalankan
saal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk penyediaan Disaster recovery
center (DRC) sebagai backup data dalam menghadapi kondisi darurat.

5.6. Manajemen Teknologi Informasi

Layanan teknologi informasi melibatkan berbagai sumber daya. Mulai dari
sarana, prasarana, sampal kepada sumber daya manusia. Untuk menjamin
pelaksanaan layanan Teknologi informasl diperlukan Manajemen Teknologi
informast yang mengatur pelaksanaan layanan teknologi informasi.

Manajemen teknologi informasi mencakup Perencanaan, pelaksanaan, dan

pengaturan layanan Teknologi informasi,

5.7. Arsitektur Teknologi informasi

Arsitektur Teknologi informasi memberikan gambaran tentang pengelompokan
sumberdaya Teknologi informasi Sekretariat jendral DPR RI. Gambar berikut
menunjukkan pengelompokam aplikasi-aplikasi sistemn informasi yang dilengkapi
dengan infrastruktur pendukung dan manajemen informasi.
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Perencanaan Teknologi informasi yang dilakukan dalam kegiatan ini ditujukan untuk
menghasilkan Teknologi informasi yang berada pada level strategis dimana Teknologi
informasi tidak hanya s$ebagai pendukung pelaksanaan tugas sehari-hari Sekretariat
jendral DPR RI, melainkan dapat memiliki peran yang lebih strategis yang menentukan
pencapaian Visi dan Misi Sekretariat jendral DPR RL

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu adanya strategi dalam menyusun
perencanaan dan pengembangan teknologl informasi dilingkungan Setjen DPR RL. Dalam
menyusun strategi perencanaan dan pengembangan teknologi informasi pada Sekretariat
Jendera DPR RI berkaitan erat dengan kondisi teknologi Informasi saat ini dan keadaan
teknologi informasi yang diinginkan kedepan, mulai dari strategi pengembangan aplikasi
dan database, infrastruktur, dan manajemen informasi, serta aspek keamanan teknologi

informasi.

6.1 Strategi Pengembangan Aplikasi dan Database

6.1.1 Permasalahan pengembangan Aplikasi dan Database

Dilihat dari rencana strategis Setjen DPR, dapat disimpulkan bahwa permintaan
akan pengembangan aplikasi cukup tinggi, untuk itu diperlukan teknologi
pengembangan aplikasi yang mendukung pola/nature dari pengembangan sistem
yang mengikutt perkembangan lingkungan strategis Setien DPR RIL

Belum adanya standar pengembangan aplikasi dan database menjadikan
pengembangan Aplikasi dan database bersifat sektoral unit kerja. Kekurangan
sumber daya manusia juga menjadi  permasalahan fersendiri  dimana
pengembangan dilakukan pihak ketiga yang menjadikan ketergantungan yang
tinggi, terutama dalam operasional dan pemeliharaan.
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6.1.2 Solusi Pengembangan Aplikasi dan Database

Untuk dapat menghasilkan sistem Teknologl Informasi yang terintegrasi, diperlukan

platform pengembangan aplikasi dan database sehingga menjamin kompatibilitas

sistem dan memudahkan dalam integrasi dari keseluruhan sistem yang dibangun.

Secara umum pemilihan tools Pengembangan sistem didasarkan hal — hal sebagai

berkut:

- Trend Teknologi Aplikasi yang telah berbasis web

~  Proses transformasi knowledge ke toois baru bisa disesuaikan dengan skill SDM
Saat ini

~  Pertimbangan biaya

- Kontinuitas support dari vendor atau supplier.

Aplikasi-aplikasi  Sistem  Informasi  Sekretarist jendral DPR RI  akan
dimplementasikan dengan menggunakan konsep it client (kecuali aplikasi-
aplikasi yang telah tersedia dalam bentuk paket perangkat lunak seperti Sistem £
maif misalnya). Dengan konsep #n cliert ini maka setiap aplikasi akan terbagi
dalam 2 bagian: bagian frof-end yang menyediakan fasilitas antarmuka dengan
pemakai dan bagian back-end yang mencakup pengolahan data dan penyimpanan
data di basis data. Model pemrosesan data pada kedua bagian ini dan komunikasi

antar bagian menggunakan teknologi berbasis web.

Untuk mendukung kebutuhan penerapan basis data Sistem Informasi, pendekatan
dengan menggunakan paket Relational Database Management System (RDBMS)
dipilih sebagai solusi. Selanjutnya, paket RDBMS vyang akan dipilin dalam
implementasi Sistem Informasi harus memenuhi kriteria berikut:

« Berjalan pada sistem operasi gpenr source

» Memenuhi aspek kinerja yang mencakup:
Skalabilitas

Kehandalan

Failure handiing & recovery

Keamanan
» Kemudahan support
« Harga yang kompetitif
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Berikut ini dijabarkan hubungan sistem-sistem aplikas| yang terletak pada Laporan
Sistem Aplikasi Teknologi Informasi Segen DPR R1L

Pada gambar berikut, diperlihatkan hubungan komponen-komponen aplikasi
sistem informasi secara lebih detail. Pengambaran hubungan inl didasarkan pada

fungsi masing-masing komponen dan alur data dan informasi mulai dari level

operasional ke level manajerial sehingga membentuk Sistem Informasi Lembaga.

L g I f
. E [l : i «
1| :
|
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Dalam gambar ini diperlihatkan empat kelompok sistem:

- Sistem QOperasional dan Transaksional yang meliputi Sistem Informas

Operasional, Sistem Informasi

Non Operasional, dan Sistem Informasi
Anggaran dan Akuntansi,
Sistem Penyimpanan Data vyang meliputi Data Warehouse, Data Mart,

Integrasi & Transformasi, dan Operational Data Stores.

Strengthening Informafion Network Sysle-rn of DPR vi-3
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Sistem Informasi Eksekutif, Sistem Pengambil Keputusan, dan Sistem
Perencanaan Strategis.

- Sistem Akses Data Publik meliputi Web Farming dan Web Warehousing.

Mengingat keterbatasan sumber daya manusia, model pengembangan dengan
outsourcing menjadi pilihan. Keterlibatan pranata komputer harus dilakukan untuk

memastikan berjalannya mekanisme transfer of knowfedge.

Strategi Pengembangan Infrastruktur teknologi
informasi

6.2.1 Gambaran Umum infrastruktur teknologi informasi

Sebagaimana telah diungkapkan dalam Bab 5, infrastruktur teknologi informasi
meliputi Workstation dan peripheral, Data center, jaringan komputer, Koneksi
internet, /iformation kiosks, securlty, dan Disaster recovery.

Perangkat komputer dan peripheral yang dimiliki Sekretariat jendral DPR RI saat
ini masih kurang memadai bak dari segi kualitas maupun kuantitas. Kekurangan
jumlah komputer masih dirasakan d beberapa unit kerja sehingga diperiukan
penambahan perangkat komputer. Vanasi spesifikasi yang cukup jauh sekarang
ini menjadikan kesenjangan kinerja perangkat komputer. Banyak perangkat yang
tidak lagi mampu mendukung kebutuhan akan kinerja yang baik, dan tidak
mampu pula digunakan untuk memanfaatkan layanan-layanan jaringan komputer
Sekretariat jendral DPR RI seperti akses internet, komunikasi menggunakan e
mail, maupun berbagi pakai file dan perangkat keras seperti printer dan scanner.
Kebutuhan peripheral yang banyak dirasakan yaitu scanner dengan kecepatan
tinggi yang digunakan untuk digitalisasi dokumen.

Perangkat Printer yang dimiliki Sekretariat jendral OPR RI umumnya masih
digunakan secara stand afone, sehingga banyak penghematan perangkat yang
bisa dilakukan apabila mekanisme printer sharing digunakan, mengingat sebuah
printer dapat digunakan bersama-sama oleh beberapa user atau oleh satu unit
kerja.

Mengingat kondisi Data center yang dimiliki Sekretariat jendral DPR RI sekarang
ini yang tidak lagi representatif, saat ini sedang dilaksanakan pembangunan Data

Sirengthening Informalion Network Systemn ol DPR V-4
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center. Dengan adanya pembangunan daia center yang baru, kondisi ideal untuk
lingkungan server dapat diwujudkan sehingga manajemen jaringan komputer
Sekretariat jendral DPR RI dapat ditingkatkan.

Gambar berikut menunjukkan rencana Data center baru yang sedang dibangun:

|
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Gambar 6. 1. Sketsa Data center yanpg sedang dibangun

Jaringan komputer Sekretariat DPR RI dikendalikan dari Data center vyang
terdapat di lantai 3 gedung Nusantara L Distribusi ke masing-masing lantai pada
gedung Nusantara I dan ke gedung-gedung lain menggunakan kabel serat optik
indoor muitimode sebagai tulang punggung (Backbone). Untuk ke masing —
masing PC atau user memakai kabel jenis Unsfrielded Twisted Pair(UTP).

Permasalahan yang dirasakan adalah kurangnya jangkauan jaringan komputer
Sekretariat jendral DPR RI, sehingga ada keterbatasan dalam memanfaatkan
layanan jaringan komputer. Kurangnya kecepatan akses internet juga masih
dirasakan di sebagian unit kerja di lingkungan Sekretarat jendral DPR RL
Permasalahan tersebut muncul karena masih adanya stacking koneksi di

beberapa bagian, sehingga potensial menimbulkan boft/ensck.

Meskipun jaringan komputer telah menjangkau keseluruhan unit kerja
Sekretariat jendral DPR RI, akan tetapi keterbatasan jumlah terminal yang
terhubung menjadikan terbatasnya akses ke jaringan komputer, yang
menjadikan keterbatasan akses layanan berbasis jaringan komputer.

Strengthening Information Network System of DPR Vi-3
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Saat ini Sekretariat jendral DPR RI telah memiliki koneksi ke jaringan internet
dengan bandwidth sebesar 5 Mbps dengan menggunakan mode koneksi melalui
satelit. Saat ini terjadi ketidakstabilan akses, dimana seringkali terjad putus

koneksl, atau akses intermet yang sangat lamban di satu bagian, sementara di

bagian lain akses internet dapat normal. Kemungkinan penyebab ketidakstabilan ini

bisa disebabkan beberapa kemungkinan seperti:

» Terputusnya koneksi ke jaringan internasional, karena hanya terdapat satu
koneksi ke jaringan internasional dengan menggunakan mode satelit yang
seringkali terganggu perubahan cuaca

= Kurang bagusnya kualitas jaringan lokal mengingat kondisi jaringan komputer
yang ada saat ini masih terdapat stacking di beberapa bagian, sebagaimana
uraian diatas

6.1.1 Solusi Pengembangan Infrastruktur teknologi informasi

Untuk mendukung pemanfaatan Sistem teknologi informasi datam menyukseskan

Pencapaian Visi dan Misi Sekretariat jendral DPR RI, diperlukan pengembangan

infrastruktur Teknologi informasi yang meliputt:

o Penyediaan workstation dan periheral untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas perangkat mengikuti perkembangan kebutuhan dan perkembangan
Teknologu.

o Pembenahan jaringan lokal. Untuk mendapatkan jafingan komputer Sekretariat
jendral DPR RI yang mampu menjadi tulang punggung layanan Teknologi
informas, pembangunan jaringan komputer harus didasari pertimbangan-
pertimbangan sebagal berikut:

* Pembenahan konfigurasi jaringan, sehingga mengarah ke konfigurasi star
dengan menghilangkan stacking yang masih ada di beberapa bagian

= Penggunaan media dengan pta lebar yaitu serat optk untuk Aackbore dan
kabel UTP kecepatan tinggi untuk terminasi ke tiap terminal

= Penambahan jangkauan jaringan komputer Sekretartat jendral DPR R] untuk
mendukung pemanfaatan sumber daya yang dmmiliki, seperti akses database,
akses internet dan berbagi pakai aplikasi dan printer, sehingga selain tebih
mudah dalam manajemen dan monitoring, akan dapat dihemat biaya
pengadaan perangkat keras seperti printer.

* Untuk mendukung mobilitas pengguna layanan, khususnya anggota DPR RI,
pembangunan jaringan nirkabel seperti yang saat ini dilaksanakan perlu
terus
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* dilanjutkan terutama untuk ruang-ruang persidangan, sehingga pengguna
memiliki keleluasaan untuk mengakses informasi kapan pun dan dimana
pun.

Penyediaan alternatif koneksi ke jaringan internasional, sehingga akses internet

dapat tetzp dilakukan meskipun salah satu koneksi terputus.

Penyediaan kios-kios informasi d lingkungan Sekretariat jendral DPR RI sebagai

media akses informasi yang dapat diakses oleh publik

Penyusunan Disaster Recovery plan sebagai pedoman pelayanan TI dalam

kondisi darurat untuk menjamin keberlangsungan layanan TI

Penerapan Mekanisme keamanan jaringan dan keamanan data

Komponen-komponen infrastruktur Teknologi informasi Sekretariat jendral DPR RI
dihubungkan satu sama fain dengan sarana jaringan komputer lokal, sehingga
diperlukan jaringan komputer lokal yang benar-benar dapat diandalkan. Secara
umum jaringan komputer Sekretariat jendral DPR RI harus memenuhi kaidah
pengembangan jaringan lokal yang telah baku sepert Structured cabling system
(5CS). Untuk mendapatkan kecepatan yang bak, minimal digunakan struktur Fast
Ethernet berkecepatan 100 Mbps. Kabel UTP dengan teknoltogi terbaru (Cat6)
digunakan untuk mendukung pencapaian kualitas dan kecepatan transfer data yang
dinginkan.Penggunaan manageable switch direkomendasikan agar pengelolaan
switch bisa lebih leluasa.

Agar sistem Teknologi informasi yang dibangun dapat dikelola dengan baik,

diperlukan perangkat manajemen sistem. Perangkat manajemen sistem ini

mengelola antara lain:

* Manajemen keseluruhan simpul jaringan, termasuk komputer dan peripheralnya

* Pengamanan sistem, termasuk manajemen pemakal dan pengamanan jaringan

* Sistem backup terpadu

* Pengawasan aplikasi yang berjalan d setiap simpul  komputer, termasuk
pengawasan beban CPU

* Manajemen basis data, terutama memonitor kinerja DBMS

* Manajemen server aplikasi, terutama menyangkut beban komputasi

Selain itu diperlukan juga perangkat-perangkat penunjang, antara lain:

* Perangkat sekuriti, misal smart card untuk kontrol akses

* Perangkat pengamanan elektrikal, misal UPS dan surge protector

Strengthening Information Network System of DPR V-
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63 Pengembangan Proses dan Prosedur Tl

6.3.1 Unit kerja pengelola teknologi informasi

Unit kerja pengelola teknologi informasi dalam Orgahisasi melakukan fungsi
organisasi yang terkat dengan pengoperasian dan pemeliharaan perangkat
Teknologi informasi, analisa kebutuhan pelatihan Teknologi informasi bagi semua
pemakai, pemeliharaan tingkat security, pengembangan prosedur operasional
standar TI, serta penyediaan support bag seluruh pemakan layanan TI dalam

organisasi.

Dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI, digambarkan adanya Pusat
Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) sebagai pengelola teknologi
informasi, berada dibawah Deputi Bidang Anggaran dab Pengawasan, yang
mempunyal tugas menyelenggarakan pengkajian, pengolahan data dan informasi
perkembangan DPR RL

Adapun fungsi P3DI meliputi:

a) penyelenggaraan pengkajian dan analisis situasi dan perkembangan
kedewanan,

b) penyelenggaraan pengolahan data dan sarana informasi,

€) penyelenggaraan kearsipan dan dokumentasi, dan

d) penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.

P3DI terdiri dari Bidang Pengkajian, Bidang Data dan Sarana Informasi, Bidang
Arsip dan Dokumentasi, Bidang Perpustakaan, serta didukung oleh Subbagian

Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Bidang Data dan Sarana Informasl adalah melaksanakan pengolahan data
dan informasi, dan pemeliharaan, serta pengembangan sistern jaringan komputer,

dengan fungsi :

a. pengolahan data dan informasi melalui sistem jaringan komputer,

dilaksanakan oleh Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.

b. pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan komputer, dilaksanakan
oleh Sub Bidang Sarana Informasi
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Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Data dan Sarana Informasi didukung oleh

Kelompok Jabatan Fungsional yang disebut sebagai Pranata Komputer sebanyak 9
orang.

Pengelala teknologi informasi DPR khususnya Pranata Komputer secara Aplikasi
dan Infrastruktur Teknologi, belum dapat memenuhi kebutuhan pelayanan
teknolagi infarmasi yang diharapkan.

6.3.2 Prosedur Pelayanan teknologi informasi

Pelayanan kepada pengguna jasa teknologi infarmasi periu dibagi menjadi 3

tingkat (ter).

» Tingkat 1 (Help Desk) : adalah point of service dimana setiap user request
dicatat pada tingkat ini. Tingkat 1 ini juga menyelesaikan masalah-masalah
desktap, pe¢, virus, email dil. Pan dipandu melalui telepon atau email.

= Tingkat 2 (Technical Support) : menangani permasalahan perangkat keras,
jaringan komunikasi data dan aplikasi-aplikasi sepertl office application.

» Tingkat 3 (Pengembangan System & Perencanaan) : tingkat ini melayani
pembuatan sistem aplikasi, dukungan operasi dan perangkat pendukung
Jainnya dengan mengacu kepada Service Level Agreement (SLA)

6.3.3 Sumber daya manusia

Dengan pengembangan Sistem Teknologi informasi d lingkungan Sekretariat
jendral DPR RI, diperlukan sumber daya manusia yang mampu mengelola Sistem
Teknologi informasi tersebut. Peningkatan sumber daya manusia perlu mendapat
perhatian khusus. Peningkatan sumber daya manusia diantaranya dapat dicapai
dengan penyelenggaraan pelatihan yang tepat. Penentuan pelatihan dapat
dilakukan dengan menggunakan pendekatan aspek-aspek yang melekat pada
individu dalam organisasi, meliputi fungsi bisnis, jabatan dan aktivitas. Ketiga
aspek tersebut saling berkaitan. Aktivitas seorang pegawai tergantung dari job
description  dari jabatan pegawal. Job descrnption tersebut juga bergantung pada
fungsi bisnis dimana karyawan tersebut bekerja. Dengan demikian, program
pelatihan yang diberikan tidak tergantung pada produk yang digunakan, akan
tetapi tergantung pada aktivitas yang dilakukan.

Sesuai dengan struktur organisasi Sekretariat jendral DPR RI, unit kerja pengelola
Teknologl Informasi Sekretariat jendral DPR RI terdiri dua sub bidang penting
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yaitu Pengolahan Data dan Informasi dan sub bidang Sarana Informasi periu
dikuti dengan pembagian spesialisasi keahlian Pranata Komputer dalam dua
bidang tersebut, bahkan jka dimungkinkan adanya penambahan staff struktural
dalam masing-masing sub bidang tersebut yang mempunyal latar belakang
pendidikan dan keahlian teknologi informasi.

6.3.4 Manajemen operasional

Untuk menunjeng kelancaran operasional Teknologi informasi, diperlukan strategi

manajemen operasional. Strategi manajemen operasional minimal harus mencakup

dan memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

= Memiliki definisi lingkup ingkungan operasional yang harus dikeiola

= Pengelolaan alih daya (penentuan alih daya atau dikelola langsung, service fevel
agreement, pengawasan kinerja alih daya)

= Faktor manajerial (anggaran, kewensngan, mekanisme penyediasn dukungan
teknis)

= Interaksi dengan sistem lain
6.4 Aspek Keamanan Teknologi Informasi

6.4.1 Aspek Keamanan
Keamanan sebuah sistem informasi memiliki beberapa aspek keamanan, yaitu:
1. Privacy / confidentiality
Aspek ini berhubungan dengan kerahasiaan data-data. Banyak data yang harus
dirahasiakan seperti nama, tempat tanggal lahir, agama, hobby, penyakit yang
pernah diderita, data pelanggan, dan sebagainya. Data-data ini hanya boleh
diakses oleh orang yang berhak. Implementasi sistem informasi harus dapat
menjamin aspek ptivacy atau confidentiality ini. Serangan terhadap aspek ini
antara lain adalah penyadapan data atau interception.
Banyak aplikasi d jaringan yang masih menggunakan plain (clear) text ketika
mengirimkan userid dan password. Sebagai contoh aplikasi telnet (untuk
mengakses server den router dari jarak jauh), FTP {untuk transfer file), dan POP
(untuk membaca atau mendownload email) masih menggunakan pasangan userid
dan password yang dapat disadap. Aplkasi-aplikasi ini sebalknya digantikan

dengan aplikasi yang menggunakan enkripsi. Sebagai contoh, telnet dapat
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digantikan dengan SSH (secure shell), sementara FTP dapat digantikan dengan
scp (secure copy). Implementasi dari aplikasi ini dapat diperoleh dari Internet,
Namun lagi-lagi pengamanan dengan menggunakan enkripsi sering tidak
difakukan karena menambah pekerjaan bagi pengguna dan tidak nyaman.

2. Intergrity

Integrity (keutuhan) mengatakan bahwa data atau informasi tidak boleh berubah

(tampered, altered, modified) tanpa ijin dan pemilik.

Serangan terhadap aspek intergrity adalah adanya virus, trojan horse, man in the

middle attack, atau masuknya orang yang tdak. berhak ke sistem informasi
Tanpa ada pengaman data-data dapat diubah sehingga tidak utuh lagi. Jika hal ini
terjadi maka keabsahan data dapat dipertanyakan.

Pengamanan terhadap aspek ini adalah dengan menggunakan (digital) signature,
checksum, hash algorithm, dan teknik-teknik Jain. Pada intinya sistem
pengamanan akan memberikan tanda apabita data sudah berubah. Karena
seringkali serangan terhadap aspek ini dilakukan dengan menggunakan virus,
maka penggunaan anti virus menjadi salah satu mekanisme pengamanan yang
harus dilakukan.

3. Authentication

Aspek authentication digunakan untuk meyakinkan keaslian data, sumber data,
orang yang mengakses data, dan server yang digunakan.

Serangan terhadap mekanisme authentication antara lain adalah pemalsuan
password, tanda pengenal, atau identitas lainnya. Serangan lain adalah dengan
menggunakan alamat komputer paisu (dikenal dengan istilah spoofing) atau
bahkan dengan menggunakan alamat email paisu.

Pengamanan dapat dilakukan dengan menggunakan tanda pengenal, password,
digital signature, dan biometrics.

4. Availabisity

Aspek availability (ketersedian) menjamin bahwa data dan informasi harus dapat
tersedia ketika dibutuhkan. Suatu sistem informasi akan tidak bermanfaat jika dia
tidak dapat memberikan data ketika dibutuhkan.

Serangan terhadap aspek ketersediaan dikenal dengan istilah Denial of Service

{DoS) attack. Contoh dari DoS attack adalzh membuat sistem atau server menjadi
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6.4.2

hang atau crash, jaringan dibanjii oleh sampah (network flooding, exhaust
network), atau aplikasi dibuat menjadi tidak berfungsi. Banyak software yang
dapat diambil dari Intermet yang dapat melakukan DoS attack tersebut. Bahkan
saat ini metoda penyerangan telah meningkat dengan mendistribusikan “agen
penyerang” ke beberapa (banyak) komputer sehingga ada istilah yang disebut
Distributed DoS (DDoS) attack. Pada DDoS attack, target diserang oleh ratusan
komputer pada saat yang bersamaan. Seringkali pemilik komputer yang
digunakan untuk menyerang tidak tabu bahwa komputernya digunakan untuk
menyerang orang lain.

5. Non-repudiation

Aspek non-repudiation mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menyangkal
apabila dia telah melakukan sebuah transaksi. Implementasi dari non-repudiation
adalah dengan menggunakan digital signature dan digital certificates. Pengguna
menandatangani kegiatannya secara digital sehingga tidak dapat menampik
bahwa dia telah melakukan kegiatan tersebut. Dalam implementasinya ada pihak

ketiga yang menjadi saksi tentang keabsahan tanda tangan digital tersebut.

6. Access control

Aspek ini membatasi atau mengatur siapa boleh melakukan apa. Biasanya akses
ke suatu data atau sistem memiiiki tingkat (level, jenjang).

Implementasi access control biasanya menggunakan password atau dengan
menggunakan token lainnya. Untuk sistem keamanan vyang lebih tinggi
dimungkinkan penggunaan biometrik (tangan, sidik jari jempol, mata) untuk

access control,

Kebijakan dan Prosedur Keamanan

Kebijakan dan prosedur keamanan merupakan perantara antara sistem keamanan
dan manusia penggunan sistem informasi. Kebijakan dan prosedur keamanan ini
dibuat dengan mempertimbangkan kemudaban (kenyamanan) melakukan
kegiatan, karena biasanya semakin tinggi tingkat keamanan semakin tidak
nyaman untuk melakukan kegiatan,

Kebijakan dan prosedur keamanan ini harus ada dan dimengerti oleh semua

pengguna dan pengelola sistem informasi Sekretariat jendral DPR R, sehingga
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prosedur keamanan

Inti dari kebijakan dan prosedur keamanan adalah:

o Membuat setip pengguna bertanggung jawab (acrountabve) terhadap
perilakunya (actions, befhaviors).

o Mendesain sistem sedemikdan rupa sehingga untik melakukan kejahatan
(crime, fraudulent act) dibutuhkan lebih dari satu orang.
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BAB VII
KESIMPULAN

Dengan mengambil asumsi bahwa arah pengembangan teknologi informasi yang akan
dicapai dengan menyusun Master Plan ini adalah mencapai misi pengelolaan teknologi

informasi DPR sebagai service center seperti pada gambar 7.1 dibawah ini:
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Tahapan Pengembangan Teknolog Informasi DPR

Pembangunan teknologi informasi dilakukan dalam S tahap dengan masing-masing tahap
dilaksanakan dalam kurun waktu satu tabun, Masing-masing tahap memiliki fokus
tersendiri dengan jenis pekerjaan yang berbeda untuk masing-masing tahap. [lustrasi
tersebut juga menunjukkan transformas: level teknologi informasi dalam organisasi yang
diharapkan dan pembangunan teknlogi informasi, dari semula teknologi informast hanya
sebagai support hingga menjadikan teknologi informasi sebagai key operational yang
menentukan kesuksesan orgnanisasi dalam mencapal visi dan misinya, dan dari teknologi
informasi sebagai cost center yang selalu menghabiskan biaya menjadi service centre

yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi organisasi

Maka dan penjelasan diatas semakin nyata bahwa Master Plan Teknologi Informasi

Sekretanat Jenderal DPR RI ini perlu dijadkan acuan bagi selurub jajaran Deputi, Biro

Strengthening Information Network System of DPR il -1
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sampai Bagian diiingkungan Setjen DPR RI agar pembangunan teknologi informasi tidak
tumpang tindih.

Dari pembahasan seiuruh rangkaian pekerjaan penyusunan Master Plan ini maka terlihat
bahwa pembangunan jeringan teknologi informasi DPR telah mulksi  mengejar
ketertinggaian seiama ini, tetapi hal itu periu segera diimbangi dengan pengembangan
Sistem Informasi den Database sebagai sarana pengolahan data yang akurat serta
pergembaygan  sumber daya manusia yang memadai.

Pengembangdn dan pemberdayaan sistem informast terpadu Setien DPR RI perlu segera
dibangun untuk menyimpan, mengoiah dan menyajikan data dan informasi DPR RI yang
berasal dart Biro-biro dibawah Setjen DPR, Komisi dan Badan-Badan maupun Pansus dan
stakeholder lainnya.

Perlu peningkatan penyelenggaraan aplikasi komputerisasi untuk :

a. Menciptakan keterbukaan daiam pemberian layanan meialui pembangunan Sistem

Informasi Perkantoran Setjen DPR RL

b. Menciptakan fungsi Koordinasi internal dan eksternal dengan Biro-biro atau
stakehoider 1ain dalam lingkungan DPR RL

¢. Menumbuh kembangkan kemitraan dengan stakehol/deriinnya.

Secara keseluruhan peningkatan aplikasi komputer ini dapat mengefektifkan dan
mengefisienkan pelaksanaan pelayanan informasi kepada anggota DPR, pemantauan,

evaluasi, pengkajian, penelitian dan pengembangan sarana dan prasarana teknolog
informas,,

Stirengthenmng informalion Nelwork System of DPR Vil- 2
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Rekapitulasi Inventory Komputer Gedung Nusantara 1

W | Prosssor | HI';‘ RAM :Ium'a'h !
Lantai 1 |
HP 7650 P4 300 GHZ | 37268 | stom Sbuah |
HP DC 5000 — P42,8 GHZ :74,595 (244 | Tbuah |
HP55 P41,60 GHz 18,97 GB 128M 1 kuah '
DELL P4300GHZ | 37268 | 256M T B
| Compaq $510 Pentum 4 | 93068 | 63M 2 buah
HP V517 T TPea20GHZ | 14895 GB 512 M P
| Rakitan " Pemum3 | 2-10GB 126M 3 buah
' Rakitan " Pentium 4 | 10-4068 | 240M 9 buah
Lantai 2 j [ ! =1
| Rakitan | Pentium 3 | WDC40GB | 224M | | buah —
Hp Compaq | Pentum 4 | 371 GB [ 248M 1buah
Optima Perttium 3 T 7GB " 64,0M 1 buah f
. HP Compagq ]-Pantium T . 40GB 255M ltah |
| HP D530 | Perttium 4 40GB 256M | | buah
| HP Pavilon [ Pentum4 | 140GB 512M 3 —
 Rakitan Pentium 3 | 20GB 128 M 1 buah
Rakilan | Pentum 3 20GB 64M 1 buah
:_l-?_:_sgsoz ' P428Gz | 744 GB 504M 1 buah
HP 7540 P43.00GHZ 3768 so4M | | buah
 BMES4 Pentium 4 | 4068 lemM |2 Vi
| HP 7650 | Pentium 4 "40GB T 504M 1 buah =,
| HP 5500 | Pentium 4 Taz68 248M 2 =
' Reakitan = | Pentium 3 | 10G8 I 48M | I buah —
" Rakitan ' Pentum 4 | 20GB | 256Mm 1 buah
~ Rakitan " Perttium 4 40GB '224M | | buah
. Rakitan P 3864 MHZ I'nsca 128M | buah
Lantai 3 = | ===
| HPD530 PN 28GHz | 40GB 2564 | 17 buah =
Rakitan | PV 3GHz  40GB "256M | buah
' Lantai 4 ' | |
' HP D530 PN 28GHz | 40GB 25M | 25 buah
Lantai § .' | | ‘I
| HP D530 PN 28GHz | 40GB 26 M 27 buah
i Lantai 6 + [ T
HP D530 Pwv28GH: | 4GB | 256M 28 buah
Lantai 7 i — =
HP D530 PN 28GHz | 40GB ' 25M 26 buah
Lantai 8 ' ' =
j'HPD53U PN 28GHz | 40GB 1256M | 29 buah

~ Lantai 9




| Merk S S I | Jumlah
HP D530 IPIV 28GHZ | 40GB 256 M 28 buah =
Lantai 10 i
HPD530 WP 28GHz | 40GB 256 M 33 buah
. Lantai 11 ]
| HPDS30 PIV 28 GHz | 40GB 256 M 28buah
Lantai 12 [ [ OF 2
HPDS30 PV 28GHz | 40GB 25M | 24 buah
Lantai 13 = W '
. HP D530 PV 28GHZ | 40GB 256M 29buah
Lantai 14 | 1' = B
 HPD530 PIV28GHz | 40GB | 256 | 34 buah ;
Lantai 15 B | | | ' j1
HPD3530 PV 28GHz | 40GB 256 M 26 buah
Lantai 16 | ==y ]
HPDS530 PIV28GHZ | 40GB | 256M 31 buah
Lantai 17 A = : |
HPD530 PV 28GHz | 40GB 256M 7 buah =
|Lantaily =~ | _ j
| HPD53_0 PV 28GHz | 40GB 256 M 7% buah ]
Lantai 19 .
HPD530 "PIV28GHZ | 40GB 256M 57buah '
Lantai 20 = = B - e—
' HPDS530 I PN28GHz | 40GB "256M | 24 buah }
' HP D530 PwzacMz 468 [206M |24 buah =
HPD530 P 28GHz | 40GB 256M 28 buah !
HPD530 [ PIV28GHz | 40GB 256 10 buah 1




INVENTORI KOMPUTER DPR RI

LANTAI 1
= e 7 SPESIFIKAS SEAT | NS
TYPE | PROCESSOR | HARDDISK | RAM | cuenT | STAME
HP
o HP P4 3,00 37,2 LaserJ
0101.3 | R. Komisi Vil 7650 GHZ GB 504 X o
1022
] HP
. HP P4 3,00 372 Laser)
01013 | R Komisi Vi 7650 GHZ cB | 504 X o
| | | 1022
P4 240 | 382 4
0101.3 | B. Kemisi Vil GHZ' aB 240 | < x LaserJ
1 & 1010
. HP
Pentium
0101.3 | AL Komisi VI 3730 ?3';9 128 | x E?ETJ
GHZ | Pro
HP
- HPDC | P428 Laser
0102.3 | R Komisi X 5000 GHZ ‘ 745 GB | 248 X el
| | 1022
! . =
01023 | R Komisi X ge”"”m 929GB | 128 | «x Ij:tsgL
Pro
| HP
s HP ' P4 3,00 ' Laser
0102.3 | R. KominixX 2650 GHZ 372 GB | 504 x Jet
_ | l 1022
| | t i
Pentium | Laser
0102.3 | R Korsi X | 4 9,50 GB 128 X Jet
| 1000
l _ | | Series
| ' | HP
0103.3 | R Sekertaris Komisi Vi 5%”:'3‘::2 | géz 504 X ﬁgfgl_
L] — [ | | - =1 Pro
| HP
, oy | Authenti | 1.96 Laser
0103.3 | R. Sekaertaris Komisi VI [ c AMD GB 32 | Jet GL
— —— .'_ 1 I. 1= a Pro
| | o
Laser
01033 | R Sekertaris Komisi VI | 1P 55 gf_';_ 0 | gég? 128 | x| Jet
| 1000
y - l . | sems
? HP
01043 | R Sekertaris Badan Legisiasi R | 256 ‘ 5 s
[ 1020
HP
01043 | R Sekertaris Badan Legsslasi | ey E‘LS'OO ?;3'2 504 | x hgfer
= | —__l _ - 1022
I ; - Pantium 372 r HP
0104 3 | R Sekertaris Badan Legislasi _ DELL 2 ' GB 256 X | Laser




LANTAI 1

MERK/ SPESIFIKASI SIFAT PRINTER
NO USER STAND
TYPE | PROCESSOR | HARDDISK | RAM | cuent e
Jet
4 o 1022
HP
| Laser
0104.3 | R Sekertaris Badan Legislasi | pgLL | F4 300 | 372 64 % Cohdst
GHz GB .
| 1000
= | | Series
| I; HP
| Laser
0104.3 | R. Sekertaris Badan Legslasi | peL | P3390 | 37.2 256 L x| et
| GHZ GB |
| 1000
1 I Series
: : Compa | Pentium | f' H°
| 0105.3 | R.Panitia Anggaran 9,30 GB l DeskJe
qS510 | 4
=} | 1610 C |
: | HP
" HP P4 3,00 Laser
0105.3 | R.Panitia Anggaran 7650 GHZ 372GB | 54 0
i 1022
HP
- Compa = Pentium Laser
0105 3 | R.Panitia Anggaran q8510 | 4 930 GB | Jat
= .1 i | 1020
- HP
Samsu . |
0105.3 | RPanitia Anggaran ng 551 | PeMN™ 607 6B | 240 i
Voo 1022
: p—— 'HPV [ P4320 | 148,95 T
053 E.Panma Anggaran | 517 | GHZ | GB | 512
' | HP
0105.3 | RPanitia Anggaran l:entlum 951 GB | 224 | hgtser
Wi iy | 4000 N !
' HP
. HP V P4 320 148,85 Laser
0105.3 | R.Panitia Anggaran 517 GHZ GB 512 Jet
= | . | | 2420 D |
' HP
: | HP P4 300 Laser
0106.3 = R. Bekretaris Komisi X 2650 GHZ 372GB 504 Jet
N = L 022 |
HP
| Celeron Laser
0106 3 | R. Sekrelans Komisi IX 1,80 BB 128 Jet
GHz 1000
| Series
HP
. LG 505 @ P4 2,40 Laser
0108 3  R. Sekretaris Komisi iX G GHZ 372 GB | 512 Jet GL
! | Pro
. HP
; . P3 663 Laser
0106.3 | R. Sekrelaris Komisi X GHZ 6,98 GB 9% Jet GL
Pro




LANTAI2

- i e SPESIFIKAS! SIFAT PRINTER
TYPE | pROCESSOR | HARDDISK | RAM | cuent i{%
HP
02011 | R Komisi Vi Rakitan g:é,ss 372GB | 448 | x Laser
Jet
0201.1 | R. Komisi VI | Rakitan | 21 2% | 37268 | 480 | x | 6L
02011 | R Komisi VII Rakitan gﬂ;.?o 133GB | 960 | «x
HP P4 3 i
02021 | R. Komisi X 372 GB | 504 x | 1022La
7650 | GHZ t e o
Pentium | ull
62021 | R. Komisi X Rakitan 2 300GB | 64 X Desk et
810 C
= 3 P4 3.00
0203.1 | R. Komisi W 7650 | GHZ 372 GB | 504 X
P
02031 | R KomisiVl Rakitan | PeMUm | 1851 | 55 B [
1010
HP
02031 | R KomisiVl | Rakitan g‘:_lg 0 | 37268 | =6 x :;Tser
1020
02041 | R Badan Legislasi Rakitan | 5™ | 40268 | 60 | :
1
TR Pentium ' Laser
02041 | R Badan Legislasi Rakitan 2 3c1GB | 64 | X Jet
I| 1 4000
. : . Fb
0204.1 | A Badan Legisiasi Rakitan ;e”“”"‘ 18GB | & | | e
| | 4000
‘ | HP
- | Pentium | WODC40 1010
62051 | R. Panitia Anggaran iBM 4 GB | 256 | X bipiey
| | | Jet
[ | HP
e HP | Pentium | WDC40 _ 1010
02051 | R. Panitia Anggaran ‘ Gonionc: | | GB 348 X | et
| | Jet
| | \ I ' P
= P | P43 1022
02061 | R Komisi IX 7650 | GHZ 372 GB | 504 x ‘ by
o]
| | | | LJ
02061 | R Komisi IX Legend | Fr %0 |s8GB | 286 | x| S
_! Printer
Drs H.A Muchtar Ellendi, | HPDC HP
0212 | m.Si. o | P28 | WOO | o4 | & ‘ Laser
Kepala Bidana Penakalian SFF 1022
' HP
0216 R Dokumentasi Rakitan Eenlium :gg% 224 X lg;gr

Jet



LANTAI 2

SPESIFIKASI SIFAT PRINTER
NO USER oy
TYPE | phocesson | mARDDiSK | RAM | cuewt | STUO.
HP
. : Pentum | WDC 1010
0216 | R. Dokumentasi Rakitan 3 40GB 224 X Vicame
Jet
Drs_Totot Sugiarto
0258 | Ka. Bid. Data dan Sarana
Informasi
Purnomo Hadi, S.Sos Hp | Pentium
0258 | Ka. Sub. Bid. Data dan Compa | 4 371GB | 48 | x|
Informasi a | ' { | Ja v
Drs Karyanto | | = Ik i
0258 | Ka. Sub. Bid. Data dan Nolabaok ' i
Informasi |
Wiwit Mardiastuli | =
0258 Bidang Data Sarana Optima | Pentium 3 | 7 GB 64,0 X M
Informasi |
Sondang E Sinaga,S Kom B
0258 | Bidang Data Sarana Pentium 4 | 10 GB 256 X e
Informasi
Diyah Ariningsih,S. Kom e
0258 | Bidang Data Sarana Com Pentium 4 | 40GB 356 X
1 paq
Informasi |
Giovani ET H,S Kom | P P
0258 | Bidang Data Sarana e Pentum 4 | 40GB 256 ! x i
Informasi { | |
Wahyu Heri P [ ' -
0258 | Bidang Data Sarana oY ion | Pentum4 | 140 GB | 512 | «x e
Informasi
Erni Lupi Ratih P
0258 | Bidang Dala Sarana E:vilion Pentium 4 | 140 GB ‘ 512 | x gra;e"je'
Informasi |
Selo Hidayat |
0258 | Bidang Data Sarana Rakitan | Peniium 3 | 20GB 128 x
informasi | . | |
[ Darmadi H. Prasiddha Hp 1
0258 | Bidang Data Sarana Pavilion | Pentium 4 140GB | 512 X
Informasi B i ' | | .
Seno Wibisukmana,S.Kom ' I l
0258 | Bidang Dala Sarana Rakian | Pentum 8 | 20GB 64 X
Informasi | _ ! : | —
Zamhari , HP
0258 | Bidang Dala Sarana ;Eoz E:E'B 744 GB = 504 X Laser
Informasi | Jel 1022
"gtghariyaﬁf \ e = e ’ II:IP ,
0258 idang Data Sarana 7 504 X aserJat
Informasi e B | it [ | | lwo
0260 | R Arsip ok | Pentum 4 | 40GB | 128 T e
— — - = . = T S =
0260 | R Arsip 1 i) [l [ W [ x )
S 2] Mal : s
0260 | R Arsip ‘ ’;M E | fe”"“m 0GB | 128 X lg;gr
| [ Jet
0250 | R Arsip k’G 563 ge’“‘“m | 10GB 48 X | ';::GL




LANTAI 2

MERK/ SPESIFIKASI “SFAT PAMTER
NO USER [T
TYPE | PROCESSOR | HARDDISK | RAM | cimst
AonE
[ Laser
Jet
HPGL
: G1C Pentium Pro
0260 | R. Arsip Milenia | 4 20GB 256 X aser
| | Jet
HP
Samsu !
0260 | R. Arsiparis ngsst | LeMU™ 4068 | 224 | x | 150
Y { Laser
. I f Jet
HP Pen | i
A enlium { 1020
0260 | R Assiparis 7650 4 40GB 504 x e
_ [ | | _det |
: | Epson
0267 | Building Automatic System HSEPOO Rentiu 372GB | 248 X LQ-
4
. ) 2180
P38ed | Epson
0267 | Building Automatic System GTC 16 GB 128 X LQ-
MHZ
== e = 2180
’ : Epson
0267 | Building Automatic System | ¥ Penfium | 475 Ga | 424 x ILQ
5500 4
aetll | | | | 2180
LANTAI 3
' [ SPESIFIKAS! | SIFAT | PRINTER
NO USER R " STAND
TYPE | PROCESSOR | HARDDISK | RAM | CLENT e
0301 |
Ma'mur Hasanudin HP P4 28 WDC40 HP
0304 | £ panai Keadilan Seiahtera | D530 | GHZ GB a6 I » 1010
H. Jazuli Juwaini P4 28 WDC40 | HP
0308 | rpa B30 ey GB &6 L % 1010
CMT
| HP
H. Umung Anwar Sanusi ' P4 2,8 WDC40 HP
0306 | epyg Eﬁfﬁ GHZ GB a6 ) 1010
— == : e ] . T
Drs. H Jalaludin Asysyalibi | P428 | WDC40 HP
0307 | Fpks Tl 4| I 256 % 1010
—_— - e —— W CMI e — -!— i # - —
: HP '
DH_ Alyusni P4 28 wWDG40 | HP
sl 1P 82130 GHZ GB L 1010
T
— e A —  [HP | )
Wahyudin Munawir P4 2.8 WDG40 HP
031 | o2 0530 | oo aB 256 X 1010
PN s— —_——CMT ], - — - - e — - —
. . HP
H. Hiiman Rosyad Shihab | P4 2,8 | WDG40 HP
0312 | rpks | 2220 | gHZ GB 258 | X 1010
| R Bagus Suryana Majana S | HP P4 2.8 WDC40 ! HP
0313 | Psi D530 GHZ GB 1256 | x 1010
FPKS SFF | | _
e =4 i
Musiata Kamal P4 28 wDC40 HP
0314 | oo D50 ez a8 gaa |l = | 1010



LANTAI 3

3 P — SPESIFIKAS! = SIFAT | PRINTER
TYPE | PROCESSOR | HARDDISK | RAM | cuent | STAND
ALONE
. HP
Lutfi Hasan Ishaaq P4 28 WDC40 HP
935 F - Partai Keadilan Sejahtera gg;";o GHZ GB 256 B 1010
. T | S p—
M. Anis Matta, LC P4 2,8 wDC40 | | P
0316 | rpks gggo GHZ GB el (0 | 1010
— — | L ] ]
HP - ‘
Aboe Bakar P4 28 WDC40 HP
0317 | epics glfgo GHZ GB 256 1) X 1010
. — o N
Dr.M. Hidayat Nurwahid, MA | P4 2,8 wDC40 | HP
0318 | ~oc |90 | @z GB =M e | 1010
— W R 4 S e e ——a| —
Irwan Prayitno = P4 28 WD 40 HP
0319 | epis | gl::)go GHZ GB =g | | 1010
H. Ahmad Chudori | HP = = = 1
0320 | FPKS D530 gié'e gg C40 | o5g X '1"510
| SFF |
. | HP '
Fahri Hamzah P4 2,8 WDC40 HP
032t || epis gggo GHZ GB 256 | x 1010
S HP ! e
DR. Zulkieflimansyah P4 28 WDC40 HP
0322 | ppys ooX | GHz GB &6 | x 1010
- HP [
Drs. Mahfudz Sidiq P428 | wDpcao HP
0323 | coxs gggo GHZ | GB il S 1010
— , =N |/ — =i
0325 | R.FPKS D530 E‘LS'B gBDC“O 256 | «x '1"510
- | SFF
Hakitan
/dan P4 3 Maxtor HP
sty At perleng | GHZ soGB | B | X 1022
kapan |
LANTAI 4
SPESIFIKASI | SIFAT | PRINTER
NO USER MERY) ' STAND |
TYPE PROCESSDA | HARDDISK | RAM | CLENT L OAE
Ir Amir Taher 1
BHO} | F - Partai Keadilan Sejahtera | B 3 [ |
Tamsil Linrung P4 2,8 ST 40 ' HP
0402 | pors ggff ‘ GHZ GHZ 256 ‘ X 1010
_._HP—.'.._ - = — i
0403 | Andi Rahmat | D530 gﬁzz,s gg €40l e 1 :1510
- _ lowr |
"HP i
Agus Purnomo, Sip P4 28 WDC40 HP
0404 | epis g;aTo GHZ GB 26 | x 1010
- il HP i i
Zuber Safawi, SH; P4 28 wDC40 HP
0405 | ppys ot | GHZ GB 26 | x 1010
—H Abd Aziz Arbi HP P4 28 | WDC40 ‘ HP
S e D530 |GHZ | GB e 1010




LANTAI4

NO USER STAND
TYPE | PROCESSOR | HARDDWSK | RAM | cuent il
CMT
. HP
H. Abdul Gani Kasuba P4 28 WDC40 HP
0407 | £ pantai Keadilan Sejahtera gi?‘f GHZ GB 2 1010
. = P S
Ansory Siregar P428 | WDC40 HP
0408 | roys 230 | GHz GB 258 1010
LI ,
Refnzal P428 WwWOC40 HP
0409 | ppig gaso GHZ GB 256 1010
o= T —_
. HP .'
 Drs. Chairul Anwar, Apt P4 28 WDC40 | HP
0410 | cops B39 ez B 256 ; 1 1010
CMT
. _ =
KH. Ir. Abdul Hakim, MM P428 | WDC40 HP
04N | ppxs 2230 | GHz GB 256 1010
, : HP
Drs. M Idris Luthfi, M.sc P4 28 wDC40 HP
0412 | toks gaso GHZ GB 256 1010
T
. HP
H. A Najiyilah, Lc P4 28 | WDC40 HP
0413 | kpks 0530 |imy7 GB 56 1010
] CMT
| . P
Yusu! Supandi P4 2.8 WDC40 HP
0414 | coks 0530 | a7 GB 256 1010
s cMT : !
. HP i
Dra. Hj, Aan Rohanah, M Ag P4 28 WDC40 HP
ATS ‘ FPKS DS30 | oz GB 238 ‘ 1010
CMT | .
o .
H Yoyoh Yusroh P428 | WDC40 HP
0416 | Fpxs e ‘ GHz | GB = \ 1010
lovr |
' : _ HP
Nursanila Nasution. SE, M E P4 28 wbDC40 HP
0417 | epks DS30 | oy GB 5 ] 1010
oMt | |
. . HP
Mutammim Ul Uia, SH P4 28 WDC40 ‘ HP
0418} rpKcs | 2230 | Gz ‘ GB 256 1010
T
: HP
Drs. Muzzamil Yusuf | P4 28 | WDCA40 HpP
0419 | eoks DS30: | oz GB 256 1010
| CMT | |
. HP ! ' ;
Suripio SH Pa28 WDC40 ! HP
0420 | Foc D530 | o0 GB 256 1010
CMT
= e
Syamsu | P428 wDC40 HP
0421 | roks DS30 | o7 G8 256 1010
CMT |
= WP ! -
Drs_ Abdi Sumaithi | P4 28 wDC40 HP
042 | peiS gﬁf“ GHZ GB 256 1010
T .
HP
Ir. H. Suswono, MVA P4 28 | WDCA4O HP
0423 | pors D330 | oz ‘ GB 256 1010
HP - '
Ir. B Unlung wahono, Msi P4 28 | WDC4a0 HP
0424 | coxs o8 | GHz GB o8 1010




LANTAI 4
SPESIFIKASI SIFAT PRINTER
NO USER T = 7 i |
TYFE PROCESSOR | HARDDISK | RAM | cuewt o |
: : HP ‘
Andi Salahudin, SE P4 28 WDC40 . HP
%26 | K Partai Keadilan Sejahtera gaa-'? aHz | B 26 | x| 1010
1 HP - |
Rama Pratama, SE,ak P28 WDC40 | HP
0427 | epks D530 | o7 GB 6 (= 1010
CMT
, : HpP
M. Nasir Jamil, S.ag P4 28 WDC40 HP
0428 | Fpis DS0 |\ ah7” |8 SNy X 1010
CMT
LANTAI 5
- T | meRo | SPESIFIKASI ] SIFMS'TAND PRINTER
TYPE PROCESSOR | HARDDISK | RAM | CLENT [ e
| H. Wowo tbrohim HP ; |
0501 | F- Partai Demokrasi D530 gié“ GSEI WAL oem |l x ‘ '1'5'00
| Indonesia Perjuangan | SFF |
1 n | | |
N G}Jsll Ayu Eka Sukma HP P4 24 | ST 40 | Hp
0502 Dewi D530 GHZ G 256 X 1000
| FPDIP SFF 1 _
| | Gusti Agung Rai Wirajaya HP HpP
0504 | SE, MM 0530 g‘:é"‘ GS; O 1 55| « Laser
I | FPDIP SFF ‘ [ 1000
HP HP
0505 ?gg;g Sasongko D530 g‘:_é"‘ GSEI O 1 x|« Laser
_ = A SFF 1000
HP - TH
0506 | Drs. H Marjono, MM. Phd D530 gié-“ ng S JPY |« Laser
SFF 1000
P[5 = —— il i i
L. Soepomo, SH P4 24 ST 40 HP
0507 | epp1p D530 | anz GB 26 | «x 1000
SFF | [
) HP
Drs. | Made Urif P4 2.4 ST 40 HP
051 | epppp D530 | a7 B 286l || x 1000
SFF
HP Hp
0512 E;,sblic’ewamc’ D530 |24 ST gge | Laser
| SFF 1000
THP [ e "HP
0513 | Pattaniari Siahaan D530 g‘:é"‘ GSETs 0l ose Il = il Laser
SFF = | 1000
[F— HP ' ' T 1
0514  Belum ada anggota D530 (Pgié“ GS; 0 256 [ = Laser
: = | SFF . 1000
o ' ; THP
0515 E;D?:VUS L etlias D530 g‘té'q ng 0 | o6 X Laser
jlr= SFF = 1000
, THP 1 [ Hp
0516 ﬁﬁg"}ﬁd" =i D530 g‘;é"‘ ng 2O ese {1 % Laser
| SFF 1000
: "HP ' [ I [ HP
0517 ELJIL;mbu Saraswat, SH. D530 (P3?-|§4 GSI;IS- 40 256 ” Laser
(ki | SFF | 1000
Marrisa H, SH HP [ Psa24a | ST40 — | HP
058 | rpplp | DS30 | GHZ GB 2 Laser




LANTAI 5
' SPESIFIKASI | SIFAT ' PRNTER
NO USER ME S
| TYPE | processoR | Warovesk | RAM | cuewt | STAMD |
= | SFF 171000
| Nadrah lzahari, SH. HP I " HP
0519 | F- Partai Demokrasi D530 g‘;‘_@"‘ gg 0 | o5 | Laser
Indonesia Perjuangan SFF =i | 1000
Drs. H. M. Djoemad HP ' HP
0520 | Tyiptowardoyo, MBA, M D530 g‘,‘_é" GSBT 40 | o5 | x Plagar
FPDIP | SFF | = 1000
H.R. Pupung Suharis, SH it P4 2,4 ST 4 R
0521 | oo ol D530 | o> = 256 | «x | Laser
— s | | 1000
FHE =1 | HP
0522 f;g;‘;a D530 g‘:_é'“ GS; 0 1 551 \5 | Laser
- = lsrF | | 1000
. SO r— i
0523 EbA['}IEa”"at D530 E‘;‘_é-“ ng M1 T Laser
e ———— SFF_ | | L1000
Ir H Hendarso Hadi Parmono, HP ' HP
0524 | MBA D530 g‘f_‘g-“ ng SO e 1 ==
| FPDIP SFF | 1000
S || [ (] I TR H
0525 | R. Poksi F PDI-P D530 g“Hg"‘ CfBT 40 1 265 |l x Laser
I — | SFF 1000
HP HP
0526 :QE,ETPS°er°S° D530 2?_‘3'4 ng O N osel| x Laser
LsrE l | 1000
: . "HP HP
0527 2;,% If,dy S L D530 E4H§'4 R 20 Laser
| SFF | 1000
I = HP HP
0528 E;%IF?‘ BULGLGI 0530 g‘;'_é-“ gg 9 Yiossllll x Laser
SFF 1000
=— . | ' P~
0529 :ibg?;hrudln D530 g?_é“ ng = 256 X Laser
_ SFF 1000
————— — | L
0530 E;,% IE,"”a”a' s D530 gf_é-“ C?; O Vol x Laser
SFF 1000
— T THP [ = = THP
0531 :%glé ryadipa Singgih D530 g’:_é"‘ ng X0 256 X Laser
— LSFE__} , S | 1000
. HP
Ir H.Hari achmadi P4 24 ST 40 HP
0532 | tppp DS30 | guz GB 2SSE e 1000
! | SFF ] il ]
LANTAI 6
[ verw SPESIFIKAS! SIFAT | PRINTER
NO | USER E s ] STAND
! TYPE PROCESSOR | HARDOISK | RAM | cLENT | /o
j Trimedya Panjaitan, SH HP ' :
0601 | F- Partai Demokrasi psz20p | (229 || SEEC il o & HP
. : GHZ GB 1000
. Indonesia Perjuangan -OFF | . - |
: : HP
Ir 1. Emir Moesis, MSc Pa 24 ST 40 HP
0602 | eppyp [S)g:;o GHZ GB =23 | x | 1000
0603 _ Drs Cyprianus Aoer ' HP | P424 | ST40 | 256 ] X HP




LANTAI 6

e | SPESIFIKASI SIFAT PRINTER
TYPE | pROCESSOR | HARDDISK | RAM | cLENT | Ao
Partai Demockrasi | D530 | GHZ GB i 1000
Indonesia Perjuangan SFF |
HP '=
H. Anwar Fatta P4 24 ST40 | HP
0606 | rpppp gggo GHZ cB 256 1000
| DR.Drs. H. Moch Hasib HP I 1
0607 | Wahab o N = U I | )@
FPDIP SFF | .
s W —_ o -3“" - — _dl
Max Moein, MA. MBA P4 24 ST 40 | | HP
961 | epprp 050 | Gz GB Cl | 1000
DR.Drs. H Moch Hasib - I S <
0612 | Wahab Ds30 |02 | SN | a6 [ foem
FPDIP . SFF
HP
DR. ir. Wayan Koster, MM P4 2,4 ST 40 HP
%8B | Fporp D530 | Gz GB 256 1000
- i SFF_ |
s Bambang Wuryanto, MBA. HP P4 24 ST 40 HP
Yol | FPDIP gggo GHZ GB 256 1000
"Dra. H SB Wiryani HP
0615 | Sukamdani D530 g“Hg"‘ 2240 256 | }140Poo
FPDIP SFF_ | :
HP
Drs H. Eka Santosa. P4 24 ST 40 HP
0616 | Eppip 0S80 )iz GB 256 1000
| e SFF !
: . HP '
Drs. EHendi M.S. Simbglon. P4 24 ST 40 | HP
0817 | eppip D530 | o7 GB 258 1000
SFF !_ e
0618 | Ir. Soecipto ' ggso gt R G NS oty
P GHZ GB | | 1000
— = SFF u— i —
= .
Drs H. Soeratal, HW P4 2,4 ST 40 HP
0619 | coppp giszlazo GHZ GB 26 1000
Dra. Eva Kusuma Sundari, @ HP | I [
0620 | MA.. MDE. D530 (l?H;A ggz;o 256 ?0%0
FPDIP _SFF | e
. HP
Gunawan Wirosarojo Pa24 ST 40 | HP
0621 | eppp DS30F |l iy 7 GB &6 1000
a - SFF B e o .
: = HP
Ir. Mindo Sianipar P4 24 ST 40 HP
0622 ' eppip D56 |1 ez GB 258 1000
— Sl _LSEE__ — | 1
HP
Dr Gunawan Slamet Sp.B P4 2.4 ST 40 HP
0623 eppip 25301 |} yp GB 256 1000
== HP
DR Sutradara Gintings P4 24 ST 40 HP
0824 | tppip g,fgo GHZ GB =5 1000
Soekardjo Hardjosoewirdjo, HP P4 2.4 ST 40 HP
0626 @ SH. D530 | gz = 256 e
= EEREE— | SFF | |
== HP
0627 Aria Bima Trhastoto D530 (F;L %4 ST 40 258 HP

FPDIP

1000

10




LANTAI 6

Er SPESIFIKAS! | SFAT PRINTER
NO USER = ! T
PAOCESSOR | HARDDISK | RAM | cuent | 27110
Ganjar Pranowo HP
0628 | F- Partai Demokrasi 0530 2‘:&4 g‘“’ %6 | x Hcroo
Indonesia Periuanaan SFF e !
= i T e
. g P4 2,4 ST 40 HP
0629 | Raja K Sembiring D530 GHZ GB 256 X 1000
| SFF =
= i) 2
Olly Dondokambey, SE. P4 24 5T40 HP
0630 eppip oo | GHZ GB 256]%0, * 1000
i Drs. H. Dharmoko K Lawi, HP Pa 2.4 ST 40 | 4P
0631 MS) D530 GHZ GB 256 X 1000
| FPDIP | SFF | : ! =
5 HP i =
| Herman Hery P4 24 ST40 | HP
083z | FPDIP D330 | Gz GB 255] e x 1000
SFF_
LANTAI7
SPESIFIKASI SIFAT | PRINTER
NO USER MER 3 — 3T
TYPE | PROCESSOR | HARDDISK | RAM | CLENT | sone |
M. Taufiq Kiemas. HP i '
0701 | F- Partai Demokrasi Ds3o | Ft 24 Sl | 26 | x -l
Indonesia Perjuangan SFF | | Al
HP
Murdyo Poo P4 2.4 ST40 HP
0703 | epprp 0530 | Gz Gal ks 1000
SFF { |
= HP
Maruarar Sirait, S.IP P4 24 ST 40 HP
0705 | copp D330 | Gz el (22 B 1000
__ISFF | g !
HP !
Panda Nababan P4 24 ST 40 HP
szl |l DS30 | o7 as (|26 * 1000
SFF -
0708 | R Sekretariat F PDI-P | beao | P424 BIFEORY eerl e
' GHZ GB 1000
SFF
: " HP
Zainal Arifin P4 24 ST 40 HP
971 | eppip 0530 || gz Gg | 6| x 1000
SFF
: HP
H Suwigyo P4 24 ST 40 HP
0712 ' eppip o0 leHz | a8 | BE| X 1000
Drs. Jacobus Kamarlo TP | ) [ |
0713 | Mayongpadang. D53 g‘:_é‘l S'I(;g(} 258 X '1_‘:00
- FPDIP | SFF | i S|
HP
Drs. Sidarte Danusubroto, SH P4 24 ST 40 HP
9714 | eppip gggo GHZ coll || [y I 1000
~ | Drs. Jacobus Kamarlo HP | | —
0715 | Mayongpadang D530 g‘:’é“ STGBJ'D 256 X '1_:;300
FPDIP |sFE |
0716 Endang Karman Sastraprawira 'I;FS,S_O P4 24 ST 40 255 % HP
FPDIP SFE GHZ GB 1000
i - . —_— I - | a4
Tjahjo Kumolo, S.H HP P4 2.4 ST 40 HP
o717 | eppip | D530 | GHZ T | B | 1000

11




LANTAI 7

' SPESIFIKASI PRINTER
o | USER e LI
_ PROCESSOR | HARDDSK | RAM | CLIENT I A
SFF |
H. Amris Fuad Hasan, MA HP P4 2 = '
0718 | F- Partai Demokrasi D530 G?-iZA Sgo 256 X 2
Indonesia Perjuangan SFF | 1000
' Irmadi Lubis i P4 2.4 ST @ i B
0719 ' : HP
| FPDIP gggo GHZ @B | %6 |« | 1000
[ e . H TR WS I
. Hj. Elva Hartati, S.lp., MV P424 ST 40 P
9720 | Fpprp D520 Nz e | ®8 Yy | 1000
| | SFF | A ._
i | HP AR - R
H. ldham Cholid, S.Sos P4 2.4 ST 40 HP
vich | & Kebangkitan Bangsa [S)Ego GHZ cB £28 1 | 1000
| * —_— —_—
Drs. Agustinus Clarus. HP |
0722 F- Partai Demokrasi D530 E}?—éﬁ STGB4O 256 X HPO
| . Indonesia Periuangan SFF | 1000
| HP -
| Sonny Soemarsono P4 2,4 ST 40 HP '
0723 | eonh D530 | oz es), el 1000
| _ SFF | :
. HP |
Chepy Triprakoso Wartono, SE P4 24 ST 40 HP
72X N EpBIE o) | aHz el [l IR 1000
| 0725 R.Faksl = = I —
| Willem Maxmiliaan Tutuarima, HP P4 24 ST 40 i HP
0726 | SH U] X ol ! I 1000
FPDIP sFF | ™
Widodo Bujo Wiryono P4 2,4 ST40 HP
0727 | Fpprp D530 | o" | Tag | 2B | x 1000
; SFF e | 4
HP ' T
| | Deddy Sutomo P4 24 ST 40 HP
0728 | Fpppp 05501 Il criz &8 | i|==2 ! % | 1000
2l pSPE |} |
P Ji= ——
M. Gursh Soekarnoputra P4 2,4 ST 40 HP
0725 | eppyp D530 gnz GBI 12228 1000
| | SFF | |
. B |  SEN — | e |
Alexander Litaay P4 2,4 ST 40 | HP
0730 | Fpprp Dol e coRll [ 1000
| = — HE B — !
. HP :
Mangara M. Siahaan P4 2,4 ST 40 HP
073t | Eppip Ll Bety a8 || «x 1000
| SFF [
HP |
Theo Syalei P4 2.4 ST 40 | HP
9732 | Epprp el | ety @B | 6| «x 1000
i SFF | |
LANTAIS
SPESIFIKASI SIFAT PRINTER
NO USER it i 7 STAND
‘ TYPE | PROCESSOR = HARDDISK | RAM | CLENT ol
Royani Harninullah | HP | |
0801 | F- Partai Demokrasi 0530 P4 2,4 9. =D | 256 X HP
: ; GHZ GB | 1000
| Indonesia Perjuangan | SFF { | .
HP T I
Suparlan, SH. P4 24 ST 40 HP
0802 | FPDIP o | GHE GB 256 | x 1000




LANTAI 8
|
SPESIFIKASI
NO USER . MERK/ P . SIFAT PRINTER
| TYPE | PROCESSOR | HARDLISK | RAM | cuswt m
W. Eko Waluyo | HP |
0803 | F- Partai Demokrasi D530 g‘:é-“ %40 sl HP
Indonesia Perjuangan SFF ' 1000
HP z -
P4 2.4 ST40 HP
0804  Nur Suhud :
f D530 | o GB 26 X 1000
- SFF
. HP '
H. M. Said Abduliah P4 24 ST 40 HP
0805 | copip gggo GHZ GB 256y % | 1000
i | HP W
Ir. Hasto Knistiyanto, MM. Pa24 ST 40 | HP
0808 | FppIP g;’go GHZ GB 256 X ' 1000
- | : S ! | = =
ida Bagus Nugroho, SH. ‘P4 24 ST40 | 'HP
0807 | cppip 0530 | Gz GB 256 e & 1000
0808 | R. Foksi Ralion g‘;&-s \gBmo 128 X ':'522
Dr. Ribka Tjiptaning P4 24 ST 40 HpP
081 | eppip g;’g” GHZ GB 256 | x J 1000
IR. H. Rendhy A Lamadjid — = = 1 -
A S e o P424 | 8T 4 HP
0812 | MBA. D530 | o5 e 256 X
FPDIP - SFF | 1690
1 — 1 —[
Ir. lsmayatun P4 24 ST 40 . HP
0813 | cpp1p ggio GHZ GB 2561 ) 1000
: HP - = |
o . P4 2.4 ST40 HP
0814 ] -
Dra Hj. Siti Suparmi gg':zo GHZ GB 256 X 1000
s it =i =
Ramson Siagian, MBA ' P4 24 ST 40 HP
9815 | copip | ggl:zo GHZ GB S ' 1000
| 'H. Dudhie Makmun Murod, THe ' :
0816 | MBA. Gt g‘:_é"‘ g’gm 256 | «x i
‘ FPDIP | SFF _ 1000
E - HP :
Philip 8 Wijaya P4 2.4 ST 40 HP
9877 | kpplp oeal | GHz GB S50 AL X 1000
- |—P i —— . —_— —_—
Dr. A Sonny Keraf P4 24 ST 40 - HP .
0818 ' eopip g,fio GHZ GB == = 1000 |
- b i + —_— S —
0819 Drs. H Sumaryoto. SZBO P4 24 ST 40 258 HP
FPDIP SFF GHZ GB % 1000
— -5 1 ===
H. Mudahir Pa 24 ST 40 HP
0820 1 eppip gggo GHZ GB 286 || 1000
| = — i h —_—
| Drs Yoseph Umar Haad P4 24 ST 40 HP
0821 | Coprp D530} |lcrz GB 256 | «x 1000
. 1 | SFF
- — R i —
Ir Daniel Budi Setiawan, MM P4 24 ST 40 HP |
. 0822 | copip ggﬁo GHZ GB 256 & 1000
' = HP | — ——
Drs. Tukidjo, MM Pa 2.4 ST 40 HP
0823 | ropip glfgo GHZ GB 256 X 1000




LANTAI 8

NO USER TP | | iproces T
| PADCESSOR | MARDDIX | RAM cusm-‘ it
' Drs. Agus Condro Prayitno HP
| 0824 | F- Partal Demokrasi D530 2?45'4 gg‘m 256 . HP
| Indonesia Periuangan __|SFF | b
= ; HP | z 1
Nusyirwan Soejono | P4 24 ST40 | HP
0826 D530 GHZ GB 256 x | 1000
SFF o | & £
o i
Theodorus JK, Ir. P4 24 ST40 HP
0827 | roprp D330 ] oz aB 269y, * 1000
[7_ = SFF _ [
HP * i ;
Taufan Tampubolon, SE., M P4 24 ST 40 ' HP
0828 | eppip D30 i ez GB ese i | 1000
== 1 SFF | = 2 e =52
| : | HP [ i
Andreas H Pareira P4 2.4 ST 40 HP
B2 | FPDIP DSI0 | iz GB e [T 1000
_ SFF
. ; HP
Ir. Rudianto Tjen P4 24 | ST 40 HP
| ]
(el | FPDIP DS30 | gz GB 56K fl) 1000
L | SFF . )
; g HP [ —
Ir. Nazarudin Keimas. P4 24 ST 40 HP
0831 | rpppp ggﬁ” GHZ | GB 2 (1S 1000
| " " l Ll
= HP |
Sabam Sirait P4 2.4 ST 40 HP
0832 | copp D30 | oy GB 263 = 1000
== | SFF .
i = ==
LANTAI 9
ERK/ SPESIFIKASI SIFAT PRINTER
NO USER e e STAND
TYPE PROCESSOR | HARDOISK | HAM | CLENT JiniE
—— THP ' : - HP
H. Scekartono Hadiwarsito P4 2.4 ST 40
0901 . D530 ! 256 X Laser
. F- Partai _Demokrat | see | GHZ ‘ GB | | 1000
Everl Emenst Mangindaan, SE, | HP HP
0902 | SP D530 g‘:_é'“ SGE 0 256 | «x Laser
FPD - _ﬂ B | il | 1000
HP HP
0903 | R Sekratariat Pimpinan D530 g‘;’é“ g Y 256 | x Laser
e —— | SFF_ | . - 1000
HP HP
0904 | Burhanudin Bur Maras D530 (F;:_éd g <Y 256 X Laser
| SFE |- = 100
Crs H Sulan Bhatoegana, MM A2 P4 24 ST 40 a5
0905 | ory | Dsso | o e 256 | x Laser
| SFF L | L1000
| drh_Jhony Allen Marbun, MM, | T Pa24 | ST do | HP
0906 FF'!E) ' ' D530 GHZI GB 256 X Laser
| - | SFF | . | 1000
Syarfudin Hasan, SE, MM, HP HP
0907 | MBA D530 g‘:_é"‘ ggzxo 256 | x Laser
FPD | SFF___ 1 | | (000 |
0908 | R Fraksi Demokrat _ *
T HP I | | HP
0911 E;,% b eyt D530 g‘:_é"‘ gg 9 256 | «x Laser
T B _ r SFF " 1 " 1900_
0912 | DR. Jumaini Andriana JLERE P4a24 | ST 40 256 | x = | HP

14




LANTAI 9
I = “SPESIFKAS| I~ SFAT PRINTER
NO USER D
TYPE PROCESSOR | HARDDISK | RAM | CLENT ALONE
Sihombing D530 GHZ GB | Laser
.| F- Partai Demokrat SFF | 1000 |
' - HP HP
0913 EI;ISD H. Guntur Sasono, M.Si, D530 2-.?4 ;,4 SG:’; 40 256 » ey
sFF | ¢ | 1000
HP | "HP i
0914 ::‘:['fyan Gunastrah D530 | of 2 a0 | =6 | x | Laser |
| SFF__ | i_ | 1000
: HP | WP
0915 EF;E Liayan,Shoana, M) D530 g;g"‘ | =6 | ox ] Laser |
| | sFF | | A
| HP ! L
0916 ﬁ‘g’g” MBI Ds30 |02t | SGTB‘” 256 | x | Laser
NI |Che— | SFF__| - 1000 |
| HP | HP
0917 | m’;‘[’; Sopacua, SE, M.Sc D530 E‘Hg-“ 2;40 256 | «x Laser
| ! SFF | | 1000
WP HP
0918 :;'F',DS”""‘”O Mugtakio D530 | g?_é"‘ (SB'TB “0 256 | x Laser
. SFF | | 1000
| . HP HP
0919 g;gtad"- OB, SR, (KL D530 E‘l‘_‘%“ g“’ 256 | «x Laser
o SFF__ | | 1000
OR. H Hakim Sonmuda Pohan, HP HP
0920 SPOG. D530 g‘:_é"‘ gTB «J 25 | «x Laser
—— \EPE : : | SFF | | 1000 |
DA, H, Achmad Fauzie, SH, HP P424 | ST40 HP
og21 | 2" ’ D530 | o2 4 256 | «x Laser
_ SFF N 1000
. HP HP
0922 E;SE') SO D530 | gf_é"‘ gg <0 256 | «x Laser
l | SFF | | 1000
HP | HP
0923 :‘:";[')c”s =lanneiS i D530 g‘:_é-“ ggeao 956 X Laser
| sFF | @ | 1000
. HP HP
0924 gp genny Sultani Hasan, Phd D530 :L ;,4 gg 40 956 « Laser
— o | SFF | | 1000
—— HP HP
0926 L“;g”a”a' Silalahi D530 E‘Lg-“ gTB <y 256 | «x Laser
| SFF ! 1 | 1000 |
S HP HP
0927 Egga” Tahir, SE. MM D530 g?_é-“ g 38 256 | «x Laser
_ SFF | _ 0 | 1000
Ir. H MHD Yusuf Pardamean, HP HP
0928 NST Ds30 g?_é“l gg < 256 X Laser
FPD SEF 1000 |
| : "HP [ I HP
0929 ;’bé‘z‘dd'”' 5 D530 g“Hg"‘ gTB “ o56 Il x Laser
| e |SFF |~ ] | 1000
Benny Kabur Harman, SH . HP HP
0930 | MH D530 g?_é"‘ gg"o ser] (I Usscait
A e | SFF | [ 1000
Chandra Pralomo Samiadii HP
0931 | Massaid D530 g?_éd (SEE it 256 X :‘;00
| FPD | SFF



LANTAI 9

16

SPESIFIKASI SIFAT
NO ‘ USER | wmemkr | PRINTER
: TYPE | pROCESSOR | HARDDISK | RAM | CLENT ms“’”
- : HP HP
Indria Octavia Muaja P4 24 ST40 |
0932 ; D530 ' 256 X Laser
F Partai Demokrat sFF | GHZ GB |_ 1000 I
LANTAI 10
SPESIFIKASI SIFAT " PRINTER
NO USER it = ™ . T I (i |
i | CESSOR ARDDISK HAM CLIENT ALONE
_ P ! e L
Ir. H. Atte Sugandi, MM. P4 24 ST 40 ' HP
1001 | 2 bartai Demokrat [S)Ego GHZ GB 26 1% | 1000
; . HP i [ F—
Dion Hardi, BA P4 24 ST 40 HP
1002 F- Partai Golongan Karya gégo GHZ GB 256 . 1000
— HP | | —= —
Drs. Saidi Butar Bular P4 2,4 ST 40 HP
1003 | Fppy D530 | oz GB 2sSipNE 1000
I:SEE- £ - k= o
Dra. Hj S. Sumiyati. P4 2.4 ST40 HP
1004 | ok gggo GHZ GB 29 B 1000
Mayjen TNI (Purny lgnatius | HP | i "
1005 | Mulyono D530 2?43'4 (SEE 0 o )« ?OPOO
FPD y SFF | _
HP . [ =
Drs. Made Suwendha. P4 24 ST 40 HP
008 | rpai D530 | oz GB sl S 1000
1, SFFE .
- S P
Junus Effendi Habibie P4 24 ST 40 HP
1007 | cppy D530 | o7 GB 2SS 1000
$ SFF 3 i
HP
Boy M W. Saul P4 2.4 ST 40 HP
| 1008 | o D530 | gz GB 235 i & 1000
| SFF__ |
- HP
Ir. H. Azam Azman Natawijana P4 2,4 ST 40 HP
1009 | oy 0530 | gz GB 2% | «x 1000
TIr. H. Roestanto Wahidi P |, . =} |
1010 Dirdjojuwono, MM. D530 gﬁ%"‘ ger o561 Wil x '1*0%0
| FPD | SFF —|
1011 | Nirwan Amir ggso Paiga  ||IST 0 oo e
GHZ GB % 1000
Y (B | SFF _ ,
. — HP |
H Dijoko Soewindi, SH P4 24 ST 40 HP
1012 | oo D530 | .15 s 2565 X 000
5 —— SFF + — — "
— HP
H Tri Yulianto, SH P4 24 ST 40 HP
1013 | epp D530 | GHz GB 206 | x 1000
|1 __|SFF | . ‘ |
HP
. Agus Hermanto, MM P4 2.4 ST 40 HP
1014 | tpp DS30 | iz GB 230N 1000
_ | SFF & _ . !
— HP
Shidki Wahab Ps 24 ST 40 HP
1015 | eop o0 | GHZ GB 256 | x 1000
| DR Tala Zainal Mutagim, MM.  HP P424 | ST a0 HP
1016 | gy psio | GHZ a8 2565 x ol



LANTAI 10
SPESIFIKASI SIFAT PRINTER
NO USER pEAm - F BT
TYPE | PAOCESSOR | HARDDISK | RAM | cuew | i
, SFF
- HP
Teuku Riefky Harsya P4 24 ST40 HP
1917 | £ partai Demokrat 2530 | ahz GB il I | 1000
> :
H Daday Hudaya. P4 24 ST40 HP
105 Fopy 00 |z aB 2561 47 % 1000
= . | S=E !
Suryo Supeno P4 24 | ST 40 HP
] = o020 | Gz GB 200 Xl 1000
— i_P !..— - i - f..,._ ——
F.X. Soekarno, SH. P4 24 ST 40 ; HP I
1020 | Lo D530 | o o ! 256 x| 000
_| SFF | o
' e "HP . -
Hasanuddin Said, AK P4 24 ST40 HP
' - |
1027 | oy 220 | ahiz GB ‘ e 1000
— P - 1 | ; —
Drs. Balkan Kaplale P4 24 ST 40 HP
g2l = D530 | oo e 256 X it
) SFF _ - l
1023 | Drs. Barnstein Samuel Tundan 3230 RhE | Sl 40 256 X l HP
' spE | GHZ GB | 1000
[ I =0 T2 S| ='
H. Saleh Djasit, SH. Pa 2,4 ST 40 HP
| 1024 | o0 Golongan Karya | 9020 | GHZ GB €55 [ = (000 |
——t—— — Wl " = '
Musfihin Dahlan P4 2.4 ST 40 HP
| T ggg” GHZ | B a9 ‘ J 1000
= . AT . | auked |
Drs. Ferry Mursyidan Baldan. P42.4 ST40 | HP
1026 | ppek o0 | @z GB 26 | x | 1000
- : HP - - - 3 4 —
Nusron Wahid. S8 P4 24 | ST 40 ‘ HP
1027 | paK 50 gz | a8 56 | x 1000
| : | SFF___| | | |
: HP ' '
Drs. H Riswan Tony DK. P4 24 ST4 | HP
1028 | ‘oo 050 gz e 2yl 1000 !
' H Gush tskandar Sukma HP . : ] 1 i_ o
1029 | Alamsyah, SE ps30 | Pt 24 gT 0O | 5 | x ol
FPGK SFF B
_1030 | Drs H-.I-.larry Azhar Azis, MA -.EE;JO .' P4 2.4 ST 40 = X HP
| FPGK i GHZ GB | 1000 |
| o | S
Ir. Achmad Hafiz Zawawi, MSc P4 2.4 ST 40 HP
1051 | rpex D530 |lenz GB A ) | 1000
|| — { SFF o) B , |
: HP ' | |
Ir Agusman Effend:. ‘ P4 2,4 ST 40 HP
1032 | epgk D530 | gz GB Cil " | 1000 |
. L SFF . . s = |
_ LANTAI 11
SPESIFIKASI SIFAT | PRINTER
NOQ | USER | = 7 STAND
, . TYPE | PROCESSOR = HARDDISK | RAM | CLENT |: ALONE | |
- 1101 | Trisnawali Karna, SH HP P4a24 | ST 40 256 | x| HP 1000

-

17



LANTAI 11
i | SPESIFIKASI { GIFAT PRIVTER
MERK/ _.c L
NO USER | TWE | moomson | KARDDISK | RAM | cuewr | STARD
0630 | GHZ GB
i SFF i
HP P424 | ST40
| 1102 | H. Mardzuki Achmad, SH 0san " 206 X | HP 1000
| |spr | OHEZ a8 1
I TP {on i \
Dr. Charles Jones Mesang '. P424 | ST40 HP Laser
o | F- Partai Golongan Karya gggo GHZ GB 50 s ._ 1000
1 HP T 1 =
Ir. H Awal Kusumah ,M.Sc | P42,4 | ST 40 | HP Laser
104 | coe | g's:go GHZ GB 256 = 1000
H. Abdul Nurhaman, SIP, | HP i A =
1105 | 5.S0s, M.Si. |pesn (0% 247 (FBT40 256 |« HP 1000
FPGK | SFF
i T T - R i il
1106 Drg. H. Tonny Aprilani, MSc D530 256 " HP 1000
b | SFF |
Drs Eidie- Suwandie P I -
1107 ' ' D530 256 X HP 1000
- Doy SFF ' .
' 1108 [ R Poksi FPG ) ] | =
Ny Dra, Truiiyanti HP , | '
1111 | SHabibie M.Psi. D530 286 | «x HP 1000
‘ = | FPGK _SFF | ]
' ' P P424 | ST 40 | | -
1112 | Drs. Enggar Tiaso Lukito D&a30 GHZ GB 256 X HP 1000
‘ SFF |
= T | - ' S T
1 | ?:A;g?(mmad Sothian Mile, SH ‘ 4= g::_' ;,4 2;40 % |10 | e
Drs. H. Djelantik Mokodompit P4 24 ST 40
114 | Corue gf_»lszo pop e 266 x HP 1000
== T ! I ——
Hj. Marliah Amin P4 2,4 ST 40
\ 118 | b gggo |GHZ = %6 | x | HP 1000
i . . "HP ! ? & i
H. Andiwahab DT Majokayo [ P4 24 | ST 40 ‘
‘ 14961 25 e !gsao e | g8 256 X HP 1000
Sa— L FF ; e 1 — e 1
| 1_”7 Drs. Ismaill Tajuddin. '[')';30 Paza |sTa | oy . e ois
FPGK SFF GHZ GB
Ors H_Slamet Effendy HP [ T I|
1118 | Yusuf MSi. psso (P24 (TN | w6 | HP 1000
LERGEE — —— — ___ISFF | | | 15 = .
: P '
GBPH H. Djoyokusumo P4 24 ST 40
gL meis gggo it o 256 X HP 1000
il ————— | T T —
Drs. H Priyo Budi Santoso P4 24 ST 40 I
120 | oo g'f:»ls:o GHZ : GB 256 x HP 1000
~ | Dra_Hj Maryamah Nugraha  HP | o, ' = '
1121 | Besoes | D530 24H§'4 e 66 | x HP 1000
FPGK SFF I o= | | 1'
" Dra_ Sri Harini HP |Pa24 ST 40 '
1122 e psso |GHz  |eB 2% | x | 1800
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LANTAI 11
‘ SPESIFIKASI SIFAT PRINTER
NO USER et TR
TYPE | PROCESSOR | HARDDISK | RAM | CLENT ripse
= 2 SFF !
; HP =
M. Akil Mochtar, SH., MH. P4 24 ST40
e F- Partai Golongan Karya g‘f::go GHZ | GB &6 X od} gedlcl
Drs. H. Hajriyanto Y. Thohar, HP = . : NG 3
1124 | MA sz |24 1T O | oasg | HP 1000
| FPGK SFF 5-
i E HP | = o=
Dewi Asmara, SH. P42,4 ST40 | | ,

1126 EPGK gggﬂ GHZ B %6 | x : ! HP 1000
l L £ — } g ! < /A I
| - HP | i

Drs. H Djoko Purwongemboro. P4 24 ST40
127 FPGK D530 GHZ GB 256 X HP 1000
== - - SFF _ f !
| - HP ! i
H. Asep Ruchimat Sudjana P4 2,4 ST 40 |
1128 FPGK D530 GHZ B 256 X HP 1000
— SFF ! || A
: HP - |
Drs. H. Deding Ishak, SH, MM P4 2,4 ST 40
1129 | v D530 | of° il 256 | x| HP 1000
- - SFF " - ——y
_ = — b ol
Melchias Markus Mekeng P4 2,4 ST 40
1130 FPGK D530 GHZ GB 256 X . HP 1000
- SFF | | 1
. HP |
Drs. H. Wasma Prayitno P4 24 ST 40
1131 EPGK D530 GHZ B 256 X HP 1000
. | == | SFF
' P P4 24 sTa0 | |
1132 | Muhammad S. Hidayat 0530 N 256 X HP 1000
I GHZ GB |
—— — SFF i e
LANTAI 12
i = MERK/ | SPESIFIKASI SIFAT | PRINTER
e . TYPE | procEsSOR | HARDDISK | RAM | CLENT | i:g:g I
| Andi HP P4 24 | -
Andi Mattalalla, SH, M.Hum g
| 1203 | Vo ) Golongan Karya | gggo GHzZ ST 40 GB | 256 X | HP1000
i ' .. 'HP TPaza ] [ "HP
205 [ errerye i D530 | GHZ STOGB | 256 | «x Laser
- | SFF | . ! 1000
. HP P4 2,4 | HP
1208 | e BEndsmagySy D530 | GHZ STeG | 26 | x Laser
, | SFF_ | = | | 1000
: . HP P4 2,4
1209 | H. Ebby Djaunarie D530 | GHZ ST4GB | 256 | « HP1000
FPGK
' ..SFF — e ' L L.
HP P4 24 HP
1211 | Aisyah Hamid Baidlow D530 GHZ ST 40 GB | 256 X Laser
SFF 1000
' . THP P4 24 THP
oo eSS S D530 | GHZ ST4OGB | 256 | «x Laser
SFF | | 1000
—— P | Pa24 ' ' | HP
1213 ::szrd'soes"o D530 | GHz ST GB | 256 ‘ x ‘ Laser
M | = | sFE_ | ‘ _ : | 1000
1214 | Drs_Kahar Muzakir P | P424 | ST40GB | 256 | x I He
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LANTAI 12
. i weRR | SPESIFIKAS! | SIFAT | PRINTER
TYPE | pRocESSOR | HARDOISK | RAM | cuews l e
' F- Partai Golongan Karya D530 | GHZ ' " Laser
| I SFF 1000
: HP Pa2.4 HP
1215 E;séfa’“' Siska D530 | GHZ ‘ ST 40GB | 256 | x Laser
= ] SFF & e 1000
HP P4 24 : : HP
1216 | Rahmat Rahayu Abdullah D530 GHZ ST 40GB | 256 X Laser
; B |11 | M| =7 1000
| | HP |PA24 | | HP
1217 | Drs. AH. Mujib Rahmat D530 l GHZ ST4GR | 256 | x | ' Laser
hseRt - L 11000
T HP Pa2.4 : | HP
1218 ?;&Ha’“"" D530 | GHZ ST40GB | 256 | x | | Laser
I | SFF _j000 |
; "HP P4 24 HP |
1219 | ::ngs°ehars°‘°' D530 | GHZ STHGE 256 | x Laser
e == b S ' 1: || 1000 |
: HP P4 24 i HP
1220 E;Sc';r'(i Stlaeman Bifend D530 | GHZ | ST4GB | 256 | x Laser
_. & _|sfr Lol | 1000
: HP P424 | == HP
1221 ',_fi,gf(ha' Romb, M 8. D530 | GHZ STa0 G | 256 | x Laser
Ji - N | 1000
) HP P4 2.4 HP
1222 E",z:g“" @Gunandjer Sudarsa. | ey | gHZ | st aoee | 26 | «x Laser
| SFF .; | | 1000
, ‘ HP P424 i |HP
1223 Eﬁg’l'(a”syah' SE, MM. D530 | GHZ ‘ ST4G8 | 256 | «x ' Laser
== b= - .aS_FF_ — — — L - 4!- !1000 ——t
. . HP Paz4 | "HP
1224 | Brs.KCH. Anmad Derod) DS30 | GHZ ST4GB | 256 | x | Laser
FPGK |
i e I L | lwoo |
1225 | R Poksi VFPG | NS alll_ | !
= : HP | P2 24 ' v !
‘ 1226 ’,f.";g;?'“ M. Said, SE, MBA D530 | GHZ ST 4GB | 256 X Laser
| | e _ s 4 - L 1000
: HP P4 2.4 HP
jp27 | Robed Joppy Kardinal D530 | GHZ ST 40GB | 56 x Laser |
FPGK
|_ ser | [ —— | —, | w0 |
. HP P4 2,4 :
1228 E;,sé;de Kamaruddin D530 | GHZ ST 40 GB | 256 ‘ x
g =4 SFF | | |
— HP Pa 2.4 ; HP
oz | e BoeieetiaiSaid D530 | GHZ ST 40 GB ‘ 256 | x Laser
) I _iseR | _ .} ‘ |00 |
HP P4 24 I HP
1230 | Dr H Ui Asdjudiredja, SE PhD D530  GHZ ST4GB | 256 \ Laser
| SFF B 1000
HP Pa 24 | -
1231 | Drs. T Muhammad Nurlif D530 GHZ ‘ ST 40GH 256 X | HP 1000
_ = | SFF i L UNE '
Drs. H Mohammad Hatta, HP P424 i HP
1232 | MBA D530 | GHZ ST 40 GB 256 X Laser
| FPGK |sFE | | 1000
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LANTAI 13

— SPESIFIKAS| SFAT PRINTER
NO USER "
TYPE | processon | HARDDSK | RAM | cuswr | SPRD
2 HP
Drs. H. M. Irsyad Sudiro P4 HP
TS0 F- Partai Golongan Karya . gggo 24 GHZ e x 1000
* - 5 . i m 1 1 it
DR.H. M. Markum Singodimejo. P4 | HP
1302 | rpax gg::o o4 Gz [STADGE 5 7% 1000
1303 Hj. Hayani Isman Soeloyo. 5230 P4 ST 40GB 56 % HP
FPGK SFF 24GHZ JI_ | 1000
| P 1y e
1304 | Drs. Muhammad Aly Yahya D530 ST4GB | 256 | «x :
SFF_ I 24 GHZ ) 1000
Auha Aman Rachman, SH., HP P4 HP
1305 | M.Si, D530 54 GHZ ST 40 GB 256 X 1000
_FF’GK | SFF = N -
: | HP |
Bobby S5.H. Suhardiman - 2] | ' HP
1305 | Fpak | Dt Woneng || ST 818 | B 1000
| | HP s
Dioko Subroto | P4 HP
8397 | epaK o |24 Gz | SrdaeE | =8y X 1000
: L P4 | P
1308 | H lyas irdiyah Iskandar D530 54 GHZ ST4GB | 256 X 1000
SFF ; {
_ T — .
| Dra Hj Faridah Effendy P4 HP
181 | ppak o egeas [ETHGE (LSS 1000
o - a — R
Ir. Hamzah Sangad;i P4 HP
1312 | epak L0 (2aeny | PRUOSE |G 1000
- - | P4 HP
1313 | H. Hasanudin Nuradi, SH D530 24 GHZ ST 40 GB 256 X 1000
R B 51 | S .
. HP |
1314 | Alfifudin Tayib D530 ‘ ;‘L Gz |ST®GB | 2% | «x :'opoo
SFF i = [
e HP =1
| Muhayan Hassan, SH. | | P4 He
13981l pneic 050 |2aanz |5 G| i gl = 1000
S — e —— ] HP 5 i m— _ .| R
Dr H. Abdul Gafur P4 HP
18318 | con ts)ggo 24 GHZ ST 40 GB ! 256 | x | 1000
S—p— = ' HP i = '
Adi Putra Darmawan Tahir P4 HP
1317 | epak o Mgy |[EETSSIERY = 1000
M. Azwir Dainy Tara, Or, H. | HP : o4 1 Hp
1318 | MBA D530 54 GHZ ST 40 GB 256 X 1000
| | FPGK L = | |
| HP
H. Azwar Chesputra, SE P4 HP
1319 | FPGK gggo | 24 GHZ | ST 40 GB 256 | x 1000
— I. - - HP_ " Fo—_— —— - 44— T
Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME | P4 HP
1391} coke Geaul g aenn ((FTAEB )| &8 [ % ' 1000
Budiarsa Saslrawinala ‘P P4 . - HP
1321 | epek psso_ |ooapz |(FT4058 ] 256 | & 1000




LANTAI 13
MERK/ SPESIFIKASI SIFAT PRINTER
TYPE | prOCESSOR | HARDDISK | RAM | cuent | SO
SFF |
Adiwarsita Adinegoro P4 HP
e F- Partai Golongan Karya gggo 2,4GHZ STa0GE | 26 o 1000
= T I i HP =
Ir. Airlangga Hartarto, MBA. P4 - | HP
P23 | epcK D590 lascsz | T |HQE & 1000
= - — |_p T
Drs. H. Zulkarnaen Djabar, MA. P4 HP
1324 FPGK gggﬂ ; 24 GHZ ST 40 GB 256 X 1000
— = e —Te T = 2 v
Ny. Dr. Mariam Akib Baramufi | P4 HP
8% | Fpak Do |2seaz | STREE FEE 13 1000,
5 ; HP == = T TS
= Dra. H|. Mustika Rahim. | P4 HP
1927 | Fpak b0 Wadoua JORORDE RS & ) ' 1000
—_— | — - I HP - r ——! — —_—
- Syamsul Bachri, M.Sc. . P4 HP
1328 | epok [2890 Hpqowen || “FADCH JIER ]| X | 1000
= ; - P o — & Bl
= Drs. H. M. Fachri Andi Leluasa. | P4 . HP
1329 | FPGK gg:io ‘ 24 GHZ ST 40 GB 256 x 1000
5 f = | A
- Hamka Yandhu YR. SE P4 | HP
1330 | Fpek 00 llaacuz |STREB|I%S ‘ X 1000
—,——— ...ﬁnp_o-- - | e
- M Ydrus Marham P4 HP
1331 | Fpak. 2530 lageun [|SFICE Y R | x | 1000
- = HP i = =y =
— Ny Hj. Nurhayall Yasin Limpo. | P4 HP
1992 | Fpak ol Noamne (TR S X 1000
LANTAI 14
e SPESIFIKAS! | SIFAT PRINTER
£ No | USER TYPE | PROCESSOR warpDISK | RAM | N '| s
= Dr H Marwah Daud lbrahim, | HP | o4 HP
. 1401 | MA 0530 54 GHZ ST 40 GB 256 X | 1000
I F- Partai Golongan Karya SFF || | 4
= = = HP '
Josef A Nae Soi | P4 HP
— 1402 | FPGK géﬁﬂ 2 AGHZ ST 40 GB 256 X 1000
[ = | HP ' ' i T | ——
H M Malkan Amin. | P4 | HP
— 1403 FPGK gggo 24 GHZ | ST 40 GB 256 X 1000
1404 | Me-lchias Markus Mekeng E';SO P4 | ST 40 GB 256 N HP
0 FPGK SFF 24 GHZ | - 1000
Viclor Bungtilu 1 aiskodat, SH P4 | HP
) (Bl 15 Do leamm FHREL| 29 )| 2 1000
' T —— _.|-P —
Prof  Anwar Arifin, S.ip, DIDS Pa HP
A 1406 FPGK [S)EEO | 24 GHZ ST 40 GB 256 X 1000
1407 | Mesir Stiryadi, SH, H W P ST GB | 2% | x HP




LANTAI 14
NO USER MERK/ ] SPESIFIKASI SIFAT | PRINTER
TYPE | PROCESSOR | HARDOISK | RAM | SHEM S
| F- Partai Golongan Karya D530 | 24 GHZ 1000
SFF
wog | Hi Nanie Hardinyanyi, SH, ';;30 P4 573068 ¢ 'r £
M.Hum 24 GHZ | 1000
| SFF | 1
HP |
1409 | R Poksi Golkar psso | P ST4GB | 256 ! b
24 GHZ | 1000
SFF___ | i
| o | P | HP
1410 | R. Poksi Golkar D530 24 GHZ ST 40 GB 256 | | 1000
SFF | |
Dra. Hj. Chairunnissa, MA, P4 | HP.
1411 FPGK D530 24 GHZ ST 40 GB 256 1000
SFF
i HP
Drs Mukhtarudin. P4 HP
1412 FPGK D530 2.4 GHZ ST 40 GB 266 1000
SFF
HP '
Drs Theo L Sambuaga, P4 ' HP
1413 EPGK . D530 24 GHZ ST 40 GB 256 1000
= f——— —= ——= - JSER 1
i - . HP =
Drs. H. Djelantik Mokodompit P4 HP
1414 FPGK D530 24 GHZ ST 40 GB 256 1000
] . | SFF .
i HP
Asiah Salekan, BA. P4 HP
1315 | Eneie B3390 | Nla7 Gz (flPTAGE 956 1000
' - | SFF _ . ‘
| - : | HP I
H Gusli Syamsumin P4 Hp
1416 FPGK ggg() 54 GHZ | ST 40 GB 256 1000
' Prof Ors. H Rustam E W | i =
1417 | Tamburaka, MA_, Ph.D D530 54 GHZ ST 40 GB 256 1000
. | FPGK __|sFF & = | |
; HP
Drs. H. M Syarfi Hutauruk | P4 HP
1418 EPGK D530 | 24 GHZ ST 40 GB 256 1000
| SFF !
HP
Rambe Kamarulzaman, M Sc, P4 Hp
1419 | Fpgk 2 | [lzaesz |ET0 9B Y26 1000
" Drs. H Mohammad Ichwan HP % [ I
1420 = Syam D530 54 GHZ ST 40 GB | 256 1000
——FFPGK. = ——§SFF ' ‘ _
| HP |
Bambang Sadone, SH, MH. P4 HP
1421 FPGK D530 24 GHZ ST 40 GB 256 1000
. | : . SFF | _r = !
; HP
H Dito Ganinduto, MBA. P4 Hp
1422 FPGK D530 24 GHZ ST 40 GB 256 1000
| l | SFF . . |
i HP [
Drs H. Riswan Tony DK P4 HP
| 1423 | epgi gggﬂ 24GHZ) BT S | == 1000
| L i - | b —_— .
HP
Drs HN Serta Ginting P4 ‘ | HP
124 | Fpai " leaenz [FRRICEN) 1256 1000
—— = | SFF | | { | | !
HP . ' -
1425- | Dr (IPB) H Bumer Pasariby, P4 ‘ HP
B | SH, SE Ms 3%20 paGHz |STHGB | 256 ‘ g 1000




LANTAI 14

- T (T SPESIFIKASI | SFAT PRINTER
TPE | proceSsOR | warobisk | RAM | O | ETAND
1425. | Drs. Mahadi Sinambela, MSi. P4 HP
1 F- Partai Goiongan Karya ' gg‘;’o 24 GHZ ST 20.68 = = 1000
= i _, I g
1425- : P4 , HP
3 Antari Malik gggﬂ 24 GHZ ST 40GB 256 X 1000
; T THP : ' i
H. Sudarman Wiryatmo, SH, P4 HP
1426 M.Hum | g{gio 24 GHZ S5T40GB 256 x | 1000
5 [P P4 ‘ T
1427 [ Drs. Imam Syaidi gggo 24 GHZ ST 40 GB 256 X 1000
ir. H. Herman Widyananda, HP = | T ~ =
1428 | SE., M.Si D530 Guz |(ST40GB | 258 X 0
FPGK | ses ) &4 OH 1900
; . e i = )
Drs. Simon Palrice Morin. P4 HP
1429 | coek sl PP Saduete ) [l [l 1000
— T “THP Ve
GDE Sumarjaya Linggih, SE. P4 HP
1430 | epgk oor” | 24 GHZ | SNeage, || e | 1000
=== -l HP e 1
Yorris T.H. Raweyal P4 HP
143111 Freie oo’ |24 GHZ ‘ bt el BB | 1000
Dr. H. Happy Bone Zulkamaen, | HP Py | = | HP
1432 | MS. D530 24 GHZ | ST 40 GB 256 II X | 1000
FPGK SFF |~
LANTAI 15
| verr | SPESIFIKASI SIFAT PRINTER
NO USER TYPE  pROCESSOR | HARDOISK | FAM | S | S
S | | l |
H. M. Yunus Yosfiah HP fiee A i i
1502 | F- Partai Persatuan | D530 24 GHZ ST 40 GB 256 %0 1000
__. Pembangunan 1 2 I
"Drs_H. Endin AJ_ Soefihara, HP ™ | HP
1503 MM D530 | oacHz |ST4GB | 256 X 000
FPPP | SFF B .
1504 | | : i =l
1505 | Drs. Lukman Hakiem l[_}Ig'e.o P4 ST 4GB | 258 | £l
FPPP sER  1ed GHZ g 1000
— B = H: et i
. HP
| Drs H Anwar Sanusi, SH,. MV P4 HP
1508 FPPP [S)gﬁD 24 GHZ SY 40GB | 256 X | 1000
2 I : = i i..HP 4 = =2 _GB T | J:—
1507 | H Ledi Suryadi B Sc | gggo 24 GHZ | ST 40 256 X | 1000
—— ﬁw 4 e T — ' _ & Iv
H. Achmad Farial P4 HP
1511 FPPP gggo 2.4 GHZ ST 40 GB 256 | «x 1000
— R —eie ) :
. _ P
H Sukardi Harun P4 | HP
1512 FPPP 3220 ‘ 24 GHZ ST 40 GB 256 | X | 1000




LANTAI 15

= SPESIFIKASI SFAT | PRINTER
NO USER TYPE | pROCESSOR | HARDDISK | RAM GL',E" iwm
. HP HpP
H. Burhanudin Somawinata, D530 P4 ST 40 GB 256 -
1513 S.80s SFF 2.4 GHZ 1000
Drs. H Djabaruddin Ahmad HP Pa HP
1514 | F- Partai Persatuan D530 24 GHZ ST 40GB 256 X 1000
Pembangunan SFF |
Drs. H A Chozin Chumaidy. | P4 sraoan | oS0 Hp
1515 | oS ™ B30 loo pigz (ST 1000
FPPP i
P ' HP
Drs. H Hasrul Azwar, MM P4 . <
1518 | _ro DS30 |,y guz |ST0GB | 2% e
FPPP SFE .
l HP " HP
| . H. Akhmad Mugowam. P4 !
157 || s ¥ 4 D530 |,y oy |STGE | 256 | x 1000
FPPP e :
|
- HP = HP
5 || = st DS |0 oz |STHGB | 2% | x e
FPPP leee |23 l
H. Yusuf Rizal Tjokroaminoto. | HF P4 oo [ sca . | HP
eyl T IEUSR SRR © s |, o (ST | i
FPPP SFF i 1 _
= . HP ' HP
20 H. Chairul Anwar Lubis DS30 P4 | ST 0 GB 258 . T
1520 | ppp ory. | 24 GHZ ]
HP HP
oy nnad e SREH  hpey (R4 sTwee | 26 | x o
08 | FPPP cer, V2a ! |
| = . ==
5 | H Syafriansyah, BA psyo | P4 ohz |ST40GB | 256 | «x 1000
522 | Fppp sFF | 24 .
- si ST HP
3 Sa'adun Syibromalisi, Drs, H. DS30 ST 40 GB | 256 x T
1523 | rppp oPE | 24GHZ
H Suharsc Monoarfa D530 ST 40GB | 256 % 1000
1524 | rppp SFF | 24 GHZ
52 | sexrerariar PPP | | |
| - LT | HP
6 | H. Yudo Paripurnc, SH | D530 4 e ST 40 GB 256 & 1000
1526 | cppp | srF | 24 |
| HP P4 | | HP
527 || e Rabman' Syagalf ‘ D530 az |(STHGB | 258 | x ek
! FPPP i |
: 'HP ' HP
5pg | Zanul Tauhid Saadi, Ors. H. psan | P4 , |SToGs | 256 % A2
152 ' FpPP i 24 GH .
| THP HP
g | H Maiyasyak Johan, SH, MH DS30 P4 ez | ST40GB | 256 . 1000
1529 | eppp gl 167 !_
, | HP o HP
H Machfudhoh Aly Ubaid D530 4 oz ST 40 GB 256 . 1000
1530 FPPP = 24 |
- .l [ HP
3 ‘ Drs H. Lukman Hakim Saifudin, D530 P4 > ST 40 GB | 256 . ‘ 1000
1531 | rppp SR | 24 GH | |




LANTAI 15

N UEER MERS SPESIFIKAS] _ SFAT | PRENTER
T™PE | pRbooimoR | HAMRDEX | AAM mrﬂ' ﬂm
A Hafidz Ma'soem, Drs, H. ' HP P '
332 | F- Partai Persatuan D330 nd 3T 40 GA 256 X HE
Pembangunan 5FF I RS i
LANTAI 16
O USER MERK/ SPESIFIKASI _ SIFAT — PRINTER
TYPE | processon | HARDDISK | RAM | CLENT f{g:E
H. Sofyan Usman ' HP = T v
1601 | F- Partai Persatuan | D530 ;‘L - 240 256 | x '1'(';00
| Pembangunan SEF___ 1™ | L | i
Drs.. H. Arief Mudalsir Mandan, HP Pa ST 4G P
1602 | M.Si. D530 ko e aa 256 x el
| FPPP B |SFF | & _
- "HP ' i T
Drs. H Tosar Widjaja. P4 ST 40 HP
1603 | popp D530 | 5 4GHZ | @B 222 [ 1000
SFF
1604 | Thoerus ggao P4 ST 40 056 ‘ | o
24 GHZ | GB o 1000
" - SFF — - — '] -
1805 | Drs. H Tosari Widiaja. ggso P4 ST 40 = | HP
FPPP 24GHZ GB x 1000
SFF : | L] — l| 1]
. - 3 HP |
H. Daromi Irdjas, SH., M.G; P4 ST 40 HP
1606 | cppp D530 |54 aHz | GB &5 ‘ : | 1000
HEE | SFF | ;
: T H I
M. Fakih chaironi P4 ST 40 HP
1607 | cppp gg:;o 24 GHZ | GB 256 | x 1000
1608 | R. Fraksi PPP = == 1 ‘= " '
. i W .. 1
KH. ismail Muzaklki. P4 ST 40 HP
1611 | cppp DS30 | 546HZ | @B 26 | x 1000
il SFF | . e
. HP
Dra. Lena Maryana Mukti P4 ST 40 HP
1612|| crts D530 | 24 61z | 68 256 x e
| SFF | |
. . HP '
H M.Syumli Syadli, SH P4 ST 40 HP
1613 | pppp 0330 l24aHz  GB ESOH | 1000
_ SFF — =
HP
Togk H Muhammad Yus P4 ST 40 HP
1614 | Do, D530 |, oz | @B 256 X o
—_—t —_— SFF " - — — B ¥
HP
H. Soelaeman Fadeli P4 ST 40 ‘ HP
1615 rppp D530 5aiaHz @B &8 * 1000
. (SFF =% | | |
: HP
DR H. Muchlar Aziz, MA P4 ST 40 HP
1616 | rppp 0530 |54 6HzZ | @B 256 | x 1000
I, - |SFF_ | & _ |
= HP '
H Rusnain Yahya. P4 ST 40 HP
1617 | pppp | D530 | 54 GHZ | GB aadl I ‘ 1000
[ SFF__ | | = T {
: - HP =
H. Habil Marati, SE P4 ST 4C | HP
1618 | copp glf_’go 24 GHZ | GB 256 | x 100
1619 | H. Endang Kosasih, SE, MA_ HP | Pa | ST 40 256 | x s

o




LANTAI 16

MERK/ | SPESIFIKASI i, SFAT | PRINTER
NO USER | i [ sTAND
TYPE | PROCESSOR = HARDDISK | RAM | CUENT el
F- Partai Persatuan D530 | 24 GHZ | GB | 1000
| Pembangunan SFF ;
| . HP | I | |
H. Syahrial Agamas, SH P4 ST 40 HP
1620 | cppp gglszo 24 GHz |GB %6 g | 1000
— "'HP ! | [
H. Romzi Nihan, S.IP. P4 ST 40 HP
121 | eppp D530 |24 6HZ | GB 2Qy| = | 1000
| SFF | | Y :
. NS 'HP | | S o
Hj. Sundari Fitriyana, S.Ag. ' P4 ST40 HP
1622 | copp D530 | ,aGHz |GB 255y x 1000
= o SFF _ By
o HP
H. Husairi Abdi, Lc. P4 ST 40 HP
1623 | topp 0530 |56z |GB 2561 x 1000
B | SFF |
—— HP l
H. Efiyardi Asda P4 ST 40 HP
1624 | copp D530 | 54 6Hz | o8B SS6H i 1000
SFF | -
1625. | Hudori ggso o L4 256 o
1 24 GHZ | GB X 1000
_ SFF _ = =
1o e Al Deso | P4 U 40 256 HP
2 il 24 GHZ | GB X 1000
| SFF |
1625 | HM_ Hifni Syarkawie Ny | Pa ST 40 - HP
3 | FPPP P 24 GHZ | GB X 1000
-  THP [
Drs. H. Ahmad Kurdi Moekri P4 ST 40 HP
26 | cppp D530 | »46HZ |cB ES6H I 1000
| SFF | I
: . . HP —
K H Amin Bunyamin, Lc P4 | ST 40 HP
1627 | cppp g’ggo 24 GHZ | GB =2l s 1000
- . - ; : HP - - co— — %
Ny. Hj. Mahsusoh Ujiati P4 ST 40 HP
1628 ' opp D530 | o4 Gz | GB 255 e 1000
—_— - SFF— +
HP
Ma'mur Noor, KH P4 ST 40 HP
1629 | copp 0530 1.4 aHz |8 asn 1 = 1000
. SFF _
: HP
HM Al Amin Nur Nasution, SE P4 ST 40 HP
1630} NEppp D530 | 5 5GHz | GB 235 | S 1000
SFF
| : _ o ==l 1 —
H Andi M. Ghalib, SH, MH P4 ST 40 HP
1631 | copp D530 V54 GHZ || GB SN 1000
H — + SFF - 1l S —— ——
1632 | H. Uray Faisal Hamid, SH ggao P4 ST 40 - HP
FPPP 24 GHZ | GB 4 1000
| SFF
LANTAI 17
= ' ssen VRt SPESIFIKAST I SIFAT PRINTER
| TYPE  procESSOR | WARDDISK | RAM | CUENT | 5 o0
"H.M Khadir M Wafa, MA. | HP = e
1703 | F- Partay Kebangkitan D530 ST 40 GB 256 X
24 GHZ 1000
| Banasa | SFF -




LANTAI 17

— SPESIFIKASI SIFAT | PAMTER
NO USER TYPE | pRocesson | HARDDISK | RAM | cumn | STAN |
ALONE
1704 | Fraksi PKB il [
1705_| | = r - 5 £
H. Ali Mubarak, AMdPar HP 2 | s
1711 | F- Partai Kebangkitan D530 ST 40GB | 256 X
2.4 GHZ 1000
Bangsa SFF : A}
: = HP
Drs. Mufid A. Busyairi. Mpd. P4 HP
712 ) oo I:S)ggo 24GHZ | STauGs | e3a| \=2 1000
HP 1 i 1
Ahmad Anas Yahya | P4 ! Hp
1718 | s D530 |, gz |ST40GB | 256 X ' 1000
| SFF = -
= 'HP I R /
H Muhyiddin Arubusman P4 | ; | HP
714 | ook , gggo sagHz |STAE | 25| x | 1000
| DR Munhammad AS. Hkam, |HP |, === ' N
1715 | MA,, APU. D530 |,,gnz | ST4GB | 256 X [V
__FPKB e T 1| . |
, 3
R. Saleh Abdul Malik P4 HP
1716 | rpya 090 |24 GHz IST 401G, 1)=e6 1 x| 1000
"H. Taufikurrahman Salen, | HP 3 ' — | I =14
1717 | SH.M.Si. D530 |, gz (STHGB | 256 X [t
FPKB | SFF ' - | I
= HP ] .
H. Ario Wijanarko, SH P4 ' HP
1718 | epe o | 246Hz | SEOaR ) &t | ¥ 1000
| Dra. Khafifah Indar HP = 4_ B = e
1719 | Parawansa D530 | 5, oz |ST40GB | 256 | «x | 000
| | FPKB 3 i _ |
‘ Prof. Drs. H Cecep HP | Pa ' HP
1720 | Syarifuddin D530 |,z |ST40GB | 256 X ide
| FPKB |sF | 1 . |
1721 | A Elfendy Choirie, M Ag, MH .[-)';30 P4 ST 40 GB | 256 | x ol
anth o, Il = 2.4 GHZ 1000
i = | ora. Badriyah Fayumi, Lc ‘ .[-)';30 P4 i el - | . WP
FPKB 24 GHZ | I 1000
| 1 5FF f=— il |
T S o HP T - -
Dra. Saidah Sakwan P4 Belum
728 || o | gggo 24 GHZ | ST 40 GB | 256 X S
| "H. Bachrudin Nasor, S5, HP [ P4 '| = HP
1724 | MM D530 | ,, oy |ST4OGB | 256 X ST
| FPKB _ srF |2 v, | |
2k 2 1 :
Hy Zunnatui Mafruchan, SH P4 ‘ HP
e |l Lo gggo ‘ o4 GHz | ST 4GB | 256 X 1000
L . —1Tr | —— : . B
| Dra. Hj Ida Fauziyah ‘ P4 HP
7ol e [S)ggo naGuz | ST 40GB | 256 X 1000
| Nursyahbani Katjasungkana. HP i P4 | i i I " HP
1728 | SH. D530 |, . oz |ST 4GB | 256 X S
] FPKB 13 —SL- 3 - h— 1:- -'!I- . 2 E
1 ' HP HP
132 | cooewuawanah SEMC feeag NS oo lisTeaesl| 2se | Laser
| FEE SFF : 1000

S— — L — — - - ——— e -




LANTAI 17

| MERK/ SPESIFIKASI SIFAT PRINTER
NO USER STAND
TYPE | PROCESSOR | HARDDISK | RAM | CLENT e
| Drs. H. Mchamad Dachlan
o (S :;:30 i ST 40 GB i
F- Partai Kebangkitan — 24 GHZ 40 256 X 1300
Bangsa -
. HP X Z %
DR.H.M. Yusuf Faisal. P4 | HP
731 | Fre gggo 24 GHz |ST40GB | =6 ' 1000
1732 brs. H. Fuad Anwar, NE El;:iﬁ P4 i = 3 “|_’|p-
FPKB | | 24 GHZ ; | 1000
| SFF | = i} [
LANTAI 18
NO USER MERK/ | SPESIFIKASI SIFAT | PRINTER
TYPE | pROCESSOR | MARDDISK | RAM | cuewt | STAND |
DR. H tshartanto, SE, I = ! ?
MBA. ™ P4 HP
1801 | £ partai Kebangkitan o |eacz (S0 | =8l X 1000
Bangsa | e
. = . HP .
Drs. Amin Said Husni P4 HP
1802 FPKB D530 24 GHZ ST 40 GB 256 X | 1000
T | SFF | | |
. . = . ! - | =l
H Alimudhori S.Ag, M Ag P4 HP
1603 | rpip soe Mo Gy (ST 401CB. |2 X 1000
— HP 1
H lyas Siradj, SH, M.Ag P4 HP
1804 FPKB 22;3:0 2.4 GHZ ST 40 GB 258 X 1000 |
' . T HP | A i
Drs. Ali Masykur Musa, M Si P4 HP
1805 FPKB D530 24 GHZ ST 40 GB 256 X 1000
| sFF | | |
: HP | '
Drs Mufid Rahmat P4 HP
1806 FPKB D530 24 GHZ ST 40 GB 256 X 1000
— | SFF | o= S
. . HP
Ir. A Helmy Faisal Zaim, SE P4 HP '
807 | rpkp oo |ll2aee |20 | 28Il x| 1000
H A. Syafrin Romas, Arch,  HP | = [ HP ==
1810 MBA D530 54 GHZ ST 40 GB 256 X 1000
| FPKB SERE
[ e HP
Drs H. M. Subki Risya P4 HP
811 | rpka gggo 24 Gz | ST GET ) =8 % 1000 |
1812 | Staff Anli [T || [ —| || [ |
HP
Abdullah Azwar Anas P4 HP
1813 FPKB D530 54 GHZ ST 40 GB 256 X 1000
. — SFF — - ——— » —
HP
KH Ahmad Rawi. P4 HP
1814 FPKB D530 24 GHZ ST 40 GB 256 X 1000
| - SFF | B | | | il
. . HP !
M Hasyim Karim, SH, P4 HP
1815 FPKB gggl] 2.4 GHZ ST 40 GB 256 X 1000
" ia4n | Drs H M Arsa Suthisna. THP P4 [ " HP
816 |y L Bsapt ol izl o STREICE L ek (| 1000
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LANTAI 18

[ SPESIFIKASI SIFAT PRINTE
NO USER e - ]
TYPE | PROCESSOR | HARDDISK | RAM | CLENT i
F- Partai Kebangkitan SFF -
Bangsa N _ |
X , HP | e
KH Hanief Ismail, Lc P4 ! HP
1817 FPKB gggﬂ 24 GHZ ST 40 GB 256 X 1000
r | — ¥ R sl
. | HP ; ~
H. Imam Nahrawi, S Ag. - P4 . E ' HP
1818 FPKB gggo 24 GHZ ST 40GB 256 b4 3 | 1000
L) — v o, I}
1819 | Sailulah Ma'shum, Ors, H | B | pg T s | o ; HP
FPKB 24 GHZ X 1000
, SFF SPR -15;
: | HP ]
H. ldham Cholid, 5.50s | P4 HP
1820 EPKB D530 24 GHZ ST 40GB 256 X 1000
— JSFE_ 3 | =
HP ' =
Marwan Jakfar, SH., SE. P4 HP
821 rpis orl’ | 24 GHZ ‘ pI-40GE [y (256l Il | 1000
| fsFF | .- .
| . | HP = |
H. Imam Anshori Saleh, SH P4 [ HP
1822 EPKB D530 24 GHZ ST 40 GB 256 X 1000
— al _, SFF : —
e . HP
Masduki Baidiowi P4 [ HP
823 | xR e ‘ 24GHz |ST40GB | 256 | «x 1000
Or. H. L Misbah | HP ' = T [ 1 =
1824 Hidayat,SE.M Si D530 24 GHZ ST 40GB 256 X 1000
= . FPKB 1 SFF §’ 1 .
7 . HP
KH. Imam Buchorie Chalil P4 HP
|
1826 EPKB D530 24 GHZ ST 40 GB 256 X 1000
gu | SFF ! - —
: . | HP
Drs Brsri Romii, MM, P4 HP
1827 ‘ FPKB D530 24 GHZ ST 40 GB 256 X 1000
| | SFF | -
; . "HP
Choirul Sholeh Rasyid, SE P4 HP
1828 FPKB D530 24 GHZ ST 40 GB 256 X 1000
! - LSEE__IL — — |
. : HP
Abdul Hamid Wahid, M Ag P4 HP
1829 EPKB D530 24 GHZ ST 40 GB 256 X 1000
- e - SFF = - — — -
HP -
Proi DR. Moh Mahfud MD P4 HP
1830 FPKB D530 24 GHZ | ST 40 GB 256 X 1000
. | SFF 3 [ | !
HP
| Tony Wardoyo P4 HP
1831 | FPKB D530 24 GHZ ST 40 GB 256 X 1000
e — = ! SFF ! —l ! |
[ T = HP
| H, Z. Arifin Junaid, P4 HP
1832 FPKB 0530 2.4 GHZ STHAOGB | 256 X 1000
| . SFF . |
LANTAI 19 .
SPESIFIKASI SIFAT PRINTER
NO USER B:EF;E; [ [ T STAND i
b _‘_Eoc_esson_h HARDDISK | RAM | cuent = SO
. HP
Tubagus Rizon Solhani, Ir P4 ST 40 HP
901 | £ partai Amanat Nasional o020 lp4cHZ | GB o3 X 1000
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LANTAI 19

| MERKS SPESIFIKAS! SFAT | PRINTER
NO USER ' STAND
TYPE | PROCESSOR | HARDDISK l RAM | cuent | o F
1 HP | | f
Arbab Paroeka, SH. P4 ST 40 HP
1902 | £ partai Amanat Nasional gﬁo 24GHZ | GB = E 1000
| : : — Fu:' 1 —_— 1 a
le. Taufik Kurniawan, MM P4 ST 40 { HP
1903 | epan [S:Ego 24 GHZ | GB Esh g ' 1000
— - “The = | 1 .
H lmam Syuja, SE. ' P4 ST 40 , HP
1904 | epan DS0 | o4cHz | GB | B6 | X 1000
| = SFF R 3 _
= HP | { '
| Ir. Abdul Hadi Djamal, MM. P4 ST 40 HP
1905 | epan o020 |24 GHZ |GB =P or ‘ 1000
= , HP . : g
Sudjud Siradjuddin. SH. MH . P4 SV 49 | | HP
1906 | epaN ggg" 24GHZ | GB %6 | x ' 1000
T Nurhadi M Musawir, SH. MM, | HP | o e i I
1907 | MBA. | D530 z‘f‘ e | gg‘“’ 256 x '1'500
FPAN | sFF ' b
H Totok Daryanto, SE ST 40 HP
B (e GB | s ¥ 1000
Zulkifii Hasan, SE.. MM ST 40 hp
1912 | EpaN GB | X 1000
Tui Loekman Soelrisno ST 40 : HP
(LR gy GB 256 e 1000
.Dr; Mardiana ll:ldraswati P4 EI’ L) | | | ) HP
1915 | oan | gglzzo 24 GHZ ‘ GB ‘ EoE L * ‘ 1000
i H. Sabri Saiman HP P4 Eres | Hp
1916 | epan D530 |, GHZ | GB 256 | x 1000
. SFF = AL
SR i — L SFE Ml b= SERE | L—
Drs. H Rizar Djalil, MM P | ST 40 ' ' | HP
197 | eoan D530 | 54 GHZ |GB i : 1000
spp pa4cHz joB 7 f) |
. HP ! a
k wchwan Iskak, M.Si. - P4 | ST 40 - HP
1918 | epan D330 | o46HzZ | GB SRS | 1000
| _ SFF ]I | e |
£ i . : | HP
Drs Dioko Susilo, MA P4 ST 40 | HP
1919 | epan o’ |24GHZ | GB | W20 | 1000
— — e | B : e —t— .
| DR. Ir. Oradjad Hari Wibowo, | HP P4 ST 40 | | |_ HP
1920 | MEc gl N are Nian 256 X et
| FPAN — SFF 1~ =) =
: HP -
Hi Azlain Agus, SH, MH. _ | P4 ST 40 , , HP
1921 | epan 0230 |24 GHZ | GB sl ([ 1000
" Ors Nurul Falah Eddy ~  HP | b B |
| w22 | pariang D50 |29 o R 256 | x il ‘
- | FPAN N | SFF : L —
: HP |
| Dyjumanhuri, S Pd f P4 ST 40 HP
1923 | coan gggo 24 GHZ | GB o | MG 1000
" Djoko Edhi Soetjipto |'HP | Pa | St 40 HP
1924 | abdurrahman diganti oeh | D530 | 24 GHZ | GB |28 | | 1000

e -




LANTAI 19
! SPESIFIKASE ‘ SIFAT PRINTER
NO | USER ] W | I STAND
TYPE PROCESSOR HARDDISK RAM CLEENT ALONE
Ora, Hj Noer H SFF
F-_Partai Amanat Nasional |
1925 | Staff Ahli F PAN ) _1 7]
' H. tshag Saleh M P4 $T40 l HP
1926 | mpan 0580 | 246Hz | GB 26 @ | 1000
— . = ]
| i Tnstanti Mitayani, MT. P4 ST40 s
1927 | Epan 080 | 2aaHz |cB 2R = 1000
. = HP I N Sl
ir. Akmaidin Noor, MBA P4 ST 40 HP
928 | Epan o0 |aaahz | =% " pPR | | 1000
: — i I-l'; : | 1> e
| E 1 .
tr. Putra Jaya Husin. P4 ST & ' f HP
I 2 | mpan 20 l2aaz |aB { =8 } | 1000
— - J | : =
fr. Sayuti Asyairy. P4 ST 40 | ‘ HP
P30 | L 230 |24GHz |GB == g 1000
| . HP = = ==
Nasril Bahar, SE P4 ST 40 I HP
| 1931 | FpaN D930 | 24GHz | GB b (- | 1000
. - = .
. P4 ST 40 ‘ HP
\ 1932 _ Malfachri Harahab, SH gggo 24 GHZ | GB 256 | X 1000
LANTAI 20
= SPESIFIKASI T SFAT | PRWTER |
NO USER [ ! | sTaND
TYPE | pRocessor '| HARDOISK || RAM | cuewt i
. Abdillah Toha, SE = = i
2001 | £ partai Amanat Nasional | gl . |
Abclilah Toha, SE P4 | ST 40 Hp
£ | FPAN gg\;s:o 24 GHZ  GB ‘ 28 3 1000
e HP ! =
| Ir Hi And Yulbani Paris, M.Sc. | P4 ST 4 HP
2004 | oA iy ‘ 24GHZ | GB 258 X 1000 |
| = HP T | | N
Ir Muhammad Nadjib, M.Sc. P4 ST 40 [ | HP
‘ 2005 | ppan gggo | 24GHZ GB R4 X | 1000
— - -— —_— . —w . ! |
= . HP I
Dr Farhan Hamid, Msi P4 ST 40 HP
20% | pan s |240Hz |aB ant | B 1000
| |—P + 1 N SEES— _|_ . — 'l
Asman Abnur, 8 M.S P4 ST 40 ‘ HP
| 2007 | rpan _ gggo | 24 GHZ | GB £ ‘ i | 1000 |
== = ! | l AT == —t x =i
so1y | I Afni Achmad A T (st | ol ‘ HP
FPAN e 24 GHZ GB 1000
e — - ' 1 HP B e P 8 a -
_ H. Ade Firdaus, SE, P4 ST 40 HP
202 | ppan sy ‘ 24 GHZ | GB A ¥ | 1000
: I Hp | e i [
Achmad Affand ' P4 ST 40 - HP
o | Co |t [2° || + | |




LANTAI 20

= SPESIFIKASI SIFAT PRINTER
NO USER STAND
TYPE PROCESSOR | HARDDISK | RAM | cuewr | S o b |
_ . - &t
Drs. Abdul Hakam Naja P4 ST40 Hp
20¥ | £ bartai Amanat Nasional gggo 24 GHZ | GB 256 1000
Drs.' Dedy Djamaluddin Malik, HP P4 ST40 Hp
2015 | M.Si. psa (155 cn N 50 256 o
| FPAN § SFE =5 T _
sorg | F Hermansyah Nazirun, SH. S0 ST40 | 256 Hp
FPAN 24GHZ | GB 1000
= sFF | ° N\ : B
: HP !
Yusuf Macan Effendi [ P4 ST 40 HP
208 | cpan D530 1 .4GHZ |GB £ 1000
SFF
. HP
Ir. Tjatur Satoedy. MT P4 ST 40 HP
201 | rpan D530 o6z o8B 2 1000
s = lisPE 4
HP
M. Joko Santoso, S.50s P4 5T40 HP
2020 | rpan gﬁ;‘:{’ |24GHZ |GB e | 1000
DR Marwoto Mftréhardjono. HP |
2021 | SE..MM 0530 2‘; o SGE"O 256 :gm
FPAN SFF |7 :
' e
Ir. Cecep Rukmana R, MM, | P4 ST 40 HP
2022 | coan gﬁgo 04 GHZ |GB =0 1000
= A —(E ——r — ——
M. Junsedi, SE P4 ST 40 , HP
2023 | epaN D530 | ,4GHz |GB 256 1000
- SFF | |
. HP |
Dra_Latifah Iskandar P4 ST 40 HP
2 L FPAN oX | 24GHZ | GB = 1000
2025 | Sekretariat F PAN [ I f 3 ' == =
= — | |
Muhammad Yasin Kara, SE | P4 ST 40 HP
2026 | o D530 | 24 GHZ | GB 256 1000
B il S | SFF ok
. HP i
Nazamuddin, SE. | | P4 ST 40 Hp
2027 | epaN | D530 1o4aHZ |GB =t 1000
‘ SFF
] : o £
| Drs H. Munawar Sholeh P4 ST 40 HP
2028 | copp D530 | ,4GHZ  GB S | 1000
SFF
T e = HP T | :
Prof. DR _Didiek J Rachbini P4 ST 40 HP
2029 | ppAN o2’ |24GHZ | GB = | 1000
S A — : = |
Hi Nidalia Djohansyah Makki P4 ST 40 HP
2030 | poap D530 |,4GHZ | GB 256 1000
SFF |
| ’ s
H. Patrialis Akbar, SH P4 ST 40 HP
2031 | epaN DS0 | .4GHZ | GB 25 1000
SFF el
—hE—— . "HP = -
Alvinihe Ling Piao P4 ST © HP
2032 | eoan gg‘g” 24 GHZ  GB 256 | 1000

tad




LANTAI 21

= s MERK/ SPESIFIKAS SFAT | PRINTER
TYPE | pRoCESSOR | HARDDISK | RAM | cuent | STAW0
Jamaluddin Karim, SH. |
2101 F- Bintang Pelopor .
Demokrasi N 1 |
| Jamaluddin Karim, SH I P4 ST40 | HP
2103 | rapp | 2o b sz e 258 % | 1000
F - HP | i
Drs. Ideatisman Dachi P4 ST40 HP
2105 FBPD D530 24 GHZ | GB | 256 X 1000
_ — _ lsgp R 4
» HP
Joseph Wiliem Lea Wea | P4 | ST 40 HP
2106 | rappy D530 | oaGHz | GB 6 "AW 1000
. < 1 83 = =
_ i P4 | STa0 | HP
2111 | H Ardi Muhammad. MBA D530 24 GHZ | GB 256 x| | 1000
| SFF . .
, HP i
Prof. DR. Ryaas Rasyid, MA. P4 ST 40 HP
212 | kappy D530  |saGHZ | GB OB 1000
SFF ;
LN {7 ST 40 | HP
i |
2113 H. Ardi Muhammad. MBA gggo ‘ 24 GHZ GB 256 x 1000
_ HP
Prof. OR Ryaas Rasyid, MA ‘ P4 ST 40 HP
2ana e [S)Eio s4GHZ | o8 256 X 1000
: | HP
Rapiuddin Hamarung P4 ST 40 HP
2115 |\reep D530 1 4 Rz || G = X 1000
LSFE | .
T ' Etha Bulo E':ao | pa ST 40 = ) | HP
FBPD e 24 GHZ | GB | 1000
Ors. H Mudaffar Syah HP | I
P4 Sta | HP
2117 | FBPD (D530 | iz | oB 256 X A
| SFF
| [ P
2118 Muhammad Tonas. SE | sFF P4 24 Seagate 056 « Laser
FBPD oC GHZ 40 GB 1000
578 AV) seres
: HP Fi
Hilman Indra, SE, MBA P4 ST 40 Hp
Zopi ) e D530 |24GHZ | GB 256 X | 1000
SFF !
HP
DR. Yusron lhza, LLM Pa ST 40 [ HP
<8 I econ D530 1 o4GHZ | GB 230 X 1000
SFF |
HP
Drs. H Moh Darus Agap. P4 ST 40 HP
2121 | pp gggo 24 GHZ | GB . x 1000
KH. Muhammad Zainul Mayd. | HP P4 | ST 40 | HP
2122  MA. D530 24 GHZ | aa 256 X e
FBPD SFF | © i
‘ HP
Muhammad Fauzi. SE P4 ST 40 ‘ HP
2124 | app e, |24GHZ | @B | 256 X | 1000
2125 | Sekrelariat FPBD  HP | P2350 ST 20 | BAM | x — R |

LS|



LANTALI 21
i MERK/ SPESIFIKASI BF AT PAMTER
NO USER T
TYPE | pacceason | sarooisk | RAM | cosnT aioue
| 2 comp Compa | MHZ GB 512 | 1022
ct dx P4 3.0 wDC8a0 M HPGL
2 2100 | GHZ GB | Pro
Drs. Ali Mochtar Ngabalin, P | il
M.S P4 ST 40 HP
2126 | £ pintang Pelopor lgﬁgo ‘ 24 GHZ | GB £ag 4 1000
= Demokrasi | il
HP
KH. Anwar Shaleh P4 ST4a0 HP
2127 | Fepp D530 o samz lee B X | 1000
SFF | k _
; l_P | | i |
H. Nur Syamsi Nurfan, SH. Fa ST40 i HP
2128 | rapp e’ |24cHz |cB el = 1000
e —— S = HP = o = ==
Joseph Wiliem Lea Wea Pa ST 40 P
2129 | rgpp | D530 ) 54 iz 1L Gl g 1000
r—— SFF PP - - B —
HP
| Inya Bay, SE., MM P4 ST40 HF
2130 | rapp DS30 | o4GHZ |G =8 i) 1000
B L _—SFF ) 558
HP R |
Anton A. Mashur, SE P4 ST 40 HP
231 | | pepp D530 |24z |GB =g 3 1000
SFF !
o ) HP |
Nizar Dahlan, MSi, ir P4 ST 40 HP
2132 | kppp D330 4cHz |G | =% x 1000
(SFE T 1 {h = |
LANTAI 22
MERI SPESIFIKASH SIFAT | PAINTER
NO USER | [ | STAND
TYPE | PROCESSOR | HARDDISK | RAM | CLENT 5
Andi Djalal Bachtiar, Mayjen HP '
|
2201 | (Pur} { meninggal dunia } D530 ;‘i GHZ 2240 256 X :‘:00
| F- Partar Bintang Reformasi = SFF ' .
- HP | |
H Is Anwar Datuk Rajo Perak P4 | ST 40 HP
2202 | eppg o’ 24@Hz (GB gl 1000
= — 4 l_P_ - SR - 3
H Bulyan Royan P4 ST 40 HP
2203 | ppr D030 |2406HZ |GB 22 ] [ 1000
| H. Yusuf Fanie Andin Kasim, HP — 1 = ol
2204 | SH D530 g‘: T SGL“O 256 | x |, Topoo
FPBR T A el e . .
=y . 1, IV HP a
Ade Daud Iswandi Nasulion, H. P4 ST 40 HP
2205 | eppn D530 o4 auz |ce =8 o« | 1000
i Gk - s | SFF ‘. s T
: : _ HP !
Hj. Zulhizwar, S Psi P4 ST 40 rP
2206 ' pppr gggo 24 GHZ | GB 25k X 1000
: - _ t=5—t e | e [
Nazaruddin Pasaribu. H_.(AIm} P4 ST & HP
2207 | poaR o2’ | 24GHZ | GB G |! " 1000
— — Hp | | -
. P4 ST 40 ‘ HP
2208 | Sekretariat PBR D530 256 %
| — seF | 24GHZ | GB I | ' 10L |
2209 | Anhar, SE —_ 1P P4 ST 40 256 | x N
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LANTAI 22
I SPESIFIKASI SIFAT " PRINTER
M‘J USEH MERK/ T STAND I‘
TYPE PROCESSOR | HARDDISK | RAM | CUENT | Lo |
F- Partai Bintang Reformasi | D530 24GHZ | GB 1000
| B SFF . .
2oy, | Dr. Diah Detawati o | P ST | o | g ' Hp
' FPBR SEF |24GHz | GB 1000
1 » . . —— I
L Gede Syamsul Mujahidin, : HP ' pa ST40 He
2212 | SE. D530 5 4GHZ | oB 256 x i
FPBR | SFF ’
2213 | R. Tenaga Ahli PBR | J | < 78
. P = o !
H. Rusman H M. Ali, SH P4 ST 40 | | HP
2214 | e D530 24 GHz | GB 256 % ] i
) SFF i =
2215 | Bursah Zanubi, SE lggso | P4 ST 40 256 x| He
ursah Zanubi, i 24GHZ | GB 1000
e HP T 1 =
Zainai Abidin Hussein, SE P4 ST 40 HP
2216 | cogp 0530 | o4 GHz |GB 256 x| 1000
| N SFF £ | 1 ! "
2217 | Bursah Zanubi, SE Ers’ao e sTa0 | 256 % oL
s ' s |24 GHZ | GB | 1000
Drs. S.T Jansen HpP Hi . ===
2218 | Hutasort, SE.MM. D530 2’1 o 2240 256 \ x | '1’;;0
F- Partai Damai Sejahtera SFF 43 | - — 1L
Tiurlan Basaria Hutagaot, STh, | HP Hp
2219 | MA l D530 256 | = ‘ 1000
FPDS | SFF ;
: HP - i
Jefiry Johanes Massie HP
2220 | e gggo 256 X \ S
| HP |
Ruth Nina M. Kedang, SE P4 ST 40 HP
22 | eppg 0330 lo4GHz |GB | 56 x| 1000
| SFF | |
. HP ! ‘
John M, Toisula P4 ST 40 HP
L 2222 | rpng gf;ﬁo 24GHZ | GB 256 X 1000
Retna Rusmanita Situmorang, HP Py ST 40 ] HpP
2224 | MBA D530 saaHz |G 256 X e
[FPOS LSEE Y = HEES= = !
p2ss. | Constanf M Ponggawa, SH | HP P ST 40 HP
] DS30 154 GHZ | cB ‘ 256 X 1000
(FPDS _ o= 4= i I LSt ——
| 2225__5 Sekretarial FPDS = i sl
2206 | Staff Ahli PDS . ‘
e i e o o HP ' = [ —
Rufinus Sianturi, SH , MH P4 ST 40 HP
2227 | pone gggo | 24 GHZ ' GB 236 X 1000
' | Waiman Siahaan, Sh, SE.  |HP | . T [
2228 | MM_MBA D530 :‘; Gz gg““ 256 x '1";00
} FPD_S— | SFF = } | l1 | l e —
. HP | — = '
| Hasurungan Simamora, Drs P4 ST 40 HP
2228 | FPDS ggg" 24 GHZ | GB 2% w | 1000
| pastor Saut M. Hasibuan HP  Psa | ST4 [ T HP
| 2230 | ong D530 24 GHZ | GB e | = 1000




LANTAI 22
| e EPESIFILAS) SIFAT PANTER
N USER STANT
TYFE PHOCESRCE | HaRporm | RAM | cLEnT O
SFF
Carol Daniel Kadang, SE.. MM. | [P
. o Pa 5TH4Q HF
2231 | F- Partai Damai Sejahtera ﬁ 24 @iz | o 268 X 1050
::r)._ Apri Hananto Sukandar, M. HP B ST 40 : P
st v v, | Wkt ] =0 ¥
FPDS SFF 2 ataHE | = 1000
LANTAI 23
' SPESIFIKASI | £IFAT | PAMTER
NO USER S < ""“l STAND —
TYPE WROEESIOA HARDDISK RAM | ELEwr e |
P | '
Angelina Sondakh, SE. P4 | HP
2301 | F. Partal Demokrat 0 |lzaesm |FTGEELES A & | 1000
Prof. Mirrian Siofian Arief, HP = o |
2302 | MEc., Phd D530 oaGHz | ST 40GB | 256 ' " tidi
_| FPD - N e
: ' HP
Anita Yacoba GAH P4 HP
2303 | cony gggo o4GHz |ST4PEB | 36 | x 1000
e * - r B *
| o HP |
Ir. Asfihani | p4 | | HP
238 |lepp ‘ gggo 2aGHz |STOCE | 256 | x 1000
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STRUKTUR ORGANISASI SET JEN DPR RI



STRUKTUR
ORGANISASI

SEKRETARIATIENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, 2005



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2005
TENTANG
SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAXILAN RAKYAT REPUBLIK INDCNESIA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis,
admimistratif dan keahlian, secara lebih efisien dan efektif
kepada seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka
dipandang perfu menyempurnakan Keputusan Presiden
Nomor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi SekretaratJenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

1

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor M
Tahun 2002 tentang Rekomendasi atas Laporan
Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan Pertimbangan
Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa
Keuangan, dan Mahkamah Agung pada Sidang Tahunan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Tahun 2002,

3 Undang-undang Nomer 22 Tahun 2003 tentang Susunan

dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4310);



BABH
ORGANISAS]
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasaib
Sekretariat Jenderal DPR RI terdiri dari :
a Deputi Bidang Perundang-undangan,
Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan;

b
& Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen,
d Deputi Bidang Administras:

Bagian Kedua
Deputi Bidang Perundang-undangan

Pasal6
Deputi Bidang Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Deputi yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI

Pasal7
Deputi Bidang Perundang-undangan mempunyai tugas memberikan dukungan
teknis  administratif dan keahiian di bidang perundang-undangan uniuk
memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR Rt di bidang legislasi

Pasal8
Datam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deput
memelenggaraken
15, admintstratif, dan di bidang

! I kmlengkapan OPHR Rl yang

b peimberian saran dan pertimbangan teknis, administratif, dan keahlian d
bidang perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR Rl yang
bertzanggungjawab di bidang legislasi

Bagian Ketiga
Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan

Pasal 9

fran dan n dipimpln gleh searary Depull yEmg
t-erada o bawah dan berfanggungjawats G



Pasal 16
Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membina dan melaksanakan
perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan
kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI,

Pasal1?
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakud dalam Pasal 16, Deputi
Bidang Administrasi menyelenggarakan fungst:
a pembinaan perencanaan dan pengedalian, Kepegawaian, keuangan,
periengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR R,
b pelaksanaan urusan perencanaan dan pengendalian, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR Rl

Pasal18
() Depuli Bidang Perundang-undangan dan Deputi Bidang Anggaran dan
Pengawasan masing-masing terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Biro.
(2)  Masing-masing Biro terdiri atas paling banyak 3 {tiga) Bagian dan masing-
masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 19

(1)  Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen, dan Deputi
Bidang Administrasi masing-masing terdiri dari paling banyak 5 (lima)
Biro

(2) Masing-masing Biro terdin dari paling banyak 4 (empat) Bagian dan
masing-masing Bagian terdiri dan paling banyak 3 (tiga) Subbagian

{3y  Jumlah Bagian pada Biro yang menangani urusan persidangan dan urusan
pelayanan Pimpinan dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah Alat Kelengkapan
DPR RI

Pasal20
1y Dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl dapat dibentuk Pusat untuk
melaksanakan fungs) pengkajian, data, dan informast
2y  Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Bidang,
1 {satu) Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional dan/
atau masing-masing bidang dapat terdiri dan 2 (dua) Subbidang

Pasal21
Dr hingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl dapat diangkat pejabat fungsional
sesual dengan peraturan perundangan yang berlaku

Pasal22
Jummlah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl disusun
berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja



BABVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal28
Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal
DPR R! setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung
jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BABVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal29
Pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh Keteniuan pelaksanaar
Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masih tetap berlaku

sampai dengan dikeluarkannya ketetapan yang baru berdasarkan Peraturan
Presiden ini

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Oengan beitakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor
13 Tahun 1984 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.

Pasat31
Peraturan Fresiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Maret 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd

Dr. H SUSILO BAMBANG YUDHQYONO

Disalin Bagian Oitala



PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMGR 400/SEKIEN/2005

TENTANG
OGRGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDGNESIA

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, 3 MEX 2005



PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 400/SEKJEN/2005

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2005 tentang Organisasi
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia maka perlu menetapkan organisasi dan tata kerja
Sekretarat Jenderal DPR RI

1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakidan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakiian
RRakyat Republik Indonesia,

3 Keputusan Dewar Perwakilan Rakyat Repubiik Indonesia
Nomor 15/DPR RI1/2004-2005 tentang Peraturan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Persetujuan Menter Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dalam suratnya Nomor B/791/M PAN/4/2005 tanggat 29 Aprll
2005



MEMUTUSKAN

Men=tapkan PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN

(1

P2

PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA TENTANG
ORGANISAStH DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA.

BABI
K EDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1
Sevretariat Jenderal Dewan Perwakitan Rakyat Republik Indonesia yang
- ~Jalany menialankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
her tanggungjavvab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
Cekretariat Jencieral DPR RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal

Pasal2

Rekretans Jenderal mempunyai lugas memimpin Sekretanat Jenderal DPR RI
sesi:ar «dengan tugas pokoknya, membina seluruh satuan organisasi di
tnghaingan Sekretarniat Jenderatl DPR Ri agar berdaya guna dan berhasil guna,
menentukan kebijaksanaan petaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal DPR
¥l serta membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi/
ernbaga lain di luar Sekretariat Jenderat DPR Ri

J1i

e b
ree

Pasal 3
Lalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal dibantu Vvakil
Sekretans Jenderal
Wkl Sekretaris Jenderal mempunyai tugas membantu Sekretaris Jendeara
‘Islam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jendera! serta
vagiatan iain yang ditugaskan Sekretaris Jenderal.
Apsabila Sekretanis Jenderal berhalangan, \Wakil Sekretaris Jendar
mawarill Sekratans Jenderal

al

Pasal 4

hY]

riat Jenderal terdin dan

~oreat Ducang Pargndang -.unddangan

Leeull Bidare; Anggaran dan Peigawasan,

fzruts Brdang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen,
Despul Bidaang Admuristrasi

A



BAB 1l
DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal5b
Deputi Bidang Perundang-undangan mempunyai tugas memberikan dukungan
teknis, administratif dan keahlian di bidang perundang-undangan untuk
memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi OPR RI di bidang legislasi

Pasal6
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Deputt Bidang
Perundang-undangan mempunyai fungsi
a pemberian dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang
perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR R! yang
bertanggungjawab di bidang legislasi;
b pemberian saran dan pertimbangan teknis, administratif, dan keahlian di
bidang perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR Rl yang
hertanggungjawab di bidang legislasi.

Pasal 7
Deputi Bidang Perundang-undangan terdiri dari :
a Biro Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi
Manusiz, dan Kesejahteraan Rakyat;
b Biro Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri
dan Perdagangan;
Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-unciang,

57

Bagian Pertama
Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Huicum, Hak Asasi
Manusia, dan I{esejahteraan Rakyat

PasalB
2o Parancranan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia
~an Kesejahlerzan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan analisis
'mengenal penviapan dan penyajian rancangan undang-undang bidang Politik,
Hukim Hak Asass Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 9
nluk. menvelanggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Biro
Fargn-angan Undang-Undang Bidang Folitik Hukum Hak Asasi Meanusia dan
“ase:zhiaraan Pakyal mempiinyai fungs: ;
a  pencelenarann analists mengenar penyiapan dan penyajian Rancangan
Linddang undang bidang Folitik, Hukum, dan Hak Asasl Manusia;
I penyelenggaraan analisis mengenai penyiapan dan penyajian Rancangan
lUndang-undang bidang Kesejahteraan Rakyat



Pasal10
Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Potitik, Hukum, Hak Asasi Manusia,
dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari.
a2 Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi
Manusia;
b Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Kesejahteraan Rakyat;
¢ Jabatan Fungsional.

Pasal 11
Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi
Manusia mempunyai tugas melaksanakan analisis mengenai perancangan
undang-undang bidang politik, hukurm dan Hak Asasi Manusia.

Pasaliz
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bagian
Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia
mempunyai fungsi:
a anaiisis perancangan undang-undang bidang politik, hukum, dan hak asasi
manusia;
b pelaksanaan administrasi perancangan undang-undang bidang politik,
hukum dan hak asasi manusia

Pasal13
Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Pohtik, Hukum dan Hak Asasi
Manusia terdin dari:
a Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang;
b Subbagian Administrasi.

Pasali4
(1, Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang mempunyal tugas
melakukan analisis perancangan undang-undang bidang politik, hukum
dan hak asasli manusia,
(21 Subbagian Administrasi mempunyai tugas melakukan administras;
perancangan undang-undang bidang politik, hukum, hak asasi manusia,
dan administrasi tenaga fungsronal.

Pasal15
Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai
tugas melaksanakan analisis mengenai perancangan undang-undang hidang
kesejahteraan rakyat

Pasal 16
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasai 15, Bagian
Peiancangan Undang-Undang Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi

4



j1h]

analisis perancangan undang-undang bidang kesejahteraan rakyat;
pelaksanaan administrasi perancangan undang-undang bidang
kesejabteraan rakyat.

o

Pasal 17 -
Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
a Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang,
b Subbagian Administrasi.

Pasal 18
(1) Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang mempunyai tugas
melakukan analisis perancangan undang-undang bidang kesejahteraan
rakyat
(2} Subbagian Administrasi mempunyai tugas melakukan administrasi
perancangan undang-undang bidang kesejahteraan rakyat, dan administrasi
tenaga fungsional.

Bagian Kedua
Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan,
industri dan Perdagangan

Pasal138
Bro Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industr dan
Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan analisis mengenai
penyiapandan penyajian rancangan undang-undang bidang ekonomi, keuangan,
ndustn dan perdagangan dan kegiatan di bidang legislasi.

Pasal20
Lintuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19, Biro
Herancangan Undang-undang Bidang Ekonom, Keuangan, Industri dan
Perdagangan mempunyai fungsi
a penyelenggaraan analisis mengenai penyiapan dan penyaiian Rancangan
Undang-undang brdangekonomi dan keuangan;
& penyelenggaraan analisis mengenal penyiapan dan penyajian Rancangan
Undang-undang bidang industri dan perdagangan;
¢ penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrast Badan Legslasi,

Pasal21
B Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan
rerdagangan terdiri dan
v Bagan Parancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi dan Keuangan,
2 Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Industri dan Perdagangan:
Bagian Sekretariat Badan Legisias,
Japatan Fungsional

TRl o



Pasal22
Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi dan Keuangan
mempunyai tugas melaksanakan analisis mengenai perancangan
undang-undang bidang ekonomi dan keuangan.

Pasal23
Uniuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Bagian
Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai
fungsi
a analisis perancangan undang-undang bidang ekonomi dan keuangan,
b pelaksanaan administras| perancangan undang-undang bidang ekonomi
dan keuangan

Pasal24
Bagian Perancanganr Undang-undang Bidang Ekonomi dan Keuangan terdiri
dart
a Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang;
b Subbagian Administrasi

Pasal25
1y Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang mernpunyai tugas
melakukan analisis perancangan undang-undang bidang ekonomi dan
keuangan
(2} Subbagian Administrasi mempunyal tugas melakukan administras
perancangan undang-undang bidang ekonomi dan keuangan, dan
administrasi tenaga fungsional.

Pasal26
Bagian Perancangan Undang-undang Bidang industri dan Perdagangan
mempunyar tugas mefaksanakan kegiatan analisis mengenal perancangan
undang-undang bidang industri dan perdagangan

Pasal27
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26, Bagan
Perancangan Undana-undang Bidang Industri dan Perdagangan mempunyai
fungss
a analisis perancangan undang-undang bidang industri gan perclagangan;
. pelaksanaan admnisirasi perancangan undang-undang bidang nrlusirt dan
perdagangan

Pasal28
Bagan Perancangan tJndang-undang Bidang Industri dan Perdagangan terdir
dari



a. Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang;
b Subbagian Administrasi

Pasal29
(1} Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang mempunyai tugas
melakukan analisis perancangan undang-undang bidang industri dan
perdagangan
i2) Subbagian Administrasi mempunyai tugas melakukan administrasi
perancangan undang-undang bidang industri dan perdagangan, dan
administrasi tenaga fungsional

Pasal30
Bagian Sekretariat Badan Legisiasi mempunyar tugas melaksanakan pelayanan
rapat dan administrasi Badan Legistasi

Pasal31
Untule melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 30, Bagian
C rat fungsi

h pelayanan administrask islasi,
g elayvanan administrast Badan Legis!

Pasal32
Bawar Sekretanat Badan Legislas! terdrri dari:
2z Subbagian Rapat;
i Subbagian Tata Usaha
Pasal3l
“wheauian Rapat mempunyar tugas melakukan pelayanan rapat Badan
| mgislag:
ubbaman Tata Usaha mempunyai tugas mefakukan pelayanan
adrnistrast Badan Legislast

Bagian Ketiga
Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Pasal34
1w sdan Pamantauan Palaksanaan Undang-undang mempunyat tugas
~ sie yaarakan pembeaanan bantuan hokum dan pemantauan, analisis dar
~c feataddan pelaksanaan undang undang bidang politik, hukum, hak asasi
2 kecammhterazin rakyat, dan ekonoemit, keuangan, industn dan

LAGENgAan



Pasal3$ ; ;
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 34, Biro Hukum
dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang mempunyai fungsi :
a penyelenggaraan urusan pertimbangan dan bantuan hukum;
b pemantauvan pelaksanaan undang-undang bidang politik, hukum, hak asasi

manusia, kesejahteraan rakyat, dan ekonomi, keuangan, industri dan
perdagangan.

Pasal3é
Biro Hukum dan Pemantauvan Pelaksanaan Undang-Undang terdiri dari :
a Bagian Hukum;

b  Bagian Pemanlavan Pelaksanaan Undang-Undang,

Pasal37
Bagran Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian urusan
pertimbangan dan bantuan hukum, dan administrasi perundang-undangan.

Pasal38
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasai 37, Bagian Hukum
mempunyai fungsi:

a  pemberian pertimbangan dan bantvan hukum bagi DPR RI dan Sekretariat
Jenderal,

b pelaksanaan kegiatan administrasi perundang-undangan.

Pasall9
Bagian Hukum terdiri dari
8 Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum;
b  Subbagian Administrasi Perundang-undangan

Pasal40
13 Subbagian Pertimbangan dan Banluan Hukum meéempunyai tugas
memberikan pertimbangan dan bantuan hukum bagi DPR R! dan Sekretanat
Jerderal
(2} Subbagian Administrasi Perundang-undangan mempunyai tugas
melakukan kegiatan administrasi perundang-undangan

Pasal 41
Sagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan undang-
ungiang bidarmg politik, hukumn, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat, dan
skonom: keuangan, industri dan perdagangan



Pasal42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 41, Bagian

Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang mempunyai fungsi :

a pelaksanaan administrasi dan penyusunan program pemantauan, analisis
dan evaluasi pelaksanaan undang-undang bidang poittik, hukum, hak asasi
manusia, dan kesejahteraan rakyat.

b pelaksanaan administrasi dan penyusunan program pemantauan, analisis
dan evaluasi pelaksanaan undang-undang bidang ekonomi, keuangan.
industri dan perdagangan.

Pasal43
Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terdiri dari :
a  Subbagian Pemantauan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan
Kesejahteraan Rakyat;
b  Subbagian Pemantauan Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan
Perdagangan

Pasal44

(1) Subbagian Pemantauan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan
Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan administrasi dan
menyusun program pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan undang-
undang bidang politik, hukum, hak asasi manusia, dan kesejahteraan
rakyat

(2) Subbagian Pemantauan Bidang Ekonomi, Keuangan: Industri dan
Perdagangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan menyusun
program pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan undang-undang
bidang ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan.

BABS il
DEPUTI BIDANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN

Pasal45
Deputr Bidang Anggaran dan Pengawasan mempunyai tugas memberikan
Aukungan teknis, administratif dan keahlian di bidang anggaran dan pengawasan
untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang anggaran
dan pengawasan

Pasal46
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 45, Deputi
Bidang Anggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi:
a  pembenan dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang anggaran
dan pengawasan kepada DPR R
L pembenan saran dan pertimbangan teknis, administratif, dan keahlian di
btdang anggaran dan pengawasan kepada DPR RI

H



Pasal47
Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan terdiri dari:
a Bro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;
b  Biro Pengawasan Legislatif;
c Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan informasi.

Bagian Pertama
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan
Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara

Pasald8
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara mempunyai tugas menyelenggarakan analisis penyiapan dan penyajian
rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara, dan adnunistrasi panitia anggaran

Pasal49

!Intuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 48, Biro Analisa

Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

mempunya fungsi

2 penyelenggaraan analisis mengenai penyiapan dan penyajian Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan pelaksanaan Anggaran
Fendapatan dan Belanja Negara sebagai masukan kepada DPR RI;

5 penyelenggaraan analisis hasii pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
dan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah;

~  penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi panitia anggaran

Pasal50
R Anzghesa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
l=2Gara tarrin dart
3 #zara JSnaksa Pendapatan dan Belanja Megara;
by SBagian Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa [Keuangan dan
Fengawasan Dewan Perwakilan Daerah,
Bagian Sekretariat Panitia Anggaran,
d Kelompok Jabatan Fungsional

V)

Pasal51
Dagan fannisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara mempunyai tugas
elaksanakan analisis penylapan dan penyajian Rancangan Anggaran
FPendapatan dan Belanja Negara, laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Jen Beianja Negara sebagal masukan kepada DPR Rl
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Pasal52
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 51. Bagian Analisa
Pendapatan Negara dan Belanja Negara mempunyat fungsi :
a analisis pendapatan negara dan pembiayaan anggaran;,
h  analisis belanja negara dan laporan petaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara,
c analisis kebijakan ekonomi makro

Pasal53
Bagman Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara terdiri dari .
a  Subbagian Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran,
Subbagian Analisa Belanja Negara,
Subbagian Analisa Kebijakan Ekonomi Makro,

o

3

Pasal54

1) Subbagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara mempunyai
tugas melakukan analisis penerimaan pajak dan bukan pajak serta
pembiayaan anggaran;

(2) Subbagian Analisa Belanja Negara mempunyai tugas melakukan analisis
mengenal pengeluaran anggaran, dana penmbangan, dan laporan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanj2 Negara,

i3) Subbagian Analisa Kebijakan Ekonomi Makro mempunyal tugas
melakukan analisis mengenai moneter dan neraca pembayaran serta
analsts sektor riil

Pasal55
Bazian Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan
Cieswan Perwakilan Daerah mempunyai tugas melaksanakan analisis hasll
nemeriksaan Badin Pemerksa Keuangan dan hasil pengawasan Dewan
Parysavian Daarah

Pasal56
Hrjuk malalosanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 55 Bagian Analisa
[ amenicazan Gnadan Pemerksa Keuangan dan Pengawasan Dewan Perwaksian
Tizeal marpamyar fungst
2 snstas Al pepmeanksaaan Badan Pemeriksa Keuangan
ang: =5 hasal pangavsasan Dewan Perwakilan Daerah

Pasal 57
nelisn Preimankagan Radan Nemeriksa Kauangan dan Pengawasan
Clan Darrah terdird dari
A pras Anafma PEMAraaAan Radan Flemeriksa Keuangan
Coepne Annles Ponogawnsan Dewan Perwakilan Daerah

J
ta
b
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Pasal58
(1) Subbagian Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai
tugas melakukan analisis hasil pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan.
(2) Subbagian Analisa Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah mempunyai
tugas melakukan analisis hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal59
Bagian Sekretariat Panitia Anggaran mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan rapat dan administrasi Panitia Anggaran

Pasal60
Unluk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud Pasal 59, Bagian
Sekretariat Panitia Anggaran mempuriyai fungst:
a pelayanan rapat Panitia Anggaran;
b pelayanan admirustrasi Panitia Anggaran

Pasal61
Bagan Sekretariat Panitia Anggaran terdiri dari -
a Subbagan Rapat,
b  Subbagan Tata Usaha

Pasal62
(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Panitia
Anggaran
i2) Subbagian Tala Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan
agmnisirasi Panitia Ariggarar

Bagian Kedua
Biro Pengawasan Legislatif

Pasal63
Birc Perigawasar Legislatif mempunyai tugas menyelenggarakan anatisis surat
pengaduan masyarakat, permasalahan yang disampatkan kepada DPR RI, dan
administrasi Badar Kehormatan

Pasal 64
Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 63, Biro
Fengawasan Legislatif mempunyai fungsi .
a penyelenggaraan analisis surat pengaduan masyarakat, permasalahan
vang chsampaikar kepada DPR R, dan administrasi perigawasari iegisiatif;
b penvelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi Badar Kehormatan

12



Pagal6s

Biro Pengawasan Legisiatif terdiri dari :

a
b

Bagian Pengaduan Masyarakat;

Bagian Sekretariat Badan Kehormatan.

Pasal 66

Bagian Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan analisis surat
pengaduan masyarakat, dan permasalahan yang disampaikan kepada DPR
R!. serta administras: pengawasan legislatif.

Pasal67
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 66, Bagian
Pengaduan Masyarakat mempunyai fungsi :

3

b

pelaksanaan analisis surat pengaduan masyarakat bidang politik, hukum,
hak asasi manusia, dan kesejahteraan rakyat,

pelaksanaan analisis surat pengaduan masyarakat bidang ekonomi,
keuangan, industri dan perdagangan,

pelaksanaan administrasi pengawasan legislatif

Pasalés

Bagian Pengaduan Masyarakat terdiri dari :

d

b

Subbagian Analisa Pengaduan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia
dan Kesejahteraan Rakyat,

Subbagian Analisa Pengaduan Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan
Perdagangan,;

Subbagian Administrasi Pengawasan { egislatif.

Pasal 69
Subbagian Analisa Pengaduan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia,
dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan analisis
pengaduan masayarakat bidang politik, hukum, hak asasi manusia, dan
kesejahteraan rakyat;
Subbagian Analisa Pengaduan Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan
Perdagangan mempunyai tugas melakukan analisis pengaduan
masyarakat bidang ekoncmi, keuangan, industri dan perdagangan,
Subkagian Administrasi Pengawasan Legisiatif mempunyai tugas
melakukan administrasi terhadap pengawasan legislatif dewan

Pasal70

Bagian Sekretariat Badan Kehormatan mempunyal tugas melaksanakan
pelavanan rapat dan administrasi Badan Kehormatan

i



Pasal71
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 70, Bagian
Sekrelanat Badan Kehormatan mempunyai fungsi:
a pelayanan rapat Badan Kehormatan,
b pelayanan administrasi Badan Kehormatan.

Pasal72
Bagian Sekretariat Badan Kehormatan terdiri dari:
a Suhbagran Rapat;
b Subbagan Tata Usaha

Pasal73
(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Badan
Kehormatan
(2} Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan
administrast Badan Kehormatan

Bagian Ketiga
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi

Pasal74
Pusat Pangkajian, Pengolahan Data dan informasi mempunyai tugas
menyelenagarakan pengkajian, pengelahan data dan informasi perkembangan
DOPR Rf

Pasal?5
Untuk rnenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 74, Pusat
Penakajian, Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungst
a4 penyalenggaraan pengkajian dan analisis situasi dan perkembangan
kesjauwvanan,
penyeienggaraan pengolahan data dan sarana informasi:
penyelenggaraan kearsipan dan dokumentas:
nenvelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan

GO

Pasal76

risat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari
2 fadang Pengkajian:

H.-i3ng Data dan Sarana Informasi,

Bidanag Arsip dan Dokumentasi;
¢ ddara Perpustakaan,
2 Sublagian Tata Usaha
Kelompok dabatan Fungsional

-k



Pasal?77
Bidang Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan analisis
situasi dan perkembangan kedewanan.

Pasal78
Bidang Data dan Sarana Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan
data dan informasi, dan pemeliharaan, serta pengembangan sistem iarinnan
komputer

Pasal79
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 78, Bidang Data
dan Sarana Informasi mempunyai fungsi
a  pengolahan data dan informasi melalui sistem jaringan komputer
b pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan komputer,

Pasal80
Bidang Data dan Sarana Informasi terdiri dari:
a  Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
o Subbidang Sarana Informasi

Pasal81
t11  Subbdang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan
pengolzhan data dan informasi;
() Subb'dang Sarana Informasi mempunyai tugas melakukan pemeliharaan
dan peng=mbangan sistem jaringan komputer.

Pasal82
Ficjang Jusip cjan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
kearsip:an den dokumentasi sejarah perkembangan kedewanan

Pasal83
Ridang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
perpustakazn

Pasal 84
Unitnk melavsainskan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 83, Bidang
Porpistzkaan memnunyar fungsi
a2 pengaraan dzn pemeliharaan bahan pustaka;
- pelayanas jasa pnemustiakaan,

*asal85
Aubhagiar Taia lsaha mempunyai tugas melakukan urusan admunistras: Pusat
Fengkapan Paage'shan Data dan Informasi, dan pengelolaan administrasi
;Aatatar fungsi.ial

&



BABIWV
DEPUTI] BIDANG PERSIDANGAN DAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN

Pasal8é
Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen mempunyai tugas
membina dan melaksanakan dukungan teknis dan administratit di bidang
persidangan dan kerjasama antar parlemen.

Pasal87
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 86, Deputi Bidang
Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen mempunyai fungsi;
a penyiapan bahan-bahan persidangan dan kerjasama antar parlemen;
pelaksanaan pelayanan persidangan DPR RI;
pelaksanaan pelayanan kerjasama antar parlemen;
pelaksanaan hubungan masyarakat dan pemberitaan;
pelaksanaan pelayanan Pimpinan DPR Rl

oao o

Pasal88
Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen terdiri dari;

a Biro Persidangan;

& Biro Kesekretariatan Pimpinan;

=  Biro Kerjasama Antar Parlemen;

d  Bro Hubungan Masyarakal dan Pemberitaan

Bagian Pertama
Biro Persidangan

Pasal39
Biro Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan persidangan
pannuina. komisi, pamitia khusus dan pelaksanaan transkripsi

Pasal90
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana cdimaksud Pasal 89, Biro
Persidangan mempunyai fungsi
a penyelenggaraan administrasi dan kegiatan pelayanan persidangan
parpurna, komisi dan pantia khusus;
b penvelenggaaraan kegiatan transknpsi

Pasal91
Brro Parsiciiingan terdirt dan -
3 Bagan Persidangan Patipurna,
b  Bagian Sekretanat Komisi | sampal dengan Xi;
< Bagian Sekretariat Panitia Khusus,
Bagian Fusalah

o
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Pasal92
Bagian Persidangan Paripurna mempunyal tugas melaksamakan pelayanan
persidangan paripuma dan administrasipersidangangaripurm.

Pasal93 -
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 92, Bagian
Persidangan Paripuma mempunyai fungsi:
8 pelayanan persidangan panpurng;
b pelayanan administrasi persidangan paripurna.

Pasalfi4
Baglan Persidangan Paripuma terdiridart:
e. Subbagian Rapat;
b  Subbagian Tata Usaha.

Pasal9s
(1} Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan persidangan
parpuma.
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan
adrnunistrasi persidangan paripuma.

Pasal96
Bagtan Sekretariat Komisi I mempunyattugas metaksanakan pelayanan rapat
danadministrasi Komisi &

Pasal 97
Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud Pasal 96, Bagian
Sekretariat Komusi | mempunyai fungsi:
8 pelayanan rapat Komisi [,
b pelayanan administrasi Komisi |

Pasal98g
Bagian Sekretariat Komisi { terdiri dari -
g  Subbazgan Rapat;
h  Bubbagian Tatal!saha

Pasal88
(1 Subbagan Rapat mempunyai fugas melakukan pelayanan ¢apatKomisi |.
(A} Subbhagian Tata Usaha mempunyal tugas rmelakukan pelayanan
administrasi Komisi 1

Pasal 100
F3aglar8ekretaratiiomisill mempunyaltugas melaksanakan pelayanan rapat
clanedministeasi Komisin

7



Pasal 101
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 100, Bagian
Sekretariat Komisi | mempunyaij fungsi:
a pelayanan rapat Komisi l;
b pelayanan administrasi Komisi Il.

Pasal 102
Bagian SekretariatKomisi Il terdiri dari:
a Subbagian Rapat;
b  Subbagian Tata Usaba

Pasal 103
(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Komisi |l.
(2} Subbagian Tata Ussha mempunyai tugas melakukan pelayanan
administrasi Komisi |l

Pasal 104
Bagian Sekretarial Komisi il mempunya lugas melaksanakan pelayanan rapat
dan administrasi Komisi Il

Pasal 105
Untul: meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 104, Bagian
Sekretariat Komisi It mempunyai fungs::
a  pelayanan rapat Komisi il
Y pelayanan aciministrast Komisi Il

Pasal 106
Bagian Sekratariat Komisi [t terdiri dari
= Rubbarcpan Rapat,
Lo Dubhiagian Tata tlsaha

Pasal 107
Rapat mempunyal tugas melakukan pelayanan rapat

fata Usaha mempunyai lugas melakukan pelayanan
Komisi [T}

Pasal 108
Bagien Sekeetariat Kortiisi IV mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
i2pat dan administ asi Komist b

Pasal 108
Unuk roelaksanakar lugas sebagaimana dimaksud Pasal 108, Bagian
Sekreiarial Komisi V mempuinyai fungst:

18
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2 pelayanan rapat Komisi IV,
b. pelayanan administrasi Komisi IV,

Pasal 110
Bagian Sekretariat Komisi V terdin dari :
a Subbagian Rapat;
b Subbagian Tata Usaha.

Pasal 111
{1y Sulbbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat
Komisi vV
) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan
administrasi Komisi IV

Pasal112
Bagian Sekretariat IKomisi V mempunyai tugas melzksanakan pelayanan rapat
dan admenisirasi Komisi V

Pasali13
Untuk melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud Pasal 112, Bagian
Sekretarigt Komisi V mempunyai fungsi:
a pelayanan rapat Komisi V;
b pelayanan administrasi Komisi V

Pasalii4
Ragian Sekretanat Komist V lerdiri dani
a  Subbagian Paapal;
b Subbagian 7ala Usaha

Pasal 115
' Rapat mempunavai tugas meiakukan pelayanan rapat
Momist V
ot Suihagian Tata Usaha mempunyai tugas melaicikan pelayanan
administras) Komis V.

Pasal 116
Bagiaanzebretanat Homis) Vi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
rapat dan adiministrasi Komisi Vi

Pasal 117
tintik malaksanskan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 116, Bagian
“ebretanat Monusi VI mempunyai fungsr:
2 pelavanan apat Komisi VI,
b pelayanan administrasi Komisi Vi
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Pasal 118
Bagian Sekretariat Komisi V1 terdiri dari :
a Subbagian Rapat,
b. Subbagian Tata Usaha,

Pasal 119
(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat
Komisi VI
() Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas metakukan pelayanan
administrasi Komisi VA,

Pasal120
Bagian Sekretariat Komisi VIl mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
rapat dan administrasi Komisi VII.

Pasal 121
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 120, Bagian
Sekretariat Komisi VIl mempunyai fungsi:
a pelayanan rapat Komisi VII;
b pelayanan adminisirasi Komisi VII

Pasal122
Bagian Sekretariat Komisi VI terdiri dar :
a Subbagian Rapat,
b. Subbagan Tata Usaha.

Pasal 123
(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat
Komist VII.
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan
administrasi Komisi Vi

Pasal124
Bagian Sekretariat Komisi VIl mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat
dan administrasi Komisi VIII.

Pasal125
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 124, Bagian
Sekretanat Komisi VIt mempunyar fungsi:
a pelayanan rapat Komisi VI,
b pelayanan admimstrasi Komisi VIIi
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Pasal126
Bagian Sekretariat Kormisi VIl terdiri dari :
a Subbagian Rapat,
b  Subbagian Tata Usaha.

Pasal 127
(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat
Komisi VIII.

{2y Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan
administrasi Komist Vil

Pasaili28

Bagian Sekretariat Komisi IX mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
rapat dan adminstrasi Komisi IX

Pasali29
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 128, Bagian
Sekretariat Komisi X mempunyai fungsi.
3. pelayanan rapat Komisi IX,
b pelayanan admnistrasi Komisi iX.

Pasal130
Bagian Sekretarial Komisi 1X terdiri dari:
a Subbagian Rapat;
b Subbagan Tata Usaha

Pasal 131

(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat
Komist I,

(o) Subbagian | ata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan
adminisirasi womisi X

Pasali32

Bagia~ Sekretariat Komisi X mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat
dan administrasi Komisi X.

Pasal 133
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 132, Bagian
Sekretanat Komisi X imempuriyai fungsi
a pelayanan rapal Komisi X
b pelayanan administrast Komisi X

Pasal 134
Sagian Sekretariat Komisi X terdiri dari
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a Subbagian Rapat;
b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal135
(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat
Komisi X
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan
administrasi Komisi X

Pasal136
Bagian Gekretariat Komisi XI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
rapat dan administrasi Komisi Xi.

Pasal137
LIntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 136, Bagian
Sekretanat Komisi Xi mempunyai fungs:
3 pelayanan rapat Komist XI;
' pelayanan administrasi Komisi Xl

Pasal138
Eagian Sekretariat Komisi X! terdiri dari:
2 Subbagian Rapat;
b  Subbagian Tata Usahza

Pasal139
Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayafan rapat
Komisi Xl
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan
administrasi Komisi X,

Pasal 140
Bagian Sekretanat Panitia Khusus mempunyai tugas rmelaksanakan pelayanan
rapat dan administrast Panitia Khusus

Pasal 141
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 140, Bagian
Sekretanat Panitia Khusus mempunyai fungsi:
a pelayanan rapat Panitia Khusus;
b pelayanan administrasi Panitia Khusus

Pasal 142
Bagian Sekretariat Panitia Khusus terdiri dari :
a Subbagian Rapat;
b Subbagan Tata Usaha,
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Pasal143
(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Panitia
Khusus
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan
administrasi Panil'a Khusus. ¥

Pasal 144
Bzgian fisalzh mempunyar lugas melaksanakan penyusunan risatah
sementara/rasmi rapal-rapat DPIR Rl

Pasal145
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 144, Bagian risalah
mempunyal fungsi;
2 pelaksanaan penyusunan transkrip rapat-rapat DPR R
b pelaksanaan pendisiribusian hasil transkrip.

Pasal 146
Bagian Risalah terdiridari :
a Subbagian Transkrip;
b Subbagan Distribust

Pasal 147

{1} Subbagian Transkrip mempunyai tugas melakukan transkripsi rapat-rapat
DPR Rl

2y Subbagian Distribust mempunyai tugas melakukan pendistribusian hasi!
transkrnp kepada seluruh anggota dan pihak-pihak terkait

Bagian Kedua
Biro Kesekretariatan Pimpinan

Pasal148
Brro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan
kesekretzriatan Pimpinan Dewan dan Pimpinan Sekretariat Jenderal

Pasal 149

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 148, Biro

Kesekretariatan Pimpinan mempunyail fungsi :

a2  nenyelenggaraan kegiatan tata usaha dan kerumahtanggaan Ketua dzn
"N akil-wak il Ketua DPR Rl

n  nenvelenggaraan pelayanan dan administrasi rapat Pimpinan DPR RI,
perlemuan konsuttasi dan rapat koordinasi bidang;

- penyelenggdraan pelayanan rapat dan administrasi Badan Musyawarah;

4 penyelenggaraan kegatan tata usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR
Ri
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Pasal150
Biro Kesekretariatan Pimpinan terdiri dan -
Bagian Tata Usaha Ketugz;
Bagian Tata Usaha Wakil-wakil Ketua,
Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan;
Bagian Sekretariat Badan Musyawarabh;
Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal.

o a0 gow

Pasal 151
Bagian Tata Usaha Ketua mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi,
serta melaksanakan kegiatan administrasi dan kerumahtanggaan Ketua DPR
Rl

Pasal 152
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 151, Bagian Tata
Usaha Ketua mempunyai fungst:
3 pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Ketua DPR Rl

Pasal 153
Bagian Tata Usaha Ketua terdiri dari
a  Subbagian Tata Usaha,
2 Subbagian Kerumahtanggaan

Pasal 154
‘1t Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha
Ketua DFR RI
Subbagian Kerurmahtanggaan mempunyai tugas melakukan urusan
Lajumahtanggaan dan pengaturan tamu Ketua DPR RI

Pasal155
Sagisn Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Polittk, Ekonomt, dan Keuangan
Tzmpunyal tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
vuakil Ketua DPR RI Bidang Politik, Ekonomi, dan Keuangan

Pasal 156
Ltor meelaksanakan tugas sabagaimana draksud Pasal 155, Bagian Tala
i wezzha Weakl Ketua Bidang Polilik, Ekanciry, dan Keuangan mempunyar fungsi
2 peiaksanaan wusan ketatausahaan,
h  pelaksanaan urusan kerumahtanggaan ‘Wakill Ketua DPR Rl Bidang Palitik,
Exonomi. dan Keuangan



S

Pasal157
Bagian Tata Usaha Wakil Ketua DPR R) Bidang Politik, Ekonomi, dan Keuangan
terdin dari:
a Subbagian Tata Usaha;
b Subbagian Kerumahtanggaan.

Pasal 158
{1) Subbagian Tala Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha
Wakil Ketua DPR Ri Bidang Politik, Ekonomi, dan Keuangan.
(2) Subbagian Kerumahtanggaa”? mempunyai tugas melakukan urusan
kerumahtanggaan dan pengaturan tamu Wakil Ketua DPR R Bidang Palitik,
Ekonomi. dan Keuangan

Pasal159
Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan
Fembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR Rl Bidang Industr, Perdagangan, dan
Pembangunan

Pasal 160
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 159, Bagian Tata
Usaha Wakil Ketua DPR Ri Bidang Industri, Perdagangan, dan Pembangunan.
mempunyai fungs;:
a pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR R! Bidang Industri
Perdagangan, dan Pembangunan

Pasal 161
Bagian Tata Usaha Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri. Perdagangan, dan
Pembangunan terdiri dari
A Subbagian Tata Usaha;
» Subbagn Kerumahtanggaan

Pasal 162
1t Subbawan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha
Wakil Ketua OPR RI Bidang Industri, Perdagangan, dan Pembangunan
iZ)  Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan urusan
kerumahtanggaan dan pengaturan tamu Wakil Ketua OPR RI Bidang
industr, Perdagangan, dan Pembangunan

Pasal 163
Bagian Tala Usaha Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunys
iIgas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Wakil Ketia
UPR Rl Bidang Kesejahteraan Rakyat.
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Pasal164
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 163, Bagian Tata
Usaha Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR RI Bidang
Kesejahteraan Rakyat

Pasal165
Bagian Tata Usaha Waki Ketua DPR Rl Bidang Kesejahteraan Rakyatterdiri
dari:
a Subbagan Tata Usaha;
b Subbagran Kerumahtanggaan.

Pasal 166
i iubbagan Tata Llsaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha
Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakvat
7t subbagian Kerumahtanggaan mempunvai tugas melakukan urisan
berirmahtziiggaan dan pengaturan fame YWakl Ketua DPfR RI Bidang
H.2se)ahteraan Rakyat

Pasal 167
Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinar mempunyat tugas melaksanakan
relavaran rapat dan administrasi Musyawarah Pimpinan DPR RI, dan pertemuan
konsLitas

Fasal 168
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 167, Bagian
cerreiaral Musyawarah Pimpinan mempunyai fungsi
2 pelaksanaan pelayanan rapat Pimpinan DPR Rl dan pertemuan kosultas:
o peisksanaan pelavanan administrasi Musyvawarah Pmpinan dan nertemuan
vronsuitasi

Fasal 169
-z Gabretanat Musyawarah Pimpinan terdini dari
~ubbagian Rapat
Subbaagian Tata Usaha

i)
-
~—id
oy

S
o

P

Pasal 170
“rhiagan Ravat mempunyal tugas melakokan palayanan reapat Pimpimnan
220 1 dan partemuan kostiitasi
(2% Subiragian Tala Usaha mempunyal tugas rmelakukan pelayanan
administrasi Musyawarah Pimpinan DPR R} dan pertemuan konsultasi
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Pasal171
Bagian Sekretariat Badan Musyawarah mempunyai tugas melaksanakan
- pelayanan rapat dan administrasi Badan Musyawarah.

Pasal 172
[Jntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasa! 171, Bagian
Sekretariat Badan Musyawarah mempunyai fungsi :
- a pelaksanaan pelayanan rapat Badan Musyawarah;
b pelaksanaan pelayanan administrasi Badan Musyawarah.

Pasal 173
Ragian Sekretariat Badan Musyawarah terdiri dari -
- a  Subbagian Rapat;
~  Subbagian Tata Usaha

Pasal 174
‘1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan Rapat Badan
- Musyawarah
Subbagian Tala Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan
administras) Badan Musyawarah

—_—
Pasal 175
- Eiaglan Tata tJsaha Pimpinan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas
m&nviapkan d2ta dan informasi, serta melaksanakan kegiatan adminisira si
- ran kerumahtanggaan Pimpinan Sekretariat Jenderal.
Pasal176
3 [ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 175, Bagian Tata
Lisaha Pimpinan Sekretariat Jenderal mempunyai fungst
= T helEeyminas vimnusitasi dan pengaturan tamu Sekretans denderal,
polavaina o adninislrasi dan pengaturan tamu Wakil Sekretaris Jender ai,
rieimvans vhnnestaasi dan pengaturan tamu Deputi-depnti
—
Pasal 177
= RBagtan Tata Usaba Pimpinan Sekretariat Jenderal terdin dari

Subbagian Tala Usaha Sekretaris Jenderal,

Subhagian Tata Usaha Wakil Sekretaris Jenderal,

Subbagiar Tata Usaha Deputi Bidang Perundang-undangan;

cwbiagmn 1ata Usaha Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan

= = Subbagan 1ata saha Deputi Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen,
P Tibbagan Tata Usaha Deputi Bidang Administras:

N e ™
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Pasal178

{1} Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan
pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Sekretaris Jenderal.

(2) Subbagian Tata Usaha Wakil Sekretaris Jenderal mempunyai tugas
melakukan pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Wakil Sekretaris
Jenderal

(3 Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Perundang-undangan mempunyai
tugas melakukan pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Depuls
Bidang Perundang-undangan.

(4) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan
mermpunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan pengaturan tamu
Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan.

(6} Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar
[arlemen mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan
pengaturan tamu Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar
Parlemen

6y Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas
melakukan pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Depuli Bidang
Administrasi

Bagian Ketiga
Biro Kerjasama Antar Parlemen

Pasal 179
Biro Kerjasama Antar Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan analisis
terhadap isu-isu nternasional, regional, dan bilateral serta kesekretariatan
kerjasama antar parlemen

Pasal 180

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 179, Biro

wenasama Antar Parfemen mempunya fungsi

3 peryelenggaraan analisis terhadap isu-isu internasional, pelayanan rapat
desk Internalional Parliamentary Unjon (IPU) Perserikatan 3angsa-Bangsa
iPBB) cfan Organisasi Internasionai lainnya, panitia kerja yang dibentuk.
dan The Association of Secrelaries General of Parliaments (ASGP), serta
menyelenggarakan administrasi kerjasama IPU, Persenkalan Bangsa-Bangsa
(PBB). organisasi internasional lainnya, panitia kerja yang dibentuk dan
ASGP,

b wenyelenggaraan analisis terhadap isu-isu regional, pelayanan rapat desk
Asaan Inter-FParliamentary Organdzation (AIPQO), The Assooation of South
Fert Asia Mation (ASEAN) dan Asia Pacific (ASPAS), administras
huoungan kernasama antar parlemen negara-negara anggoa AIPGC//ASEAN,
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dan organisasi-organisasi regionatl yang menghimpun parlemen/
anggota-anggota parlemen regional

penyelenggaraan analisis isu-isu bilateral, pelayanan rapat dan administrasi
desi Bilateral, kunjungan delegasi DPR RI ke luar negeri dan kunjungan
delegasi parlemen negara lain serta kegiatan Grup Kerjasama Bilateral
(GKSB) DPR RI, serta kegiatan alih bahasa.

Pasal 181
Biro Kerjasama Antar Parlemen terdiri dari :
a  Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Internasional,
»  Bagan Sekretariat Organisasi Parlemen Regional,
Bagian Sekretariat Kerjasama Bilateral.

(@]

Pasal 182
Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Intérpasional mempunyar tugas
melaksznakan analisis terhadap isu-isu internasional, pelayanan rapat dan
administrasi desk IPU, PBB dan organisasi internasional lainnya, panitia kerja
wang dibentuk dan ASGP, serta melaksanakan administrasi kerjasama IPU,
PBB dan organisasi internasional lainnya, panitia kerja yang dibentuk, dan
ASGP

Pasai183
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 182, Bagian
Sekretanat Organisasi Parlemen Internasional mempunyai fungsi
3 peiaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelayanan rapat desk IPU, PBB
dan organisasi internasional lainnya, panitia kerja yang dibentuk dan ASGP:
®  pelsksanaan administrasi kerjasama IPU, PBB dan organisasi internasional
lainnya. panitia kerja yang dibentuk, dan ASGP.

Pasal 184
aniAan Sekretariat Organisasi Parlemen Internasional terdiri dari .
| Subbagan {apal
Subbacian Tata Usaha

Pasat 185
Subbaaian Rapat meimpunyai tugas melakukan penyiapan bahan maters
dan pelayanan rapat desk IPU, PBB dan organisasi internasional iainnya
nanitia k2ra yang dibentuk BKSAP dan ASGP
Subbaqian Tata Usaha mempunyai tugas urusan administrasi kerjasama
P PBI orgamisasi internasional lainnya, panita kerja yang dibeniuk
Aan AA0S0
Pasal 136
forgian Owekiebanat Organisast Parlernen Regional mempunyar tugas
vacdialganakan kegatan anahsis terhadap isu-isu regionzal, pelayanan rapat desk
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AIPO/ASEAN dan Asia Pasifik, serta administrasi desk AIPO/ASEAN dan
Asia Pasifik, serta organisasi-organisasi regional yang menghimpun parlemen/
anggota-anggota parlemen regional.

Pasal187

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 186, Bagian

Sekretariat Organisasi Parlemen Regional mempunyai fungsi:

a pelaksanaan penyiapan bahan materi dan pelayanan rapat desk AIPO/
ASEAN dan Asta Pasifik, dan organisasi parlemen/anggota-anggota
parlemen regional,

b  pelaksanaan administrasi desk AIPO/ASEAN, Asia Pasifik dan organisasi
regional yang menghimpun parlemen/anggota-anggota parlemen regional.

Pasal 188
Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Regional terdiri dan :
a Subbagian Rapat;
b  Subbagian Tata Usaha.

Pasal 189
(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan materi
dan pelayanan rapat desk AIPO/ASEAN dan Asia Pasifik, serta organisasi
regional yang menghimpun parlemen/anggota-anggota parlernen,
{2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi desk
FIPQINSEAN dan Asia Pasifik serta organisasi regional yang menghirmpun
parlamen/anggota-anggota parlemen

Pasal 190
Ragiar Selretariat Kerjasama Bitateral mempunyai tugas melaksanakan analisis
teradary 1su-isu bilateral pelayanan rapat dan administrasi desk Bilateral,
vonpungain rielegasi DPR RI ke luar negeri dan kunjungan delegasi parlemen
reizan lain serta (GKSB OPR RI serta melaksanakan alih bahasa

Pasal 191
lin‘pts meiaxeanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1490, Bagian
Sebrptana’ Kesjasarma Biateral mempunyas fungst
s nelakeanaan penyiapan bahan mater dan pelayanan rapal desk Drateral,
kunjtiregan deleaast DPR R! ke luar negen dan kunjungan delegass pailemen
vegara lan sena GKSB DPR R,
nela'- < anaan wrasan adminstrast desk Bilateral ke {uar negeri, ku:qungan
delegasi DPR Rl ke luar negeri dan kunjungan delegasi parleiman negaria
Ain serta (KSR DPR RE
prlamasinaan kegiatan pelayanan alih bahasa baik secara lisan imatipun
tertuls
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Pasal192
Bagian Sekretariat kerjasama Bilateral terdiri dari :
a Subbagian Rapat;
b Subbagian Tata Usaha,
¢ Subbagian Aiih Bahasa.

Pasal 193
Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan materi
dan pelayanan rapat desk Bilateral, kunjungan delegasi OPR RI ke luar
negan dan kunjungan delegasi parlemen negara lain serta kegiatan GKSB
DPRRI
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan uvrusan administrasi
desk Bilateral, kunjungan delegasi DPR Ri ke uar negeri dan kunjungan
deiegas! parlemen negara lain serta GKSB8 DPR RI.
Subbagian Alih Bahasa mempunyai tugas melakukan pelayanan alih
bahasa bak secara lisan maupun tertulis.

i

Bagian Keempat
Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan

Pasat 194
Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan mempunyai tugas

enopjariakan analiss lerhadap isu-isu DPR, hubungan masyarakat,
Ir

Pasal 195

Untuk nyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 194, Biro
Hubunozn Masyarakat dan Pemberitaan mempunyai fungst.

n
~  pepyelenggaraan urusan pemberitaan

Pasal 196
Birro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan lerdiri dari:
s Bagman Hubungan Masyarakat;
b Bagian Protokol,
¢ Bagan Pambentaan

Pasal 197
" fiazyarakal mampuiys 1 anaits|s
Isudunggungan QPR dan medaksanakan Urusan kehumasan



Pasal 198
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 197, Bagian
Hubungan Masyarakat mempunyai fungst:
a pelaksanaan penyiapan bahan materi penerangan kepada masyarakat;
b  pelaksanaan penyaluran delegasi pengadiuan masyarakat.

Pasal 199
Bagian Hubungan Masyarakat terdin dar :
a Subbagian Penerangan;
b  Subbagian Penyaluran Delegasi.

Pasal200
{1} Subbagan Penerangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
malen penerangan kepada masyarakat mengenai DPR RI.
(2) Subbagian Penyaluran Delegasi mempunyai tugas melakukan penyaiuran
delegass pengaduan masyarakat yang menyampaikan permasatahanriya
ke DPR R

Pasal 201
Pagrain Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan

Pasal 202
Unluk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 201, Bagian Protokal
mempunyai fungsi
a  pelaksanaan penyapan dan pengaturan upacara DPR Rl dan Sekretariat

Jenderal
h  pelaksanaan penyapan dan pengaturan tamu DPR RI dan Sekretarnat
Jenderal
Pasal 203
"agran Pretokol terdin dan
a  Lubbagan Upacara;
S otzbagian Tamu
Pasal 204

“whnagian Llpacara mermpunyal lugas melakukan penyiapan dan
pangaturan spacar a DPR R dan Sekretariat Jenderal

“rbisagian Tomyg mempunyal fugas helakukan penyiapan dan pengaturan
Caron DIFR R odan Geki etanat Jenderal

Pasal 205

o gar Pambentaan mempunyail tugas melaksanakan urusan pembentaan dan
nenerbilan
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Pasal206
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 205, Bagian
Pemberitaan mempunvai fungsi:
a pelaksanaan penyiapan bahan pemberitaan kegiatan DPR Rl dan
Sekretariat Jenderal;
b pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan majalah parlementaria dan buletin
DPRRI

Pasal207
Bagian Pemberitaan terdiri dari :
A  Subbagian Pemberitaan,
b Subbagan Penerbitan.

Pasal208

(1) Subbagian Pemberntaan mempunyai tugas meiakukan penyiapan bahan
pemberitaan kegiatan DPR Rl dan Sekretariat Jenderal

2y Subbagan Penerbitan mempunyai fugas melakukan penyiapan bahan
penerbitan majalah parlementaria dan buletin DPR RI

BABV
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

Pasal 209
Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membina dan melaksanakan
peréncanaan dan pengawasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan
kerumahtanggaan di lingkungan DPR RL

Pasal 210
IUntuk menyelenggarakan tugas sébagaimana dimaksud Pasal 209. Deputi
Bidang svdrministrasi mempunyai {ungsi
a  pembinaan perencanaan dan pengawasan, kepegawaian, keuangan,
Ainan e iecumzhtangonean o lngkung.n DPR BI
dan pengawasan, keps=gEwaian
kexuangan perlengkapan dan kerumahtanggaan d ingkungan DPR Ri

Pasal211
larl
Birn Perane anaan dar
b Biro Keanggotaan dan Kepegawaran,
«  Biro Keuangan,
4 Biro Pamehharaan Bangunan dan instalasi;
e Brro Umum
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Bagian Pertama
Biro Perencanaan dan Pengawasan

Pasal212
Biro Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan
penyusunan rencana program dan anggaran DPR Rl dan Sekretariat Jenderal
dan pengawasan internal SekretariatJenderal DPR Rl serta kegiatan administrasi
Badan Urusan Rumah Tangga

Pasal 213

Iintuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 212, Biro

Perencanaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

A penvelenggaraan penyusunan rencana program dan anggaran DPR Rl
dan Sekretariat Jenderal,

H  penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi Badan Urusan Rumah
Tangga,

¢ penyelenggaraan penataan organisasi dan tatalaksana,

4  penyelenggaraan pengawasan internal Sekretariat Jenderal DPR RI

Pasal 214
Biro Perencanaan dan Pengawasan terdiri dar
a Bagian Perencanaan;
> Baglan Sekfetariat Badan Urusan Rumah Tangga,
¢ Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
d Bagian Pengawasan Internal.

Pasal 215
Pagian Perencanaan mempunvai tugas melaksanakan penyusunan rencana
pragram dan rinctan anggaran DPR Ri dan Sekretariat Jenderal

Pasal 216
Johik melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasat 215, Bagian
Parencanaan mempunyai fungsi:
a pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program Dewan dan Sekretariat
Jenderal,
b  pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rincian anggaran Dewan dan
Sekretariat Jenderal

Pasal 217
Bagian Perencanaan terdin dan
a  Subbagian Penyusunan Program,
b Subbagian Penyusunan Anggaran
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Pasal218
(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan rencana terpadu program Dewan dan Sekretariat
Jenderal
2y Subhaaran Penyusunan Anggaran mempunyal tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan rincian anggaran Dewan dan Sekretariat Jenderal

Pasal 219
Sagian Sekreliniriat Badan Urusan Rumabh Tangga mempunyai tugas
melaksanakan palayanan rapat dan administrasi Badan Urusan Rumah Tangga

Pasal 220
T mejaks anakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 219, Bagian
Ak retanat Bacisin Urusan Rumah Tangga mempunyai fungsi:
2 pelaksanaan pelayanan rapat:
¥ palaksanaian pelayanan administrasi

Pasal 221
Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga terdiri dari
Subbagian Rapat;
Subbagian Tata Usaha

L

=

Pasal 222
-1t Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan petayanan rapat
Subbaagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan
administrasi

1

Pasal 223
3agian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas imetaksanakan penataan
crganisas dan tatalaksana

Pasal 224
Untuk melaks anakan tugas sebagamana dimaksud Pasal 223, Bagian
Organisas) dan Tatalaksana mempunyai fungsi
= pelaksanzan penelaahan dan evaluasi kelembagaan serta anahisis jabatan
dan analisis heban kerja Sekretariat Jenderal DPR Rl secara teratur:
LrEUMEn dan avaliragl stendardisas) prosedor 3
r'fa I Jendersl DPH Rl t

Pasal 225
Baaan Organizasi dan Tatalaksana terdiri dari
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Pasal226
(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penelaahan dan
evaluasl kelembagaan serta analisis jabatan dan analisis beban kerja
Sekretariat Jerderal DPR Rl secara teratur
() Subbagian Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyusunan dan
evaluasi standardisasi prosedur, sistem dan perangkat kerja Sekretariat
Jenderal DPR RI secara teratur

Pasal227
Bagian Pengawasan Internal mempunyai fugas melaksanakan pengawasan
terhadap perigelolaan keuarigari, perlengkapar dan materiel serta admiriistrasi
Lmum

Pasal 228
Lntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 227, Bagan
Pengawasan Internal mempunyai fungsi:
2  pelzksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan;
k. pefaksanaan pengawasan terhadap pengelolaar perlengkapari darl materie;
~  pelaksanaan pengawasan terhadap perigetolaan administrasi umum

Pasal 229
Bagian Pengawasan Internal terdiri dari :
a Subbagian Pengawasan Keuangan;
b  Subbagian Pengawasan Maleriel,
¢ Subbagian Pengawasan Administrasi Umum.

Pasal 230

it Subbaglan Pengawasan Keuangan mempunyai tugas melakukan
pengawasan ferhadap pengeloiaan anggaran Dewan dan Sekretariat
Jenderal;

Subbtragian Pengawasan Materiel mempunyat tugas melakukan
nwngawasan terhadap pengelotaan perlengkapan dan materiel anggaran
Dewan dan Sekretariatl Jenderal:

3, Siibbagian Pengawasan Administrasi Urmum mempuinyai tugas melakukan

pengawasan terhadap pengelolaan administrasi umum

Bagian Kedua
Biro Keanggotaan dan Kepegawaian

Pasal 231
Ree Keangaotaan dan Kepegawaian mempunyal tugas menyelenggarakan
ke-aalan-tdrministrast keanggotaan Dewan dan kepegawaian Sekretariat Jenderal
BFER R
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Pasal232
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 231, Biro
Keanggotaan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a  penyelenggaraan adminisirasi keanggotaan Dewan dan fraksi,
h penyelenggaraan administrasi kepegawaian SekretariatJenderal DPR RI;
¢+ peny2ienggaraan pendidikan dan pefatihan;
7 penyelenggaraan pelayanan kesehatan

Pasal233
Biro Keanggotaan dan Kepegawaian terdiri dari:
3 Bagn  Administras) Keanggotaan Dewan dan Fraksi;
t  Bagian Kepagawaan,
~  Bagian Fendidikan dan Pelatihan;
i Bagan Pelayanan Kesehatan

-

Pasal 234
Baaian Administrasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan administrasi keanggotaan Dewan dan kesekretanatan
Fraksi

Pasal235
Hintuk welabearalcan tugas sebagammana dimaksud Pasal 234, Bagian
feiminestras Kesanggotaan Dewan dan Fraksi mempunyai fungsi pelaksanaan
netavanan adnenishast keanggofaan Dewan dan kesekretartatan Frakst

Pasal 236
wEn & ansinass Keanggotaan Dewan dan Fraksi terdim dan
Subhagiar Adrainistrasi Keanggotaan Dewan Fraksi |
Subkagan Admiustrasi Keanggotaan Dewan Fiaksi ll,
Subbagiar Admwnistrasy Keanggotaan Dewan Fraks i

13

[}

Pasai 237
i SubbaaiEn Adminisirasy Keanggotaan Dewan Fraksi | mempunyar fugas
admumist 281 keanggotaan Dewan dan fraksi |,
Suhoagisn Administras) Keanggotaan Dewan Fraksi I mempunyal tugas
m=lar naiayanan administrasi keanggotaan Dewan dan fraks: ii;
D Susbhagian Administrasi Keanggolaan Dewan Frakst Il mempunyai tugas
melakukan pelayanan administrasi keanggotaan Dewan dan fraksi I
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Pasal238
Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi
kepegawaian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal239
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 238, Bagian
Kepegawatan mempunyai fungsi:
a pelaksanaan penyiapan formasi dan mutasi pegawai,
b  pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan tata naskah pegawai
c  pelaksanaan pengelolaan kesejahteraan pegawai

Pasal 240
Bagian Kepegawaian terdin dari:
a Subbagian IFormasi dan Mutasi Pegawai;
n  Subbagian Dokumentasi Tata Naskah Pegawai;
. Subbagian Kesejahteraan Pegawal

Pasal 241
1) Subbagian Formasi dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan formasi dan mutasi pegawal
7y Subbagian Dokumentasi Tata Naskah Pegawai mempunyai tugas
melakukan pengelolaan dokumentasi dan tata naskah pegawai.
3 Subbagian Kesejahteraan Pegawar mempunyal tugas meiakukan
tanyiapan bahan pengelclaan kesejahteraan pegawai

Pasal 242
Bagian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pendidikan dan pelatihan pegawai

Pasal 243
Unatye mo2iasanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 242, Bagian
Fepirkan dan Pelatihan mempunyai fungsi
3 efaksanaan penyusunan dan penyiapan serta evaluasi program pendidikan
ran pelatihan pegawar;
b pelaksanaan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan serta
ujian dinas pegawai

Pasal 244
Baglan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari
a Subvagian Penyusunan Prcgram dan Evaluasi:
b Subbagian Penyelenggaraan
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Pasal 245
(1) Subbagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan program evaluasi pendidikan dan
pelatihan pegawat
2) Subbagian Penyelenggaraan mempunyail tugas melakykan penyiapan
bahan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan serta ujian dinas
pegawal

Pasal246
Baoian Pelayanan Kesehatan mempunyal tugas metaksanakan pelayanan dan
penvediaan fasilitas kesehatan

Pasal 247
Untuk melakzanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 246, Bagian
BPelayanan Kesehatan mempunya: fungst:
3 pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan;
b peiayanan administrasi medik

Pasal 248
Bagian Pelayanan Kesehatan terdrri dan
Subbagian Pelayanan Medk
Subbagian Tata Usaha;
Kelompok Jabatan Fungsional

-

oy

Pasal2z48

%1 Subbagian Petayanan Medik mempunyar tugas meiakukan pengaturan
pelayanan kesehatan kepada DPR-RI dan Pegawai Sekretariat Jenderal
serta merencanakan pengadaan obat, alat-alat kesehatan, dan
pendisinhusiannya

iz Subbagan Tata Usaha mempunyal tugas melakukan pengurusan kartu
herobat asurans: kesehatan general check up, memelihara alat-alat
Fesehatan dan pengelniaan administrasijabatan fungsional medis dan para
med!s

Bagian Ketiga
Biro Keuangan

Pasal 250
Biro Keuang:an mempunyai fugas menyelengaarakan administrast keuangan
PR Rl gan Sekratanat Jenderal

Pasal 251
Untuk menyelanggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 250, Biro
Yeuangan mempunyar fungsi:
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a penyelenggaraan administrasi perbendaharaan keuangan DPR Rl dan
Sekretariat Jenderal,

b penyelenggaraan kas dan pembukuan serta evaluasi dan laporan keuangan
DPR RI dan Sekretariat Jenderal,
penyelenggaraan administrasi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri,
pengelolaan administrasi jabatan fungsional.

Pasal252
Biro Keuangan, terdin dari:
2 Bagian Administrasi Keuangan;
b Ragan Perbendaharaan;
« Bagian Perjatanan

Pasal253
Hacpan Administeasi Keuangan mempunyal tugas melaksanakan kas,
neembuokuan venfikasi 2an evaluasi laporan keuangan, penggajian anggota dan
Legawal

Pasal 254
Potibc melaksanaken fugas sebagaimana dimaksud Pasal 253, Bagian
Magmanisirasi Keuangan mempunyail fungsi:
A pelaksanaan penenmaan, verifikasi, dan pembayaran terhadap bukli
kuitansi;
v 2valuasi dan pertanggungjawaban keuangan;
=  palakzanaan pengelolaan administrasi penggajan anggola dan pegawat

Pasal 255
Bagian Administras: Keuangan terdiri dari:
2 Subbagiar Kas dan Pembukuan:
3 Subbagian Evaluasi dan Laporan Keuangan;
<  Subbagian Penggajian

Pasai256
‘1. Subbagian Kas dan Pembukuan mempunyai tugas melakukan penerimaan
wenfikas) dan pembayaran terhadap bukll kuitansi.
{27 Subbagian Evaluasi dan Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan
evaluasi anggaran dan pertanggungjawatan keuangan
{21 Subbagian Fenggapan mempunyai tugas melakukan administrasi
penggajian anggota dan pegawai,

Pasal 257
Bagian Meibendaharaan mempunyat tugas melaksanakan admunistrasi anggaran
serfa pengelolaan administrast varang-barang milik negara di lingkungan
Seketanat sendaral DPR R
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Pasal 258

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 257, Bagian

Perbendaharaan mempunyai fungsi:

2 pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggota dan pegawai,

b pelaksanaan pengelolaan administrasi barang-barang milik negara di
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Ri.

Pasal259
Bagian Perbendaharaan terdiri dan:
a  Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
b  Subbagian Inventarisasi.

Pasal260
(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan
admunistrast anggaran DPR RI dan Sekretariat Jenderal,
2Y Subbagian Inventarisasi mempunyai tugas melakukan inventarisasi,
penilaian dan penghapusan barang-barang milik negara di lingkungan
Sekretarial Jenderal DPR Ri

Pasal2a1

Bagian Perjalanan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perjalanan
dinas dalam negeri dan luar negeri.

Pasal262
Untuk melaks2nakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 261, Bagian
Perjalanan mempunyai fungsi
a2 pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanan dinas dalam neger.
h  pelaksanasn pengelolaan admunistrasi perjalenan dinas luar negers

Pasal263
F3agian Perjalznan terdiri dari
a  Subbagian Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
b Subbagian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasall64
(11 Subbagian Perjalanan Dinas Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan
pengelalaan administrasi perjalanan dinas dalam negeri
v} Sutabagan Perjalanan Dinas Luar Negeri mempunyal tugas melakukan
pengelolaan admmnistrasi perjalanan dinas tuar negeri
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Bagian Keempat
Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi

Pasal 265
Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi mempunyai tugas menyelenggarakan
pemeliharaan gedung, perumahan, wisma dan instalasi.

Pasal266
Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 265, Biro
Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi mempunyai fungsi:
a2 penyelenggaraan pemeliharaan gedung dan taman;
b penyelenggaraan pemeliharaan rumah jabatan dan wisma DPR R{;
~  penyelenggaraan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi

Pasal267
3 Pernetiharaan Bangunan dan Instalasi terdiri dan:
2 Bagian (zedung dan Pertamanan;
b Bagtan Perumahan dan Wisma DPR Ri,
¢ Bagian Instalasi

Pasal 268
Flagian Gedung dan Pertamanan mempunyat tugas melaksanakan pemeliharaan
gedung dan taman

Pasal 269
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 268, Bagian Gedung
dan Pertamanan mempunyai fungsi
3 pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan gedung dan peratatannya;
b pelaksanasan pengelolaan dan pemeliharaan halaman dan taman

Pasal 270
B Jiran ecding dan Pertamanan terdini dari
Subbagian Perawatan Gedung dan Peralatan;
F o Subbagian Perawvatan Halaman dan Pertamanan.

Pasal 271
i1 Subbagian Perawatan (Gedung dan Peraiatan mempunyai tugas melakukan
cenyapan bahan pemeliharaan gedung dan peralatannya.
Subbagian Perawatan Halaman dan Pertamanan mempunyar tugas
melakukan penyiapan hahan pemeiiharaan haiaman dan taman

S

Pasal 272
Bagan Perumahan dan Wisma DPR Rl mempunyai tugas melasksanakan
pengeloiaan dan pemeliharaan rumah jabatan dan wisma DPR RI.
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Pasal273
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 272, Bagian
Perumahan dan Wisma DPR Rl mempunyai fungsi:
a pelaksanaan pengetolaan dan pemeliharaan rumah jabatan,
b pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan wisma DPR Ri.

Pasal 274
Bagian Perumahan dan Wisma DPR Rl terdiri dan:
a8  Subbagian Pengelolaan Perumahan,
h  Subbagan Pengelolaan Wisma DPR R!

Pasal 275
(1 Subbagian Pengelolaan Perumahan mempunyai tugas melakukan
pengelolasn dan pemeliharaan rumah jabatan
71 Suhbagian Pengelolzan Wisma DPR RI mempunyai tugas melakukan
pengelolaan dan pemeliharaan wisma DPR Rl

Pasal 276
Bagan Instslasi mempunyai tugas melaksanakan pengoperasian dan
pem2alharaan instaiast

Pasal 277
|Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 276, Bagian Instalasi
mampunyat fungsi
3 pelaksanaan pengoperasian dan pemetiharaan mekanik;
2 pelaksanasn pengoperastan dan pemeliharaan kelistrikan

Pasal 278

iy

iogran Ingtalas: terdiri dard
Sanbagen Fengoperasian Mekanik,
Stotsyaa Pengoperasian Kelistrikan

)

Pasal 279
Subbazgi o Cengeperasian Mekanik mempunyai tugas melakukan
ercoperas:an dar pemeliharaan instalasi mekanik,
Subbagian Pengoperasian Kelistrikan mempunyai tugas tmelakukan
rengnperazian dan pemeliharaan instalasi kelistrikan

Bagian Kelima
Biro Umum

Pasal 280
Riro Hmuns mernpunyai iug as menyelenggarakan perlengkapan, tata nersuratan,
endarzan serta keamanan dan ketertiban

T
1]
Yy
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Pasal.281
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 280, Biro Utnum
mempunyai fungsi :
a penyusunan fencana pengadaan dan perawatan serta penyimpanan dan
pendistribusian pertengkapan kantor, peralatan dan barang,
penyelenggaraan urusan surat, ekspedisi dan penggandaan;
penyelenggaraan pelayanan dan perawatan kendaraan dinas,
¢ penyelenggaraan pelayanan keamanan dan ketertiban

o

Pasali282
Biro Umum terdin dari
A Bagian Perlengkapan,
ih  Bagian Tata Persuratan;
¢  Bagian Kendaraan;
41  Bagian Pengamanan Dalam

Pasal 283
Bagian Perlengkapan mempunyal tugas melaksanakan pengadaan,
penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian perlengkapan dan peralatan sefta
barang inventars kantor

Pasal 284

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dmaksud Pasal 283, Bagian

Perlengkapan mempunyai fungsi.

a pelaksanaan pengadaan perlengkapan kantor, peralatan dan barang;

b pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, peralatan,
serta pemehharaan barang inventaris kantor

Pasal 285
Bagian Perlengkapan terdiri dari
2 Subbagian Pengadaan,
b Subbagian Penyimpanan dan Pendistribusian

Pasal 286
(1Y Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pengadaan periengkapan. peralatan, dan barang inventaris kantor
27 Subbagian Penyimpanan dan Pendistribusian mempunyai tugas mefakukan
penyimpanan pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan, peralatan,
serta barang inventaris Kantor

Pasal287
Elngan Teda Persuratan mempunyai tugas melaksanakan kegratan surat
ekspedis) dan penggandaan
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Pasal288
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 287, Bagian Tata
Persuratan mempunyai fungsi :
a pelaksanaan pencatatan surat masuk, surat keluar dan ekspedisi;
b  pelaksanaan penggandaan.

Pasal289
Bagian Tata Persuratan terdin dari

a Subbagian Surat dan Ekspedisi,
h  Subbagian Penggandaan

Pasal290
(1} Subbagian Surat dan Ekspedist mempunyai tugas melakukan pencatatan .
sural masuk, surat Keluar dan ekspedisi.
2y Subbagian Penggandaan mempunyai tugas metakukan penggandaan
dokumen Kedewanan dan Sekretanat Jenderat DPR Rl

Pasal291

Bagian Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan angkutan dan
perawatan kendaraan dinas

Pasal292
iJntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 291, Bagian
Kendaraan mempunyai fungsi:
a  pelaksanaan pelayanan angkutan dan penggunaan kendaraan dinas;
r  pelaksanaan Permeliharaan kendaraan dinas

Pasal 293
Aagisn Kenda aan terdin dari
= Subbagiran. Pelayanan Angkutan,
h o Subbayi-2: Pemeliharaan Kendaraan Dinas,

Pasal294
11 Subbagian Pelayanan Angkutan mempunyai tugas melakukan pelayanan
angkutan dan penggunaan kendaraan dinas,;
2 Subbaatan Pemelinaraan Kendaraan Dinas mempunyai tugas melaikukan
ne:metharaan kendaraan dinas

Pasal295

Ragar Pepgarnanan Dalam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
keamanan dan ketertiban
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Pasal 296
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 295, Bagian
Pengamanan Dalam mempunyai fungsi:
a pengelolaan pengamanan dan ketertiban di lingkungan gedung, perumahan
dan wisma DPR R
b pengelolaan administrasi pengamanan dan ketertiban.

Pasal297
Bagian Pengamanan Dalam terdiri dari :
a Subbagian Pelaksanaan Pengamanan;
b  Subbagian Administrasi Pengamanan.

Pasal298
(1) Subbagian Pelaksanaan Pengamanan mempunyai tugas melakukan
pengamanan dan ketertiban di lingkungan gedung, perumahan dan wisma
DPRRI,
{2) Subbagian Administrasi Pengamanan mempunyai tugas melakukan
administrasi pengamanan dan ketertiban,

BABVI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal299
Keiompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan bidang tugas
masing-masing dalam jabatan fungstonal.

Pasal 300

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang
lerbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahiiannva

1 Setiap kelompok sebagamana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
dir.cordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk cleh Kepaia
Biro/Kepala Pusat

(77 lariah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
Lana

{4 lanis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatin sesuai
i=ngan peraturan peninclang-undangan yang berlaku

BAB VI
TATAKERJA

Pasal 301
Calar imzigksanakan tugasnya para Deputl, Kepala Brro, Kepala Pusat, Kepaka
Ragian dan Kepaia Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkrorvaast dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan crganisas!
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dalam Sekretariat Jenderal DPR RI, dan dengan instansi lain di luar Sekretariat
Jenderal DPR Ri sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 302 ‘
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
vang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang beriaku.

Pasal 303
Setiap pmpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPR
I barangaung jawab memimpin dan mengkoosdinasikan bawahannya masing-
n:asing dan miemberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
s2Y/3nan

Pasal 304
an pimpinan satuan organisast wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
hertangagungiawab kepada atasan masing-masing dan Menyampaikan
ran keagatan secara berkala.

Pasal 305
~atap laporan sehagamana dimaksud Pasal 304 wajib diplah dan dipergunakan
se-53031 hahan pertimbangan untuk penyusunan taporan lebih tanjut

Pasal3o6
L3'2m menyampakan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
Lasran waph disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara
fingsional mempunyar hubungan kena.

Pasal307
" oztaoy mzlaksanakan tugasnya setap pimpmanr satifan organisas! dibantu oleh
c= il kerala salyzn organisast dibawabnya dan dalam rangka pemberian
limivnaan kena 2 bawahan, masing-masing waph mengadakan rapat berkala

BAB Viil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 308

Dzngan perlakunya Peraturan im maka Keputusan Sekretaris Jenderal DPR
2 hiamne 17HISEMIEN/1994 tentang Organisas: dan Tata Kerna Sekretarial
Jznleral Dewsn Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telan
~enorana kal ciebsh, terakhir dengan Keputusan Sekrelans Jenderal DPR Rl
eower 340/SEIKJEN/2000  tetap berlaku sampal dengan dikeluarkannya
Kelelnypan Pengangkatan Pejabat baru berdasarkan Peraturan Sekretaris
Jeneleral DPR Rl
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B i f % Fl

Pasal309
(1) Dengan berlakunya peraturan Inl, maka segala ketentuan yeng
bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tidak beriaku.
(2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Fada lanpgal 3 Mel 2005
SEKRETARISJENDERAL,

4& AL (JJAMAL{SH, MSi.

48



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2005

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2005




)))))))))))))))))))))))

SENRETARIS JENDERAL |
waki SEKRETAR J:n'#lu

) ———i ————
oerun ‘ﬁL Pt [ 1
| ANOGARANOAN | | FEMSIDANGAN f .
| ! o 0 LA S, AN T
IHHR“?A!LM‘ ———
[LEe] — —— | g, 3
g 3 B S ML ) Py
=Tty j 14, i gk | Tk e
i = iy
T M
‘ e nAE | i e
=8 Bl N 0 o i g ——
LN epd e P iy [ ; i
Tt ] —— Pl e
23 r———
P i RERaAfuas, FEA L |
RLETRIre el v iolm | e L
A —_— | e ewriay
| ——
o s T T
AR Y i
P R



BIDANG

o I ., .
T e
LA LIRS FE N T A A
Wl W e L |

by

bl A g™ [ [

B L Lo L e e r i
e Hi sk f

. b —
BAOUNY
" - 4 SR AT AL AN i |
- L | ARTANA
VO - MR

nD

PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BIDANG POLITNC HUKUM, HAM, DAN

T Tefadis
ATAP .Y T A b

KESA
mvmamuom;—' ol
- UNGANG-URDANG Se1
mn__ ]
S By
AL rha,
PERASCANCAN l




—_—

BEO
HUKLM DAN PEMANTALAN
FPELAKSANAALN UNITANG-UNDANG

AT LA
LI LI

nLLAE i

g

SLEBAC.
AOMINISTH
FERL MAN

LINEART ot

DACAN
b T AL ey
TR AR by
il - O A M EL

AN ALAN
PELAMBANAMNE L8
D POLITIX



D N (e R S S B [ S (B B B B B B S S S B B S R B

- DEPUTE =
BIDANG AHGGARAN DAN
PENGAWABAN
S
IR U
. i __MUBAT
DA e ANRAN ALY I l PRGN [ FENGOLAILAN DATA
arne ' [ R DA IMFTIRMASE |
ANMLIZA PRI PATAN | Radpian | man |
| MEGARAGAN BEAMIA I 4 L Lol Tl ¥ A, Sk iy E
! H.m- | (LU R YR - . i /
— 3 | e iy
RLT. iy R T |
| g el PELMTR v L | Larhiek
- i I i [ e TR T "":"._‘.'._._ =
T A i ity L el Wl Sk g L
— — ' W B2 WP (b —
e — | = e JRET I ¥ 1 AL .
T —=ih—]
WL AT TR P & [ ==Y
; gl U Bl ey R AR e |
Wit
ANALEA AHGGAAAN
&N PELAKSANAAN APBY
T ua.nlun ' AT
.MLMHthnﬁ‘i Aarma PEMENIARN] " Tumos o N I e cein B8
SEOARL Oide WY LANIA) 0P DAN PG AR N F AT La,
HhGAES — ] \_bpounie |
& - . Y
g 1 | [T YR
- (e s [ -
bl o (T o - - ﬂ
Sl P F." - 1
gL 1 .

e sl
ol R

ASAl bA Bp Pelah
1R = JY




81RO

PENGAWASAN LEGISLATIF

P e — = = i
! BAGIAN | LELTrES
¢ PENJADUAMN i WEAMET &L T
| MABYARAMKAT i A Ealb) Y e R A T A
- EmEeE T R = T
& RV e ] i — i
i LY PYRL TN ]
| " =] el 1 o= o -‘*!I
| e Fame seom,
..Ip:...:‘ |— = : |

AT i - nl

=07lES 'Y -

[FITS

r

PUSAT
PENGKAJIAN, PENGOLAHAN
DATA DAN INFORMASI
- iy
% Ecihn S ] —
B A, MATE [l 1 S AT Al:::::?\iﬂ MDANG
LML A e L] AlLar || rLerustakarn
Shit L Lo L -.J-c(!:‘.-c::nl PORUMENTAS: | %

e —



))')))))))))))))))))))))

|
|

BEPUT, |
OA NG A RMIOAN 8.AN DANM
 KERJASAMA ANTAR PARLEMEN
|
e e j—-—_-; 1=
Y
T ;
mmm] ! oy
= . - L08R e gl
e I - i e
. S B i e BB b | .
= | i, L ' e,
| B T,
I. A Ny -]
‘“-':':"’,"_L"]""“" TN T \‘
| = o~ e
BIRO
PERSIDANGAN
T R e SRS
PLLOLAN - BAGIAX BaDann
PERAKHANGAPY AN l \ SET.PAMITA ‘ T
FARIPFLRNA ERA L ETARA] ' ONBUE
e - Wt G i | - —
= T 3 =
AR A
[T p—, RARLY sl hE
Hakl PR
P T 3 -I- — - I -ut 3 ‘,.ﬂl.h:_
Pt BT TTr § 2Ll a%n kN sgbhnad. =
J— il LENERTT Y e



BIROD

. KERJASAMA ANTAR PARLEMEN

[T
BAKRETARIAT
ORdamiSam
PARLEWEN
INTERMABIONA L

- /T
BEMAA N
B FICAL TARMAT
CHIC) B AR
U TRl D

i
i

" BIRO

Reldian
B ANLAT
[ . T FTTP
oL THE

e L
:-w-. ]"!'

Ll g ot

]

HUBUNGAN MASYARAKAT ,

DAN PEMBERITAAN

BAGIAl
LEHT1IN T, |
SARY AN LT

- 1 L
LR LisAN

5 ARAG
PENTALULA N
CELEGAS

BAGIAN
i PROTOKOL

L] B

LLBEEL L 1 |

BAGIAN
FEMHERITAAN

5.23a0

SERBEATAAN

e, |



Ti

BIDAND ADMINIGTRAS ]

| I 1
H A NCASAN | nuﬂua“’ T Il [0 . [
" L 4 AT P ;
Im‘_t.“ [ EAAMRAM | KM RO i
CTPR- AN hi || G RS TALAE :
- I | ‘ -I '
R——— L ADNINIB TR |- | AcsaeadTRA l T - i '
remmc Ak [ llm;:-m| ‘ EEANGAN |= mmm}lm!
| Ceeyisi e [ s |
T —— [etaatry | BLGAM TaTh l
Ry e | | L= T TET M ]| e L
e T N BARE ] =ty
s i —r o hd = gt PR — L-
SAlAN i ——— 1 S
- P& - it ——————
ol o R e R R
TRIN, AFTEANS - - s PEMGAMANAN
= | e
Fee FEIFE 1
T 1y i i v
.,._-l_q.m N il s |
BIRC
FERENCAMAAM DAN
PENGAWASAN
YaGln (TEET I .
BAGLAN SEMESTI ST JERETAN Ot A SRR “::f:‘"m
PLECHCAMALN BALIAN Usii5aN o ] AN WTEAL
{ FUMAN TAKGGA FETRLAnBANA |
|
s -n.-:- .
L.
s ekl

P
= ARk |
a_ Wb E  WEY |

LR



Y DDDDDDDDDDD 2D D)D) DD DD D)

L] 4]

mse AW |
— e ]
o

AR
PO N

LLEBAG
LvALUABIOAN
LAPOLAS
|

T
gl L el el

R TWAL -
A P
[ *wf“‘* e, P | o
__ Ehidhy A, I Il [ ik
I | .
- -"l"'l';-'-vlll
"l ame i
s e
BIRO
HELEAM G
—ae]
—— — -
BAGIAN BEBATAN | (TR
PERBEMOANANARR  FesEasml PERIALANAN
|
Ea |  w/mng
UBBA0 i Al
PELAKEANAMN l ]
) ANDGARN T
[ S
i Sy
J 1

o] gk b

LS Lladl

I rooes
S

TS




BIRO
PEVELIHARAAN BANGUNAN
~ DAN INSTALAST
A 1
| ; | ]
BASIAN ' BASIAN
aEpUNG OAN J | PERMBMANAN OAN ‘ BAGIAN
PRRATAMANAN | VASMA OPR INSTALASY
— i A
R
‘ PERAWATAN || sesas | ‘ _r __
GEDUND PENGILOLAAN | — PENGOPERASIAN |
WHRALATAN. hidemadiall | o |
smers r | 1 | NEWBAD
PERAW TaM t - FREEROERASTAGY
HALAMAM DAM LR |
_PERTAMAMMA —
BIROD
UMUM
BAGLEN —_ BLGLAMN
AGRAS AGIA
PEHEFI?;:APAH TATA a-“{i_-.':k.;H:au PENGAMANAN
- FIBSURATAN ST DALAM
i I - ‘““
- !.I e
e UE,




SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 2 Maret 2005
Nomor . B-45/Setkab/Dep-HP 312005 Kepada Yth.
St - Segem ). Ketua Majells Permusyawaratan Rakyat R
Lampiran- Penyampaian Salinan Peraturan 5  otus Dewan Perwakilan Rakyat Ri
Presiden Nomor 23 Tahun 2005 3 Kupyy Mahkamah Agung R
4  Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
5 Ketua Mahkamah Konstitusi RI
di
Jakarta

Bersama ini dengan hormat, kami sampaikan salinan Peraturan Presiden
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2005.

Demikizn, untuk mohon menjadi makium.

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-Undangan,

Lambock V. NaNahattands

TembusanYth. :

1 Sekrataris Kabinel
2 Walkil Sekretaris Kabinet



Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl
: 137CISEKJEN/2002
. 1 Maret 2002

Nomor

Tanggal

Susunan Tim Restrukturisasi Organisasi
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia

e e e
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Nama

Dra Winantuningtyastiti S MSi
Ors A Muchtar Effendi, M.Si
| Nugroho, SH.
Subijanto Sudardjo, S H
Soegito Wiryoatmodjojo, SH.
| Toip Henyanto, SH

Drs Moch. Faruk

Achmad Djuned, SH
| H Mynawir, BA

Agus Sumanlo, S.S0s.

Dra Titi Sd Renani

Yuial Dwiningrum, SH
] Diding Setady
Rofiah
Sumarman

NIP

210001080
210000420
210000601
210000391
210000466
210000399
210001084

| 210000474

210000874
210001512

| 210001845
210000792
210001621

\ 210001688

210000969 |

Gol Keterangan
Y Ketua
v Sekretans
|V Anggola
Y Anggola
v Anggota
v Anggola '
\ Anggola
[\ Anggota
| Anggota
i Anggota i
il Anggola
P Anggota
| Anggota/Sekretanat
l I | Anggota/Sekretanat
‘ L Anggota/Sekrelariat

Jakarta, 1 Maret 2002

SEKRETARIS JENDERAL,

td

Sitti Nurhajati Daud, s.t.

NIP 210000424



Lampiran surat Men, PAN
Nomor : B/791/M.PAN/4/2005

Tawgal : 29 Apri 2005

REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON |
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERVWVAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

'NO UNIT ORGANISASI

ESELON i
 lia na liita | iva _]
Sekretariat Jenderal T 1 - « | |
2 l Wakil Sekretariat Jenderal | 1 - : - |
| 3 i Deputi Bidang Perundang-undangan 1 3 7 14
2 Bidtang Anggaran dan : ‘
1 's e || 5 |
Deputl Bidang Parsdangan dan . ' |
| Kerjasama Antar Parlemen N1 4 ‘ 7 | 50 |
6 | Deputi Bidang Administrasi v |5 |18 | 0 |
;

Menteri

PendayagunaanAparatur Negara,
tid
Taufik Effendi

Disalin Bagian Ortaia



Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal DPR R
Nomor : 25E/SEKJEN/2005
Tanggal ;18 Januari 2005

Susunan Tim Restrukturisasi Organisasi
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

' No. |' Nama j NiP Gol Keterangan
amal, 5H MG | 210000607 N 1_ Penasehat
I | Gusti Ay Darsinl, G H. M3 210000442 | I Penasehal
| L. Wenanaminigtyas1ii 5., b & 210000969 ' Ketua
4| Magyhur Mulyad, | 210000449 i Sekretaris
SubHanty Sudamdje, S H 210000601 v Anggota
| Top Haryanta, 5 H 210000466 | N Anggota
| 7 | Achmad Dpnad SH | 210001034 N Anggota
| A ‘Ers. tuehtar ERenad, it | 210001080 n Anggola
| 8§ BH. M 210001325 I Anggola
10 | Dra Sri Lestar 210001356 | W Anggola
1 | T | 210000874 M | Anggota/Sekrmtaliat
1z | 210000859 | I | AnpoolsSekresriat
', 13‘{ rultate winingrum, SH. ‘ 210001845 il | AnggolfSeiaenial
| 14| [indang rayitna, SIP. | 210001383 | W | Angmola/Sekrotarial
REmE 210001668 I | Anggets/Sekrelars!
: | 210001931 [ i | AngoonSekretaricl

Jakarta, 18 Januari 2005

SEKRETARIS JENDERAL,
ttd
Faisal Djamal, S.H., M.Si.
NiP 210000607




MENTERI
PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Nomor B/791/M PAN/4/2005 Jakarta, 29 Apri12005
Lampiran 1 (satu) berkas
Hal Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakiian Rakyat Republik Indonesia tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Kepada vih

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik indonesia
di

Jakarta

Sehuhungan dengan surat Saudara Nomor OT.00/1822/DPRRI/2005 tanggal
10 Maret 2005, perthal Perubahan Struktur Organisasi Setjen DPR RI, pada
orinsinnya kam) dapat menyetujui Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal
Dewan Farwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata
¥ara Seketaniat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Sersarma ini disampaikan kembali Rancangan Sekretaris Jenderal Dewan
Pervetilan Rakyat Republik indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja
Re crerpnat Jenelaral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoresia yang telah
d.semnimakan sesual dengan pola yang berlaky, untuk seianjutnya dapat
rialaokan menjad Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan fiakyal
Fepr bitk Indonesia dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara

Dzlam rongka pelaksanaan Peratusan tersebut, segala sesuatu yang
ey ar ket biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di hngkungan
Siebrerarat Jenderal Dewan Perwakitan Rakyat Republik Indonesia, sedangkan
menyenai pegawai agar memanfaatkan Pegawai Negeri Sipi yang ada di
ingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakiian Rakyat Republik indonesia
ran atau instans lain d luar Sekretaliat Jenderal Dewan Perwakian Rakyat
Repuniiv Indones@ yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinast cengan



Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan/atau Badan Kepegawaian
Negara

Rekapitulasi unit organisasi dan egelon dalam Rancangan Peraturan
tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar

dilakukan optimahsasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di
lingkungan aparatur pemerintah.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, disampaikan terima kasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negars,
ttd
Taufik Effendi

Tembusan Yth

Kepegawaian Nagara,
Igtras Negara;

Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Depariemen
K 2uangan

Disalin Bagian Ortala



